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UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, 
rahmat, dan berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan 
Salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.  
Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi 
global Covid-19, karya buku “Perlindungan Perempuan Dan 
Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)” yang 
kini hadir di tangan pembaca patut mendapat apresiasi 
setinggi-tingginya. Apresiasi tersebut diperlukan sebagai 
bentuk penghargaan kita sebagai pembaca terhadap penulis 
yang dengan penuh kesungguhan hati, mampu 
menyelesaikan suatu naskah buku referensi yang berharga 
bagi khazanah ilmu pengetahuan.  
Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu 
kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami, karena pada 
tahun pertama kepemimpinan ini, melalui program Gerakan 
Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi, karya ini 
dapat lahir. Hal ini, selain merupakan manifestasi dari salah 
satu Pancacita kepemimpinan kami, yakni “Publikasi yang 
Aktif”, juga tentu menunjukkan bahwa produktivitas 
melahirkan karya referensi dan karya akademik harus tetap 
digalakkan dan didukung demi terciptanya suatu lingkungan 
akademik yang dinamis dan dipenuhi dengan khazanah 
keilmuan. Iklim akademik yang demikian itu dapat 
mendorong kepada hal-hal positif yang dapat memberi 
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dampak kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin 
Makassar. Tentu, hal ini juga perlu dilihat sebagai bagian 
dari proses upgrading kapasitas dan updating 
perkembangan ilmu pengetahuan sebagai ruh dari sebuah 
universitas.  
Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam 
sebuah lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar 
adalah kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya 
manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu 
dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap 
akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong 
peningkatan kapasitas dan kreativitas sumber daya, dan 
menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap 
tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah 
kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat 
dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit 
diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan 
usaha maksimal kita untuk merealisasikannya.  
Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi 
memori sekaligus legacy bagi penulisnya di masa datang. 
UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi 
pendidikan yang memiliki basic core pengembangan ilmu 
pengetahuan, memiliki kewajiban untuk terus menerus 
memproduksi ilmu pengetahuan dengan menghasilkan 
karya ilmiah dan penelitian yang berkualitas sebagai 
kontribusinya terhadap kesejahteraan umat manusia.  
Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil 
meluncurkan karya intelektual ini dapat menjadi 
sumbangsih yang bermanfaat bagi pembangunan sumber 
daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan 
peradaban bangsa. Hanya kepada Allah jugalah kita berserah 
diri atas segala usaha dan urusan kita.  
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Semoga Allah swt. senantiasa merahmati, memberkahi, 
dan menunjukkan jalan-Nya yang lurus untuk kita semua. 
Āmīn…  
Makassar, 17 Agustus 2020  
Rektor UIN Alauddin Makassar, 
Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. 
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PENGANTAR PENULIS 
Pembahasan perempuan dan anak merupakan topik 
yang tak pernah selesai. Masalah perempuan dan anak selalu 
aktual untuk dikaji sebab perbincangan mengenai hal 
tersebut tidak hanya menarik tetapi juga sangat urgen 
karena meyangkut makhluk Allah Swt yang rentan 
mengalami ketidakadilan. Hal ini pulalah yang mendasari 
mengapa masalah ini harus terus menjadi fokus perhatian 
karena tidak hanya terkait dengan dimensi kemanusiaan 
tetapi juga keagamaan, khususnya Islam yang menekankan 
pentingnya menjaga prinsip kemakhlukan dalam 
bersosialisasi di bumi Allah Swt.  
Islam sebagai agama washathiyah menekankan 
eksistensi manusia yang harus menjaga harmonisasi urusan 
dunia di suatu sisi dan di lain sisi tidak boleh melupakan 
urusan akhirat. Selain itu, Islam juga menekankan 
pentingnya menjaga hablum minallah wa hablun mina nnas. 
Masalah perlindungan perempuan dan anak boleh dikata 
berada pada kedua dimensi kehidupan manusia tersebut, 
yakni perlunya menjaga nilai-nilai luhur dalam berinteraksi 
dengan sesama manusia dan di lain sisi hal tersebut menjadi 
indikator ketakwaan kepada Allah Swt karena perintah 
untuk berbuat baik, berlaku adil dan seterusnya terhadap 
sesama manusia merupakan bagian penting dari ajaran suci 
agama Islam.  
Buku ini mencoba mendekati permasalahan 
perempuan dan anak khususnya dalam ranah hukum 
melalui dimensi tersebut, sehingga lebih tepatnya 
menekankan pendekatan integrasi. Penulis melihat dan 
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mencoba menganalisis bahwa masalah-masalah 
perlindungan perempuan dan anak, khususnya di Indonesia, 
harus berangkat dari upaya-upaya holistik, melibatkan 
semua kalangan, membutuhkan multi pendekatan, langkah-
langkah struktural dan juga kultural. Kehadiran buku ini 
dalam rangka mengelaborasi hal tersebut sekaligus 
menawarkan sebuah konsep yang dapat dikembangkan 
dalam rangka membangun perspektif perlindungan anak 
dan perempuan yang lebih menjanjikan di masa depan dan 
tentunya aplikatif di tengah masyarakat yang terus 
mengalami perkembangan.  
Tulisan ini berupaya mengurai perlindungan 
perempuan dan anak dalam sistem hukum di Indonesia 
melalui pendekatan integratif. Integrasi yang dituju dalam 
kajian ini adalah integrasi dalam berbagai sisi. Pertama, 
integrasi substansi hukum yang meliputi substansi hukum 
Islam dan hukum positif dalam hal ini perundang-undangan. 
Integrasi selanjutnya adalah integrasi telaah normatif dan 
empiris, yakni telaah terhadap produk-produk hukum 
perempuan dan anak sekaligus menyorot praktek-praktek 
penegakannya sehingga memberikan informasi yang 
komprehensif. Terakhir, integrasi yang terkait penegakan 
hukum yang menghendaki perpaduan unsur-unsur pokok 
penegakan hukum meliputi substansi, struktur dan kultur 
hukum yang dikenal dengan teori sistem hukum.  
Demikian konstruksi integrasi yang hendak 
dikembangkan dalam kajian ini. Olehnya itu, pembahasan 
dalam buku ini akan menampilkan kajian perlindungan 
perempuan dan anak dalam konteks hukum Negara 
Republik Indonesia secara lebih komprehensif. Pembahasan 
diawali dari landasan pikir perlindungan perempuan dan 
anak dalam perspektif filsafat hukum Islam dan teori Sistem 
Hukum. Pembahasan berikutnya mengenai perlindungan 
perempuan dan anak perspektif hukum Islam dan hukum 
positif yang dilanjutkan dengan pemaparan perlindungan 
perempuan dan anak dalam penegakan  hukum khususnya 
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di pengadilan. Sorotan praktek perlindungan anak tersebut 
penting ditampilkan agar dapat menjadi bahan analisis 
dalam rangka elaborasi solutif terhadap problematika 
perlindungan perempuan dan anak dalam ranah hukum 
selama ini. Analisis mengenai hal tersebut diharapkan akan 
menjadi landasan urgensi tawaran pendekatan integratif 
yang diusung dalam buku ini.  
Kajian perlindungan perempuan dan anak secara 
integratif sebagaimana digambarkan di atas cukup penting 
dalam rangka mengurai permasalahan-permasalahan terkait 
perlindungan perempuan dan anak selama ini secara lebih 
mendalam dan komprehensif. Kajian hukum yang berangkat 
dari basis filosofis yang kuat diharapkan dapat lebih 
menggugah kesadaran sosiologis sehingga batas-batas 
yuridis dapat lebih dipahami dan diposisikan secara arif 
pada semua level peran. Pada gilirannya, tujuan hukum yang 
diharapkan yakni terciptanya ketertiban dalam masyarakat 
dan tercapainya kemaslahatan bersama dapat terwujud.     
Atas selesainya buku ini, Penulis merasa wajib 
berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, 
terkhusus kepada: 
1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Prof. H. Hamdan
Juhannis, P.hD, beserta semua Wakil Rektor dan
segenap jajaran pimpinan UIN Alauddin Makassar yang
telah menggagas Gerakan Penulisan  dan Penerbitan
100 Buku Referensi bagi Dosen dan Tenaga
Kependidikan di Lingkup UIN Alauddin Makassar
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin
Makassar beserta semua Wakil Dekan dan segenap
jajaran pimpinan Fakultas, terkhusus Ketua dan
Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam dan
teman-teman Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar sebagai teman berdiskusi dan
selalu saling mendukung dalam berkarya dan
mengabdi
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3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Panitia Penulisan dan
Penerbitan 100 Buku Referensi di Lingkup UIN
ALauddin Makassar tanpa terkecuali yang telah
bekerja keras untuk mensukseskan Gerakan Penulisan
dan Penerbitan 100 Buku Referensi bagi Dosen dan
Tenaga Kependidikan di Lingkup UIN Alauddin
Makassar
4. Keluarga Penulis, terkhusus suami tercinta, Dr.
Muhammad Azrai, MP serta anak-anak tersayang,
Muhammad Rais Kamil dan Muhammad Alfi Rizqi, yang
selalu memberikan support selama penulisan buku ini
berlangsung dan telah merelakan sebagian waktunya
untuk bersama Penulis banyak tersita karena
penulisan buku ini
5. Para relasi, sahabat yang tak bisa disebutkan satu-
persatu, yang terlibat dalam penerbitan buku ini, baik
secara langsung maupun tidak langsung dan selalu
menyemangati Penulis
Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-
dalamnya atas segala bantuan, motivasi, support dan 
doanya. Semoga segala niat baik kita semua diijabah oleh 
Allah Swt dan semoga kehadiran buku ini dapat membawa 
manfaat khususnya dalam kajian tentang perlindungan 
perempuan dan anak di negeri ini. Akhirul kalam, dalam 
semangat Dirgahayu ke-75 kemerdekaan Republik 
Indonesia, teriring doa semoga negeri ini selalu aman 
sentosa dan sejahtera dalam Lindungan Allah Swt.  Aamiin 
Makassar, 17 Agustus 2020 
Dr. Hj. Asni, S.Ag, M.HI 
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A. Telaah Urgensi dan Kajian Terdahulu
ndonesia sebagai negara hukum mengakui hak-hak 
setiap warga negara untuk mendapatkan 
perlindungan dari hukum, tanpa terkecuali. Hal ini 
sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun 
ironisnya masih sering ditemukan fakta di lapangan, 
perlakuan diskriminatif terhadap golongan tertentu, 
khususnya terhadap perempuan dan anak yang rentan 
mengalami ketidakadilan.  Indonesia juga telah melakukan 
pembaruan-pembaruan hukum terkait perlindungan 
perempuan dan anak, antara lain melalui Undang-undang 






Manusia (HAM) dan Undang-undang Republik Indonesia No. 
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (PKDRT). Demikian halnya Undang-undang 
Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak telah diperbarui sebanyak dua kali, 
pertama dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa waktu 
kemudian lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Terakhir, disahkan Undang-undang 
Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan 
Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak menjadi Undang-undang.  
Tidak hanya melalui aturan hukum formal negara, 
perlindungan perempuan dan anak juga telah ditindaklanjuti 
dengan pembentukan institusi-institusi khusus, antara lain 
pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan 
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menjadi kewajiban 
pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 
Tahun 2014. Selain itu, pembentukan unit tersebut 
didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 4 Tahun 
2018 tentang Pedoman Unit Pembentukan Pelaksana Teknis 
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak  serta Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah. Demikian pula, pembentukan unit 




Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikhususkan 
untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan 
terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban 
kejahatan sekaligus penegakan hukum bagi pelakunya 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 
2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.  
Boleh dikata, instrumen-instrumen perlindungan 
yang telah diupayakan negara sudah begitu memadai, 
namun sepertinya belum berbanding lurus dengan fakta di 
lapangan yang masih terus menunjukkan meningkatnya data 
pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak. 
Pelanggaran hak-hak perempuan dan anak muncul dalam 
berbagai wujud, namun yang paling memprihatinkan adalah 
kekerasan.  
Data Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 
2017, terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap 
perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama Tahun 
2016. Rinciannya terdiri dari 245.548 kasus yang ditangani 
oleh 359 Pengadilan Agama, 13.602 kasus ditangani ole 233 
lembaga mitra pengada layanan yang tersebar di 34 propisi. 
Data PA sejumlah 245.548 adalah kekerasan terhadap istri 
yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.602 
kasus yang masuk dari lembaga mitra pengada layanan, 
kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat 75% atau 
10.205 kasus. Data pengaduan langsung ke Komnas 





KDRT/RP Lain menempati posisi kasus yang paling banyak 
di adukan yaitu sebanyak 903 kasus (88%) dari total 1.022 
kasus yang masuk.  Untuk kekerasan di ranah rumah 
tangga/relasi personal, kekerasan terhadap istri (KTI) 
menempati peringkat pertama 5.784 kasus (56%), disusul 
kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus (21%), kekerasan 
terhadap anak perempuan 1.799 kasus (17%) dan sisanya 
kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta 
kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Di ranah rumah 
tangga/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 
42% (4.281 kasus), diikuti kekerasan seksual 34% (3.495 
kasus), kekerasan psikis 14% (1.451 kasus) dan kekerasan 
ekonomi 10% (978 kasus). Untuk kekerasan seksual di 
ranah KDRT/personal tahun ini, perkosaan menempati 
posisi tertinggi sebanyak 1.389 kasus, diikuti pencabulan 
sebanyaj 1.266 kasus. (Komnas Perempuan, 2017) 
Data yang dilansir Komnas Perempuan di atas bahkan 
mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. 
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 
2019 meningkat menjadi 406.178, dibandingkan tahun 
sebelumnya yakni 348.466. Ironisnya lagi, dari data 
tersebut, didominasi oleh KDRT yakni sebanyak 71% atau 
sebnayak 9.637 kasus. (Komnas Anti Kekerasan terhadap 
Perempuan, 2018). 
Kekerasan terhadap anak apalagi. Beberapa waktu 
lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (PPPA) mengungkapkan bahwa Indonesia berada 
dalam kondisi darurat kasus kekerasan terhadap anak 
karena adanya trend kasus kekerasan anak yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.(Kominfo.go.id, 2015). 




Apalagi pada masa pandemi covid-19 sekarang ini, 
kererasan terhadap perempuan dan anak semakin 
merajalela. Hasil penelitian Damanik menemukan bahwa 
KDRT meningkat selama pandemi covid dan hal tersbeut 
dibenarkan oleh Komnas Perempuan. (Damanik, 2020). 
Bukan hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan 
dunia. Di Nigeria misalnya, ditutupnya sekolah 
mengakibatkan meningkatnya resiko pernikahan dan 
kehamilan di bawah umur bagi anak perempuan. Sekitar 44 
persen pernikahan anak perempuan dilangsungkan sebelum 
umur 18 tahun.(Young & Aref-Adib, 2020). Hal ini menjadi 
indikasi bahwa masalah perempuan dan anak merupakan 
masalah global, terlebih di masa pandemi covid-19 sekarang 
ini. 
Permasalahan ini penting untuk dipikirkan bersama 
karena perempuan dan anak menjadi bagian dari lebih 
separuh warga negara Indonesia, sehingga ketika berbicara 
tentang perlindungan warga oleh negara, maka mereka 
menjadi bagian yang juga harus mendapatkan perlindungan. 
Olehnya itu pembahasan tentang hal ini menjadi urgen, 
apalagi disorot dari sisi hukum yang merupakan sarana 
paling strategis dalam  perlindungan hak-hak warga negara. 
Seperti dipahami bersama bahwa hukum adalah instrumen 
utama dalam penciptaan ketertiban di masyarakat sehingga 
hukum seyogyanya menjadi garda terdepan dalam 
pemberian perlindungan negara terhadap warganya.  
Tema perlindungan perempuan dan anak dalam 
hukum secara umum telah menjadi kajian beberapa penulis 





Radova Praynog Fakulteta dan Novi Sad dalam tulisannya 
berjudul Convention on Preventing and Combating Violence 
Criminal Law Aspects of the Council of Europe Convention 
on Preventing and Combating Violence Against Women and 
Domestic Violence mengkaji tentang aspek hukum pidana 
dalam Konvensi Dewan Eropa tentang pencegahan dan 
penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan 
kekerasan dalam rumah tangga. Rancangan tersebut berlaku 
untuk semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, 
termasuk kekerasan dalam rumah, di masa damai dan dalam 
situasi konflik bersenjata. Konvensi tersebut bertujuan 
untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dari 
segala bentuk kekerasan, termasuk mencegah kekerasan 
dalam rumah tangga. Selain itu juga diharapkan dapat 
berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan dan mempromosikan 
kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Sisi lain dari 
konvensi tersebut adalah memberdayakan perempuan; 
merancang kerangka kerja yang komprehensif, kebijakan 
dan langkah-langkah untuk perlindungan dan bantuan untuk 
semua korban kekerasan terhadap perempuan dan 
kekerasan dalam rumah tangga. Tak kalah pentingnya 
adalah mempromosikan kerja sama internasional dalam 
rangka menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dan 
kekerasan dalam rumah tangga,  memberikan dukungan dan 
bantuan kepada organisasi dan lembaga penegak hukum 
untuk bekerja sama secara efektif untuk mengadopsi 
pendekatan terpadu untuk menghilangkan kekerasan 
terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. 
(Samardzic, 2014) 




Pembahasan lainnya terdapat dalam Edisi ketiga 
Hukum Anak Internasional yang memeriksa dan membahas 
kerangka hukum internasional dan masalah yang berkaitan 
dengan anak-anak. Instrumen ini menganalisa aspek hukum 
publik dan swasta internasional, mempromosikan 
pemahaman tentang perkembangan hukum anak, hak-hak 
anak dan perlindungan anak. Kajian tersebut meneliti latar 
belakang teoretis undang-undang tersebut, dan memberikan 
ikhtisar singkat dan jelas tentang instrumen dan lembaga 
yang melindungi anak-anak secara internasional. Teks ini 
kemudian berfokus pada tema dan masalah utama dalam 
hukum anak dan hak-hak anak. Edisi baru ini telah 
diperbarui dan direvisi secara keseluruhan, termasuk materi 
diperluas pada Piagam Afrika tentang Hak dan 
Kesejahteraan Anak serta diskusi tentang perkembangan 
terbaru tentang hukum yang berkaitan dengan perekrutan 
tentara anak. Edisi ketiga juga akan mencakup kasus baru 
fitur studi yang secara kritis mempertimbangkan tema-tema 
kunci dan isu-isu dalam hukum anak internasional secara 
nyata dalam konteks global. (Akhtar & Nyamutata, 2020) 
Sementara di Indonesia, Safaruddin Harahap menulis 
hasil penelitiannya mengenai penegakan hukum terhadap 
anak korban kejahatan seksual di Propinsi Sumatera Utara. 
Penelitian tersebut menemukan bahwa penegakan hukum 
terhadap anak korban kejahatan seksual di Sumatera Utara 
secara konsepsional belum menyerasikan hubungan nilai-
nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang bagus 
dan mengejawantah sikap tindak sehingga masih ada sifat 
yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Menurut 





perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam 
perspektif hukum progresif, para pelaku hukum dituntut 
mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan 
hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada 
penderitaan yang dialami korban. Kepentingan masyarakat 
harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir 
penyelenggaraan hukum atau penegakan hukum. 
(Safaruddin Harahap, 2016) 
Tema khusus perlindungan perempuan dan anak 
dalam hukum Indonesia juga telah menarik perhatian 
beberapa pengkaji sebelumnya, antara lain buku berjudul 
Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan 
Keadilan Gender yang dihasilkan oleh Kelompok Kerja 
Convention Watch dan Yayasan Obor Indonesia. Buku ini 
lebih bersifat himpunan aturan-aturan terkait perlindungan 
perempuan dalam hukum nasional. (Kelompok Kerja 
Convention Watch, 2012). 
Perlindungan perempuan yang spesifik dalam hukum 
Islam antara lain menjadi pembahasan dalam buku yang 
ditulis Asni, berjudul Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: 
Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum 
Keluarga. Buku ini spesifik menyorot urgensi pembaruan 
hukum keluarga di Indonesia mengenai kedudukan 
perempuan, khususnya yang tertuang dalam Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam untuk disesuaikan dengan 
perkembangan kontemporer. Tulisan ini juga menawarkan 
metode integratif  holistik dan paradigma teo antroposentris 
dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia 
khususnya dalam lingkup hukum keluarga.(Asni, 2012). 




Pentingnya pembaruan hukum perkawinan di 
Indonesia juga menjadi tinjauan Muhamad Atho Muzhar 
dalam bukunya Fikih Responsif : Dinamika Integrasi Ilmu 
Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam. 
Menurut Muzhar, Undang-undang Perkawinan yang ada saat 
ini memiliki sejumlah ruang yang masih dapat 
disempurnakan dari sisi substansi hukumnya. Ruang 
tersebut antara lain perlunya mengakomodir ancaman 
hukuman terhadap pelaku pelanggaran Undang-undang 
Perkawinan. Menurutnya, hal tersebut cukup penting untuk 
diakomodir agar masyarakat tidak anarkhis dalam menjalani 
perkawinan.( Muhamad Atho Muzhar, 2017). 
Sedangkan yang terkait perlindungan anak dapat 
ditemukan antara lain dalam tulisan Mohammad Taufik 
Makarao dan kawan-kawan yang berjudul Hukum 
Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga. Buku ini lebih banyak mengurai sisi hukum 
perlindungan anak yang terkait dengan kesejahteraan anak, 
sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak dalam 
instrumen-instrumen hukum serta juga membahas 
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.( Mohammad 
Taufik Makarao, ). 
Tulisan lainnya mengenai perlindungan anak dalam 
hukum adalah buku yang ditulis oleh Abintoro Prakoso yang 
berjudul Hukum Perlindungan Anak. Buku ini menyorot 
sistem perlindungan anak di Indonesia khususnya mengenai 
asas-asas perlindungan anak, hak-hak dan kewajiban anak, 
penegakan hukum hak anak, pengasuhan, perwalian dan 





hukum, penghapusan perlakuan dan pekerjaan terburuk 
terhadap anak serta trafficking anak.( Abintoro Prakoso, 
2016). Kedua buku tersebut lebih banyak menyorot sistem 
perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia, 
khususnya yang tertuang dalam produk perundang-
undangan mengenai perlindungan anak.  
Sedangkan penelitian yang menyorot implementasi 
perlindungan anak dalam hukum antara lain yang dilakukan 
Tambunan dalam penelitian berjudul Implementasi 
Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban 
Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga. Menurut Tambunan, 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai 
korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan 
dengan dua cara, yaitu upaya upaya non-penal dan penal. 
Upaya penal melalui kepolisian sedangkan upaya non penal 
diakukan secara preemptive dan preventive. Dalam upaya 
penal, kendala yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban 
kekerasan psikologis dalam rumah tangga, yaitu: (a) Sulitnya 
mencari bukti kuat dari anak korban kekerasan psikologis, 
dalam hal ini pertanyaan adalah tentang bagaimana 
membentuk kekerasan psikologis. (b) Kesulitan untuk 
membedakan anak-anak yang mengalami kekerasan 
emosional yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam 
pengaturan rumah tangga. Seorang anak yang mengalami 
kekerasan biasanya memiliki ketakutan psikologis untuk 
mengungkapkan masalah yangmereka alami sebagai akibat 
dari tindakan pelaku. (c) Jumlah anak korban kekerasan 
psikologis untuk orang-orang yang menutup diri di 
lingkungan mereka dan juga termasuk polisi atau Layanan 




Perlindungan Anak. (d) Keterlambatan laporan dari anggota 
keluarga dalam rumah tangga, dan juga termasuk laporan 
dari tetangga yang melihat atau mendengar aksi langsung 
dan kata-kata dari para pelaku kekerasan 
tersebut.(Tambunan, 2014) 
Berdasarkan kajian di atas, tampak bahwa 
perlindungan perempuan dan anak tidak cukup hanya 
dengan mengandalkan aturan-aturan hukum atau substansi 
hukum formal semata serta lembaga ataupun aparatur 
hukum semata, tetapi penting untuk menghadirkan dimensi-
dimensi yang lain di luar struktur hukum. Harus diakui, 
eksistensi hukum dalam sebuah masyarakat tak bisa 
dilepaskan dari dimensi sosial budaya dan tentunya juga 
nilai-nilai agama yang mengitarinya.  Ruang inilah yang 
hendak dielaborasi lebih jauh dalam tulisan ini.  
 
B. Definisi, Tujuan dan Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan pemahaman materi yang 
disajikan dalam buku ini, terlebih dahulu akan diuraikan 
beberapa definisi penting terutama yang termaktub dalam 
judul.  
Perlindungan perempuan menurut Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah: 
Segala upaya yang ditujukan untuk melindungi 
perempuan dan memberikan rasa aman dalam 
pemenuhan hak-haknya dengan memberikan 





ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. 
(www.kemenpppa.go.id). 
Sedangkan perlindungan anak sebagaimana termuat 
dalam Undang-undang Perlindungan Anak didefinisikan 
sebagai berikut: 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat  perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.(Republik Indonesia, UU 
Perlindungan Anak). 
Tulisan ini bertujuan untuk mengurai perlindungan 
perempuan dan anak dalam sistem hukum di Indonesia 
melalui pendekatan integratif. Integrasi yang hendak 
dikonstruksi dalam kajian ini adalah integrasi pada berbagai 
sisi meliputi integrasi substansi hukum yang berupaya 
menyelaraskan substansi hukum Islam dan hukum positif 
dalam hal ini perundang-undangan yang berlaku dalam 
kaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Integrasi 
selanjutnya adalah integrasi telaah normatif dan empiris, 
yakni telaah terhadap produk-produk hukum perempuan 
dan anak sekaligus menyorot praktek-praktek 
penegakannya sehingga memberikan informasi yang 
komprehensif. Integrasi yang tak kalah pentingnya adalah 
integrasi metodologis, yakni integrasi analisis pendekatan 
filosofis, yuridis sekaligus sosiologis. Terakhir, integrasi 
yang terkait penegakan hukum yang menghendaki 
perpaduan unsur-unsur pokok penegakan hukum meliputi 




substansi, struktur dan kultur hukum yang dikenal dengan 
teori sistem hukum.  
Konstruksi integrasi yang dikembangkan dalam 
kajian ini berpijak pada landasan pikir yang bersifat filosofis 
yakni filsafat hukum Islam yang meliputi prinsip-prinsip dan 
karakteristik hukum Islam. Selain itu juga digunakan teori 
Sistem Hukum sebagai landasan penegakan hukum yang 
menghendaki integrasi antara unsur-unsur substansi, 
struktur dan kultur hukum.  
Pembahasan dalam buku ini diawali dari landasan 
pikir perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif 
filsafat hukum Islam dan teori Sistem Hukum. Pembahasan 
berikutnya mengenai perlindungan perempuan dan anak 
perspektif hukum Islam dan hukum positif yang dilanjutkan 
dengan pemaparan perlindungan perempuan dan anak 
dalam penegakan hukum khususnya di pengadilan, 
termasuk hambatan-hambatan yang ditemukan di sector 
empiris. Sorotan praktek perlindungan anak tersebut 
penting ditampilkan agar dapat menjadi bahan analisis 
dalam rangka elaborasi solutif terhadap problematika 
perlindungan perempuan dan anak dalam ranah hukum 
selama ini. Analisis mengenai hal tersebut diharapkan akan 
menjadi landasan urgensi tawaran pendekatan integratif 








C. Metode Penulisan 
Secara metodologis, penyusunan buku ini dilakukan 
melalui kajian kepustakaan yaitu telaah literatur terkait 
perlindungan perempuan dan anak dalam bidang hukum. 
Literatur yang ditelaah terdiri dari bahan hukum dan non 
hukum. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer seperti 
perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni 
penjelasan undang-undang dan literatur-literatur lainnya 
yang terkait, termasuk penelitian-penelitian sebelumnya.  
Penulisan menggunakan pendekatan multidisipliner, 
yakni normatif syar’i dan normatif yuridis dipadukan 
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A. Landasan Filsafat Hukum Islam 
slam adalah agama rahmatan lilalamin. Islam 
menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai 
tujuan utama dalam penetapan hukum-hukumnya. 
Bukan hanya kepada umat Islam, syariat Islam juga 
diarahkan untuk membawa kemakmuran bagi seluruh alam. 
Islam juga tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia 
dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan sesama 






Seluruh ajaran yang terkandung dalam syariat Islam 
diarahkan untuk memelihara dan menegakkan ajaran 
agama, menjamin serta menjaga jiwa dan kehidupannya, 
memelihara kemurnian akal, menjaga ketertiban keturunan 
manusia serta menjaga harta dan milik. Kelima hal tersebut 
dikenal dengan al-dharuriyat al-khams. Kesemua unsur-
unsur yang menjadi objek penjagaan tersebut sejalan 
dengan fitrah manusia serta rasio dan akal. Ia juga dapat 
mengakomodir perkembangan dan dinamika yang meliputi 
ruang dan tempat. (Dahlan Idhamy, 1994) 
Jika diteliti, kesemua ajaran Islam mengarah pada tiga 
aspek dasar: 
1. Mendidik pribadi-pribadi agar menjadi sumber 
kebaikan bagi masyarakat secara luas, bukan 
sebaliknya, menjadi sumber malapetaka bagi 
masyarakat. Hal ini sebagaimana misalnya tercermin 
dalam ajaran akhlak dan ibadah seperti salat, puasa, 
zakat dan haji. Ibadah yang bersumber dari 
kejernihan jiwa dapat menjadi dasar untuk jalinan 
hubungan dengan sesama manusia yang penuh 
dengan cinta kasih, persaudaraan, persamaan dan 
keadilan. 
2. Syariat bertujuan untuk menegakkan keadilan, baik di 
kalangan internal sesama umat Islam maupun 
keadilan sosial yang lebih luas, termasuk dengan 
umat nonmuslim. Intisari keadilan terkandung dalam 
aspek-aspek hukum Islam yang terkait dengan bidang 
hukum muamalah, peradilan dan sebagainya yang 
menempatkan semua manusia berkedudukan sama di 




mata hukum tanpa memandang status sosial seperti 
kaya atau miskin, lemah atau kuat.  
3. Tujuan akhir dari pengundangan hukum dalam syara’ 
adalah terwujudnya kemaslahatan manusia. Hukum 
apapun yang disyariatkan dalam Al-Qur’an dan 
Sunnah semuanya mengandung kemslahatan hakiki 
secara umum, bukan khusus untuk suatu kelompok 
atau lingkungan. Kemaslahatan tersebut ukurannya 
bukan didasarkan pada hawa nafsu manusia atau 
penalaran pikiran yang nisbi dan relatif. (Dahlan 
Idhamy, 1994) 
Perempuan dan anak sebagai bagian dari umat 
mendapat perhatian penting dalam hukum Islam. Apalagi 
agama Islam datang pada saat perempuan dan anak-anak 
berada dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, 
harkat dan martabat mereka berada pada titik derajat 
terendah. Mereka tidak mendapatkan hak-hak yang 
memadai, diperdagangkan bak barang dagangan, diwariskan 
seperti harta benda, diperlakukan sekehendaknya seperti 
budak, bahkan dikubur hidup-hidup. Praktek-praktek 
kejahiliyahan tersebut ditentang oleh Islam yang 
menempatkan manusia dalam derajat yang sama, tua 
maupun muda, laki-laki maupun perempuan.  
Islam secara tegas mengutuk praktek-praktek yang 
merendahkan martabat kemanusiaan dan menegaskan 
bahwa semua manusia setara di hadapan Allah Swt, ukuran 
kemuliaan di Sisi Allah hanya ditentukan oleh derajat 
ketakwaan seseorang. Penegasan tersebut terdapat dalam 
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  َ ٌ  َّن ٞري  ؿَِ   ِ َ   
Terjemahnya:  
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 
kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di 
antara kamu. 
Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan seorang 
manusia di mata Allah Swt didasarkan pada ketakwaannya, 
bukan atas dasar jenis kelamin, usia, suku bangsa dan juga 
warna kulit. Ayat ini juga sekaligus mendorong manusia 
untuk saling kenal-mengenal atau saling bekerja sama di 
antara laki-laki dan perempuan, antar berbagai warga 
bangsa, lintas negara atau wilayah, juga antar suku yang 
berbeda-beda.  
Ayat ini sekaligus menampakkan visi Islam dalam 
mengusung kemanusiaan yang egaliter, menempatkan 
kesamaan derajat semua manusia dan mendorong kolaborasi 
antar manusia dari berbagai latar belakang yang beragam 
dalam rangka memakmurkan bumi.  




Visi Islam dalam mengangkat persamaan derajat 
manusia serta pentingnya menjaga nilai-nilai luhur dalam 
pergaulan antar manusia di muka bumi tampak semakin 
nyata dalam pemaknaan terhadap prinsip-prinsip hukum 
Islam sebagai berikut: 
1. Prinsip Tauhid 
2. Prinsip masing-masing hamba berhubungan langsung 
dengan Allah 
3. Prinsip menghadapkan khitab/taklif kepada akal 
4. Prinsip memagari akidah dengan akhlak (moral) yang 
utama 
5. Prinsip menjadikan beban hukum demi untuk 
kebaikan jiwa dan kesuciannya 
6. Prinsip mengawinkan agama dengan dunia dalam 
masalah hukum 
7. Prinsip persamaan/ keadilan 
8. Prinsip menyerahkan masalah ta’zir kepada 
pertimbangan penguasa/hakim 
9. Prinsip tahkim  
10. Prinsip amar ma’ruf nahi munkar 
11. Prinsip toleransi 
12. Prinsip kebebasan/kemerdekaan 
13. Prinsip al-ta’awun/bantu-membantu(Ash-Shiddieqy, 
1990) 
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut tampak betapa 
Islam sangat menekankan pemuliaan nilai-nilai 
kemanusiaan. Prinsip-prinsip tersebut tampak relevan 
dengan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana 





Prinsip Tauhid menegaskan bahwasanya semua 
manusia berada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu 
ketetapan tauhid “Lailaha illa llah”. Berdasarkan atas prinsip 
ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah dan 
penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendaknya 
serta semua manusia memiliki posisi yang sama sebagai 
hamba. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa hanya Allah Swt 
yang punya kuasa atas hidup manusia dan patut disembah. 
Tidak ada penghambaan manusia atas manusia karena 
setiap manusia memiliki harkat dan martabat kemanusiaan 
yang seyogyanya menjadi dasar untuk saling memuliakan. 
Bukan sebaliknya, melakukan diskriminasi, penindasan, 
bahkan kezaliman terhadap manusia lainnya.  
Prinsip selanjutnya masih terkait dengan prinsip 
tauhid. Melalui prinsip ketauhidan, semua manusia memiliki 
kesempatan yang sama untuk berinteraksi dengan Allah Swt 
tanpa perantara karena Allah tidak pernah pandang bulu 
kepada siapapun, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-
Baqarah: 186.(Saebani, 2008) 
Prinsip selanjutnya menjelaskan bahwa Islam tidak 
hanya mengatur dimensi hubungan manusia dengan Tuhan, 
tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. 
Islam menekankan perlunya menjaga hubungan dengan 
manusia lain melalui pembinaan akhlakul karimah.  Syariat 
Islam merupakan kode hukum sekaligus kode moral. Dalam 
Islam, garis pemisah atau pembeda antara hukum dan 
moralitas sulit untuk diidentifikasi secara jelas sebagaimana 
pada masyarakat Barat pada umumnya. (H. Fathurrahman 
Jamil, 1997) 




Sementara prinsip persamaan dalam Islam 
sebagaimana telah disebutkan lebih awal menekankan 
bahwa manusia dalam pandangan Islam memiliki posisi 
yang sama di hadapan Allah swt, yang membedakan hanya 
derajat ketakwaannya. Tidak ada perbedaan antara bangsa 
yang satu dengan bangsa yang lain, suku, ras, jenis kelamin, 
kaya miskin dan lain-lain. Demikian halnya dalam taklif, 
tidak ada perbedaan di antara manusia, semua memiliki 
kewajiban yang sama untuk melaksanakan hukum Islam. 
Dapat ditegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak 
ditentukan dari jenis kelaminnya. Laki-laki maupun 
perempuan memiliki posisi dan kesempatan yang sama 
untuk menjadi pribadi yang berkwalitas, berakhlakul 
karimah dan berwawasan luas serta sukses dunia akhirat.  
Hal ini terkait dengan hak untuk mendapatkan perlakukan 
sama atau diperlakukan secara adil dalam hal apapun. 
Prinsip Keadilan ditegaskan dalam berbagai ayat Al-
Qur’an. Term keadilan dalam Al-Qur’an, misalnya terdapat 
dalam: 
Q.S. Al-Maidah: 8  
َا ٓأَُّيه   ًَ 
ٱ
ٍنَ   ِ ْ   َّن ْ  َ  َمٌُ ُ َ  ُن ه ِم ِ  كَ َّن  َّن
ِ  َٓ ِ  ُ ََِن   
ٱ
طِِۖ َ   ۡقِلسۡق ۡق  َ  ُ َّن  َ ۡق َِمٌ
 ُ ٓ يَأ ٍ   َشَ َ ٓ  كَ ۡق َّن  ؿَ  َ  
 ْ ِن ُ ۡـق َ   
ٱ
  ْ َ  ؿۡقِن ُ ُ  ُ ِۖ  َ كۡقَ    َ  َ   ِ  َّنلۡق
ٱ
 ْ َّنُل   
ٱ












Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. 
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
Ayat ini mengingatkan pentingnya selalu berlaku adil 
kepada sesama manusia. Ayat ini sekaligus mewanti-wanti 
bahwa kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia 
tidak bertindak adil. Al-Qur’an sangat tahu bahwa manusia 
memiliki sifat kecenderungan dalam rasa seperti cinta atau 
benci yang dapat memengaruhi tindakan mereka, termasuk 
dalam berlaku adil terhadap sesama, terutama mereka yang 
memiliki posisi atau power sehingga sikap tersebut 
berpotensi menindas hak-hak yang lainnya untuk 
mendapatkan keadilan. Makanya terhadap hal tersebut Al-
Qur’an dari awal sudah mewanti-wanti. Hal ini sekaligus 
menjadi indikator betapa Islam sangat mementingkan 
pentingnya menjaga keadilan tersebut. 
Ayat lainnya terdapat dalam Q.S. Al-An’am: 152:  
 َ  َ  ْ َ بُ  َمااَ   َلۡق
ٱ
  ِ  ََِ َّن   ۡق
ِإ
   ِ  
ٱ
 ِ َّن    َ َسنُ  ِ َّن   َ  ۡق ٍُ  ًَ ۡق ُفَ  َ  ْ ۥ  َ ُ نَّن َ  ۡق ُ َ 
 
ٱ
 َ ِۡق  َ   ۡقَ 
ٱ
 َ  َ ِ   ۡقِم  
ٱ
طِِۖ ُ  َ   ۡقِلسۡق َّن  هَفۡقًسا ىَُ ِّ
ِإ
   ِۖ َِا ـَ َ   ُ  ۡق
ِإ
ۡق  َ  ُ َ   كُ ۡق
ٱ
 ْ  ؿۡقِن ُ
ۡق  َ  َ  َ  َ   َ  ِۖ  َ ِۡقنِ  كُ ۡق ـَ  َ ِب
ٱ
  ِ ْ   َّن ۡق  َ  ۡق ُ ُ  ِ   َ  ُ َِ  َ  َّن   ۡق ۦ ِب ُ َّن ـَ  َ    َ     ََ نَّنُ  





Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia 
dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan 
dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada 
sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan 
apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku 
adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan 
penuhilah janji Allah. Yang demikian itu 
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. 
Ayat ini memerintahkan manusia agar berlaku adil 
dalam segala hal dan kepada siapapun. Bahwasanya setiap 
manusia, siapapun dia, apapun jenis kelaminnya, 
bagaimanapun kondisinya dan apapun hubungannya dengan 
kita semuanya memiliki hak yang sama untuk diperlakukan 
secara adil. Saking pentingnya berlaku adil tersebut, Al-
Qur’an sampai mengulang-ulang pesan untuk berlaku adil. 
Ayat-ayat lainnya yang memuat pesan untuk berlaku adil 
adalah Q.S.al-Nisa: 128 (kemestian berlaku adil kepada 
sesama istri), Q.S al-Hujurat:9 (keadilan sesama muslim), 
Q.S. Al-An’am :52 (keadilan dalam arti keseimbangan antara 
kewajiban yang harus dipenuhi mukallaf dengan 
kemampuannya untuk menunaikan kewajiban tersebut. 
Sedangkan Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar 
mengandung makna bahwasanya hukum Islam diarahkan 
untuk membimbing manusia menuju tujuan yang baik dan 
benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah swt. Prinsip amar 





ۡق  ُ َ  ُني ۡق  َ  ٍ ۡق   ُأمَّن َ   ِ يَّناِا   ُأ ۡق َِ  ِ   َأٔۡقُمُ    
ٱ
 ِ   ُ ۡـق َ   ۡقَم َ ۡق  َؾنِ  َ  َ ۡق
ٱ
  ِ   ۡقُميَ 
 َ ِمٌُ  ِ  َ ُ ۡق  
ٱ
  ِ ۡق  َّن َ ُ  َ  َمنَ  َ  ُۡق  َ 
ٱ
  ِ َ   ۡقِ  َ    ََ   ٗ ۡق  َ   ُ َِّن    ُ ُ  ّمِ ۡق
ٱ
  َ ِمٌُ    ۡقُم ۡق
 ُُ ُ َ َ نۡق َ 
ٱ
  َ ِسُل      ۡقَف  
Terjemahnya: 
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 
untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan 
mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang 
beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-
orang yang fasik. 
Syariat Islam mengarahkan manusia pada jalan 
kebaikan. Hukum-hukum yang diturunkan Allah merupakan 
sarana untuk mengarahkan manusia pada jalan kebaikan 
dan menghindarkan dari jalan keburukan. Contohnya Shalat 
diperintahkan dalam rangka mencegah manusia dari 
keburukan dan kemunkaran. Minum minuman keras 
diharamkan karena dapat membawa manusia pada 
kemunkaran. Intinya, Islam senantiasa mengarahkan 
umatnya kepada kebaikan-kebaikan dan menghindarkan 
dari keburukan-keburukan. Secara lebih tegas, Islam 
melarang berbuat kemudharatan kepada orang lain dan juga 
terhadap diri sendiri.   
Prinsip selanjutnya adalah prinsip 
Kebebasan/Kemerdekaan. Terkait dengan prinsip ini, 
penting dipahami bahwa kebebasan yang menjadi prinsip 




hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang 
mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu 
maupun kebebasan komunal. Setiap pribadi diberikan 
kemerdekaan bergerak dan bertindak asalkan tidak 
bertentangan dengan kemaslahatan umum. Di lain sisi, 
orang lain tidak boleh membatasi apalagi menghambat 
kemerdekaan bergerak dan bertindak seseorang bilamana 
hal tersebut tidak melanggar aturan dan hak-hak orang lain. 
Sementara prinsip persamaan dalam Islam 
sebagaimana telah disebutkan lebih awal bahwa manusia 
dalam pandangan Islam memiliki posisi yang sama di 
hadapan Allah swt, yang membedakan hanya derajat 
ketakwaannya. Tidak ada perbedaan antara bangsa yang 
satu dengan bangsa yang lain, suku, ras, jenis kelamin, kaya 
miskin dan lain-lain. Demikian halnya dalam taklif, tidak ada 
perbedaan di antara manusia, semua memiliki kewajiban 
yang sama untuk melaksanakan hukum Islam. 
Dapat ditegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak 
ditentukan dari jenis kelaminnya. Laki-laki maupun 
perempuan memiliki posisi dan kesempatan yang sama 
untuk menjadi pribadi yang berkwalitas, berakhlakul 
karimah dan berwawasan luas serta sukses dunia akhirat.    
Sedangkan prinsip al-ta’awun mengarahkan manusia 
untuk saling membantu antar sesama manusia sesuai 
prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan 
ketakwaan. Penerapan prinsip ini bisa dilihat antara lain 
dalam syariat Islam tentang zakat, sadaqah, wakaf dll. 
Melalui syariat tersebut, kaum yang berlebih diarahkan 





sejatinya menjadi landasan kokoh dalam menjalin pergaulan 
antara laki-laki dan perempuan yang harus saling 
melengkapi dan meringakan beban masing-masing. Bukan 
sebaliknya, menzalimi dan bahkan menindas golongan 
tertentu yang dianggap lemah. Terutama dalam berumah 
tangga, sejatinya yang dikedepankan adalah kata “saling”, 
yakni saling membantu, saling membahagiakan, saling 
menghormati yang beralas pada saling mencintai dan 
menyayangi.  
Prinsip Tolerasi, menurut prinsip ini, Islam 
mengharuskan hidup rukun dan damai dengan segala 
bangsa dan agama. Prinsip ini mengajarkan bahwa Islam 
adalah agama yang menghargai pluralitas, apalagi dalam 
pergaulan global yang diwarnai dengan berbagai keragaman 
latarbelakang sosial dan budaya. Menghadapi realitas 
tersebut, Islam menekankan pentingnya memegang teguh 
prinsip toleransi demi terciptanya harmoni dalam 
kehidupan sehari-hari menuju terciptanya ketenteraman 
hidup masyarakat.    
Prinsip toleransi juga berkaitan dengan prinsip 
kemerdekaan. Manusia diberikan kebebasan bergerak dan 
bertindak sepanjang tindakannya tidak berdampak pada 
kerusakan dan kerugian masyarakat umum serta tak ada 
hak-hak orang lain yang dilanggar.(Saebani, 2008)  
Prinsip-prinsip tersebut di atas sejalan dengan ciri-
ciri khas (khashaish) hukum Islam sebagaimana dijabarkan 
Hasbi sebagai berikut: 




1. Hukum Islam adalah hukum kemanusiaan, hukum-
hukumnya bersifat kemanusiaan, aturan-aturan 
apapun ditujukan untuk kebahagiaan masyarakat.  
2. Manusia asas hukum, memberikan perhatian yang 
penuh kepada manusia, memelihara segala yang 
berkaitan dengan manusia 
3. Intisari hukum Islam adalah memelihara manusia, 
menjauhkan segala yang dapat mengganggu 
kemuliaan manusia tanpa membedakan manusia dari 
golongan, suku, warna kulit bahkan agama apapun. 
4. Akhlak sebagai dasar taat, dan seterusnya.(Ash-
Shiddieqy, 1990)  
Sekali lagi tampak dengan jelas bagaimana 
kepentingan manusia selalu menjadi poin penting atau pusat 
perhatian dalam hukum Islam. Bahwasanya hukum Islam 
diturunkan untuk kepentingan manusia, kesejahteraan 
manusia, kebahagiaan manusia serta menegakkan 
kemuliaan manusia.  
Keagungan hukum Islam sebagai hukum yang 
berpijak pada kemaslahatan manusia semakin tampak pada 
karakteristik hukum Islam yang dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Takamul (sempurna, bulat dan tuntas) 
2. Wasatiyah ( imbang, harmonis) 
3. Harakah (bergerak dan berkembang sesuai 
perkembangan zaman)(Ash-Shiddieqy, 1990) 
Takamul artinya Hukum Islam mempersatukan 





beda bangsa dan asal suku masing-masing. Agama Islam 
senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip universal seperti 
kemanusiaan dan keadilan dalam rangka menjaga 
keharmonisan manusia dan alam semesta. Karakter takamul 
juga bermakna bahwa Hukum Islam merupakan sebuah 
pandangan hidup yang lengkap, meliputi semua aspek 
kehidupan manusia (ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, 
siyasah, dan lain-lain. Hukum Islam mengatur dimensi 
pribadi maupun sosial, ibadah maupun muamalah. Hukum 
Islam juga menghimpun urusan ukhrawiyah dan 
duniawiyah.  
Sedangkan Wasatiyah mengandung makna bahwa 
Hukum Islam menyelaraskan antara kebutuhan rohani 
(batiniah) dan materi (kebendaan), serta kepentingan 
ukhrawiyah dan duniawiyah. Hukum Islam menyelaraskan 
antara kepentingan manusia sebgai individu dan sebagai 
anggota masyarakat (hidup berkelompok). Hukum Islam 
juga menekankan untuk menempuh jalan tengah dalam 
berbagai hal, misalnya dalam hal pemberian, tidak boleh 
terlalu kikir tapi tidak boleh juga terlalu royal (Q.S. Al-
Furqan ayat 67).  
Sementara Harakah bermakna bahwa Hukum Islam 
mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang sesuai 
dengan perkembangan dan kemajuan melalui upaya ijtihad. 
Pelaksanaan hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi 
seseorang (sakit, musafir, dll) dan kondisi lingkungannya 
(‘urf, kebiasaan, dll). Hukum Islam juga dapat hidup di 
berbagai zaman dan tempat (salihun likulli zaman wa 
makan). 




Prinsip-prinsip dan karakter hukum Islam tersebut di 
atas dapat menjadi dasar berpijak dalam penataan yang 
harmonis hubungan manusia dengan manusia dan juga 
hubungan manusia dengan lingkungannya. Pemaparan di 
atas juga menampilkan bukti bahwa hukum Islam 
merupakan hukum yang sangat menekankan kemanusiaan, 
bahwasanya hukum diarahkan untuk manusia, demi 
kesejahteraan manusia ketertiban alam semesta. 
Prinsip-prinsip hukum Islam sejalan dengan prinsip-
prinsip universal sehingga Islam dapat menjadi landasan 
berpikir dan pijakan bertindak dalam konteks global 
sekalipun. Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, akan 
mengembalikan manusia pada fitrahnya yang sejatinya 
harus saling menghargai, menghormati dan memuliakan 
antara sesama manusia, siapapun dia dan darimana pun 
asalnya.  
Demikian halnya, karakter hukum Islam yang 
takamul, wasatiyah dan harakah menjadi dasar dalam 
memandang dan memedomani hukum Islam sebagai sebuah 
tatanan ajaran yang komprehensif dan senantiasa menjaga 
keseimbangan berbagai segi kehidupan. Bukan hanya itu, 
ajaran Islam sekaligus memungkinkan untuk berkembang 
mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia dan 
dapat mengakomodir lintas budaya dan sosial masyarakat 
global.  
Hal tersebut menjadi indikator bahwa filsafat hukum 
Islam dapat menjadi landasan dalam pembentukan sebuah 





khususnya dalam ranah hukum pada konteks negara 
kesatuan Republik Indonesia. 
 
B. Negara Hukum dan Sistem Hukum 
Sebagaimana telah ditegaskan dalam pendahuluan 
bahwa Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk 
mengimplementasikan unsur-unsur yang tercakup sebagai 
persyaratan sebuah negara hukum. Beberapa pakar telah 
merumuskan unsur-unsur negara hukum yang satu sama 
lain memiliki kemiripan. 
Menurut Jimli al-Shiddieqy, negara hukum terdiri dari 
dua belas unsur-unsur utama, yakni: 
1. Supremasi hukum 
2. Persamaan dalam hukum 
3. Asas legalitas 
4. Pembatasan kekuasaan 
5. Organ-organ eksekutif independen 
6. Peradilan bebas tidak memihak 
7. Peradilan Tata Usaha Negara 
8. Peradilan Tata Negara 
9. Peradilan HAM 
10. Bersifat Demokratis 
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara 
12. Transparansi dan kontrol sosial  
 
Menurut Jimly, gagasan negara hukum dibangun 
dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu 




sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan 
dengan menata supra struktur dan infra struktur berbagai 
kelembagaan yang ada, mulai dari politik, ekonomi serta 
sosial dan lain-lain secara tertib dan teratur. Tentunya harus 
disertai dengan pembinaan budaya dan kesadaran hukum 
yang rasional dan impersonal dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan 
dan penegakan sistem hukum tersebut harus dimulai dari 
konstitusi sebagai hukum tertinggi. (Asshiddiqie, 2006) 
Sedangkan Ciri-ciri negara hukum menurut M. Tahir 
Azhary: 




5. Hak Asasi Manusia 
6. Peradilan yang bebas dan mandiri 
7. Perdamaian 
8. Kesejahteraan 
9. Tanggung jawab dan ketaatan rakyat  
Hukum sebagai sarana untuk menertibkan 
masyarakat tentunya tak bisa dilepaskan dari unsur-unsur 
yang terdapat dalam masyarakat seperti struktur 
masyarakat dan budaya yang melingkupinya. Maka sangat 
relevan jika pembahasan tentang hukum dikaitkan dengan 
kedua hal tersebut. Kesadaran inilah tampaknya yang 
mendasari lahirnya teori sistem hukum sebagaimana 





Lawrence M. Friedman menggambarkan bahwa 
sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah 
organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur 
berinteraksi.  (Friedman, 2009) Senada dengan itu, namun 
dielaborasi lebih rinci, penegakan hukum menurut Soerjono 
Soekanto meliputi 5 aspek pokok, meliputi faktor hukumnya, 
faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor 
masyarakat dan faktor kebudayaan. (Soekanto, n.d.)Struktur 
mencakup institusi-institusi dan aparat penegak hukum. 
Adapun struktur dalam sistem hukum Indonesia adalah 
termasuk struktur institusi lembaga peradilan di samping 
kepolisian dan kejaksaan. Menurut Soerjono, penegak 
hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung 
dalam bidang penegakan hukum, yakni yang bertugas di 
bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan 
dan pemasyarakatan. (Soekanto, n.d.) 
Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tak 
bisa dilepaskan dari peran dan tingkah laku manusia. 
Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya. Hukum tidak 
mampu mewujudkan sendiri ide-idenya atau kehendak-
kehendaknya yang terdapat dalam peraturan-peraturan 
hukum.(Rahardjo, 2011) Makanya dibutuhkan keterlibatan 
manusia sebagai aparat penegak hukum yang merupakan 
bagian dari struktur hukum. Jadi jelas bahwa peradilan 
beserta aparatnya sebagai struktur hukum menjadi bagian 
penting dari sistem hukum dalam rangka mewujudkan 
penegakan hukum. 
Sedangkan Substansi hukum mencakup aturan-
aturan hukum, baik yang tertulis seperti undang-undang 
maupun yang tidak tertulis seperti kebiasaan-kebiasaan 




yang hidup di masyarakat. Substansi hukum tidak dapat 
dipisahkan dari struktur hukum karena merupakan patokan 
atau acuan bagi aparat hukum dalam pelaksanaan hukum. 
Jadi posisi substansi hukum juga tidak kalah penting dalam 
penegakan hukum. Sementara Kultur hukum adalah sikap 
manusia terhadap hukum. Meliputi opini-opini, kebiasaan-
kebiasaan, cara berpikir dan bertindak, baik penegak hukum 
maupun masyarakat.  
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum 
berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 
kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat 
memiliki posisi yang penting dalam hukum. Masyarakat 
dapat memengaruhi hukum, khususnya penegakan hukum. 
Sementara itu, masyarakat biasanya terdiri dari orang-orang 
yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-
beda. Ada yang sendirinya memiliki sikap mentaati hukum, 
namun ada juga yang pura-pura mentaati, ada juga yang 
tidak mengacuhkannya sama sekali, bahkan ada pula yang 
terang-terangan melawan hukum. (Rahardjo, 2011)Dapat 
ditegaskan bahwa struktur hukum dan substansi hukum 
tidak akan dapat mewujudkan penegakan hukum 
sebagaimana yang diidekan bilamana tidak ditunjang oleh 
budaya hukum yang baik dari masyarakat sebagai sasaran 
penegakan hukum. Bahkan, unsur struktur dan substansi 
hukum juga banyak dipengaruhi oleh kultur hukum. 
Misalnya, aparat hukum harus memiliki kesadaran kultural 
yang baik pula dan substansi hukum dibentuk dari gagasan-
gagasan cerdas yang tak lepas dari pengaruh kultur hukum 





Telaah di atas mengantarkan pada pemahaman 
bahwa penegakan hukum mensyaratkan kolaborasi antar 
sistem hukum yang meliputi substansi hukum, struktur 
hukum dan budaya hukum. Dikaitkan dengan perlindungan 
perempuan dan anak, tentunya tegaknya hukum yang 
melindungi hak-hak perempuan dan anak hanya bisa 
terwujud bilamana ditopang oleh ketiga sistem tersebut. 
Hak-hak perempuan dan anak tidak cukup jika hanya 
dituangkan dalam aturan perundang-undangan, tetapi juga 
harus didukung oleh itikad baik dari aparatur penegak 
hukum dan mekanisme kelembagaan yang memadai. Lebih 
daripada itu, budaya hukum masyarakat untuk senantiasa 
bersifat aware terhadap hak-hak perempuan dan anak yang 
dijamin oleh hukum negara, harus dibangun dengan baik.  
Bahkan, untuk kasus di Indonesia, boleh dikata substansi 
hukum yang ada telah cukup memadai namun kultur 
penegak hukum dan budaya hukum masyarakat tampaknya 
dua hal ini yang perlu dibenahi ke depannya.  
C. Integrasi dan Aplikasinya dalam Kajian Hukum 
Istilah integrasi merupakan istilah yang sudah tidak 
asing lagi. Integrasi sendiri berasal dari Bahasa Inggris 
“Integration” yang berarti keseluruhan.  Istilah ini menjadi 
viral dan mengemuka bertepatan dengan momen 
transformasi lembaga pendidikan tinggi keagamaan dalam 
hal ini PTKIN melebur diri menjadi universitas yang dengan 
sendirinya memperluas wilayah kajiannya yang tidak lagi 
hanya menawarkan ilmu-ilmu keIslaman tetapi juga ilmu-
ilmu umum.  




Integrasi ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu 
pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum dinilai 
memiliki landasan yang kuat dari sisi normatif teologis, 
historis maupun empiris serta sosiologis. Secara normatif, 
tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum 
dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Keduanya terikat dengan 
prinsip tauhid. Secara historis, keberadaan ulama-ulama 
Islam masa lalu seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd dan Ibn 
Khaldun, cukup menggambarkan kerangka keilmuan yang 
terintegrasi. Secara filosofis, integrasi antara lain dapat 
dijumpai dalam pemikiran para pilosof masa lalu.(Nata, Dkk, 
2005)  
Beberapa PTKIN pun merumuskan model integrasi 
keilmuannya. UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta misalnya 
mengusung paradima keilmuan Integrasi-Interkoneksi. 
Dalam penjabarannya, integrasi adalah mengkaji satu bidang 
keilmuan dengan memanfaatkan bidang keilmuan lainnya. 
Sedangkan interkoneksi adalah melihat kesalingterkaitan 
antar berbagai disiplin ilmu.(Abdullah, 2007) 
Sementara itu, UIN Alauddin Makassar merancang 
integrasi keilmuan yang diberi nama “Rumah Peradaban”. 
Penjabaran dari pola integrasi Rumah Peradaban tersebut 
adalah sebagai berikut:  
1. Pondasinya Al-Qur;an dan Hadis 
2. Pilarnya nilai-nilai agama dan kearifan local 
3. Lantai dan halamannya budi pekerti 





5. Atapnya adalah persaudaraan, egalitarian serta 
bersifat moderat, toleran dan inklusif.(UIN Alauddin 
Makassar, 2017) 
Dari beberapa contoh-contoh konstruksi keilmuan 
yang berpola integrasi tersebut dapat dipahami bahwa 
integrasi lebih kepada upaya memadukan berbagai jenis 
ilmu atau unsur-unsur penting dalam sebuah sistem atau 
konstruksi berpikir baru agar terbentuk sebuah bangunan 
nalar keilmuan yang kuat, kokoh dan komprehensif. 
Sementara dalam kajian hukum, dikenal paradigma 
hukum integratif, sebagaimana dikemukanan pakar hukum 
pidana Romli Atmasasmita bahwa dalam perkembangan 
sistem hukum Indonesia dari zaman peemrintahan colonial 
sampai saat ini dikenal empat model hukum yaitu : 
1. Model Hukum Kolonial yang sangat represif 
2. Model Hukum Pembangunan 
3. Model Hukum Progresif 
4. Model Hukum Integratif  
Meski demikian, 3 model hukum yang terakhirlah 
yang sangat mungkin dijadikan solusi sementara dalam 
menghadapi tantangan kehidupan sebagai dampak 
perkembangan sosial budaya abad 21 dan di amsa-masa 
yang akan datang. (Atmasasmita, 2012) 
 Sementara itu, Kuntowijoyo menawarkan paradigma 
ilmu hukum integratif sebagaimana dijabarkan Khudzaifah 
Dimyati sebagai berikut: 




1. Ilmu hukum integratif berlandaskan pada tiga nilai 
penting yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi 
2. Dari sisi epistemologis, ilmu hukum integratif 
berpendirian bahwa sumber pengetahuan itu terdiri 
dari realitas empiris, rasio dan wahyu 
3. Secara metodologis, ilmu hukum integratif berdiri 
berhadap-hadapan dengan positivisme yang 
mengklaim bebas nilai dan tidak ada hubungan 
antara hukum dan moral. Ia tidak hanya berupaya 
memahami tapi juga bermaksud melakukan 
transformasi melalui liberasi, humanisasi dan 
transendensi  
4. Ilmu hukum integratif memiliki keberpihakan etis 
bahwa kesadaran (super struktur) menentukan basis 
material (struktur). 
Tampak bahwa ilmu hukum integratif memiliki 
kedekatan secara metodologis dengan Teori Kritis yang juga 
dimaksudkan untuk kepentingan praksis emansipatoris. 
Hanya saja keberadaan nilai-nilai transendensi sebagai 
bagian penting dalam pembentukannya, membuat ilmu 
hukum integratif menjadi unik karena menganggap penting 
nilai-nilai religiusitas dalam proses pembangunan 
peradaban manusia. Olehnya itu, proses-proses 
emansipatoris dalam ilmu hukum integratif diletakkan 
dalam konteks transendensi. (Dimyati, 2014)   
Hasil penggalian Umar menemukan bahwa 
perpaduan nilai-nilai, prinsip-prinsip, perpaduan nilai-nilai, 
prinsip-prinsip, dan norma-norma hukum positif negara 





kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
Tatanan negara, agama dan etika sosial harus dapat bekerja 
sama dalam satu kesatuan integral dalam membangun 
sistem hukum nasional Indonesia yang integratif  yaitu suatu 
sistem hukum yang secara substantif memadukan sistem 
hukum agama, negara dan adat untuk saling bekerja sama 
dalam memberikan kontribusi dalam membangun sistem 
hukum nasional. (Umar, 2014) 
Penalaran metode integratif di atas dapat menjadi 
sumber inspiratif dalam  membangun sebuah konstruksi 
pengembangan hukum perlindungan perempuan dan anak 
melalui integrasi berbagai unsur-unsur penting dalam 
penegakan hukum dengan berpijak pada prinsip-prinsip 
filosofis, khususnya filsafat hukum Islam diinetgrasikan 
dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dan sistem 
hukum negara dalam rangka melahirkan sebuah hukum 
yang berkesetaraan, adil gender dan memberikan 
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PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 
ANAK DALAM HUKUM ISLAM 
 
 
A. Hukum Islam, Syariah dan Fikih 
ebelum menelaah kedudukan perempuan dan anak 
dalam hukum Islam, penting untuk menguraikan 
pengertian hukum Islam agar tidak terjadi 
kesimpangsiuran dalam pemahamannya. Sebagaimana 






mendudukkah istilah “Hukum Islam” dengan “Syariah” dan 
juga “Fikih”. 
Istilah Hukum Islam merupakan gabungan dari kata 
yaitu “hukum” dan “Islam”. Hukum dalam bahasa Inggris 
biasa digunakan istilah “law” yang menurut Lawrence M. 
Friedman adalah: 
A set of rules or norms, written or unwritten, about 
right and wrong behavior, duties and rights. (Roper & 
Friedman, 1976) 
Artinya: 
Seperangkat peraturan atau norma, tertulis maupun 
tidak tertulis, mengenai prilaku benar dan salah, 
kewajiban-kewajiban dan hak-hak. 
Sedangkan menurut fukaha: 
    خَ  ٔ   ٕ ك ضا  و  مل ف  بأٔ ـاا  مل ـ ق ُ خلعا   حل  ٔ  
 ٔ    ضؽ
Artinya: 
Hukum adalah khitab (kalam) yang mengatur 
perbuatan-perbuatan mukallaf, baik berupa iqtida 
(perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau 
anjuran untuk meninggalkan, atau takhyir (pilihan 
untuk melakukan dan tidak melakukan) atau wad’i 
(penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat atau mani’). 
(Al-Syaukani, n.d.)  





Berdasarkan pengertian-pengertian hukum di atas, 
secara sederhana, bisa dikatakan bahwa hukum Islam 
adalah aturan-aturan yang bersumber dari ajaran Islam yang 
biasa disepadankan dengan istilah “syariat “dan “fikih”. 
Kedua istilah ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-
hari masyarakat muslim Indonesia. Keduanya cenderung 
disamakan, padahal keduanya memiliki perbedaan. Agar 
lebih jelas, akan diuraikan di bawah ini. 
Secara etimologi, kata syariat berakar pada kata 
 yang berarti “sesuatu yang dibuka secara lebar ”رشع“
kepadanya”. Dari pengertian inilah terbentuk kata “ رشًـ” 
yang memiliki arti”sumber air minum”. (Zakariya, 1979). 
Dengan demikian, istilah Syariah identik dengan sumber 
atau pondasi yang menjadi dasar sesuatu.   
Menurut Ali al-Sayis, istilah syariat meliputi dua 
makna yakni jalan yang lurus dan sumber air untuk 
diminum. Kemudian istilah ini oleh para fuqaha’ ditujukan 
pada hukum-hukum yang ditetapkan Allah swt. atas hamba-
Nya untuk dilaksanakan oleh orang-orang mukmin agar 
mereka meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.(Al-Sayis, 
n.d.)   
Pemahaman mengenai syariat dalam lingkup yang 
luas juga tampak dalam definisi yang dikemukakan 





 ٔ   هفسَ و ل       ٔ   دٍن من   مس م  هللا رشؿَ ما لك
  لٍ   ٔ   ٔ   ـ  ك ا من      ا بسَشي 
Artinya: 
Syariat meliputi segala yang diperintahkan Allah swt. 
bagi umat muslimin menyangkut urusan agama, baik 
yang bersumber dari Al-Qur’an secara langsung 
maupun yang ditetapkan Rasul saw. melalui sunahnya 
yang berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir 
atau persetujuan.(Musa, n.d.) 
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami 
bahwa syariat sepenuhnya berasal dari Allah swt. Di sinilah 
letak perbedaannya dengan istilah fikih yang merupakan 
hasil pemikiran para ahli hukum Islam (fukaha). Selama ini 
ada kecenderungan di kalangan umat Islam untuk 
menyamakan keduanya. 
Menurut Hamka Haq, secara esensial, fikih dalam arti 
pemahaman adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan 
oleh para mujtahid. Fikih merupakan produk nalar dari 
mujtahid ketika mereka berusaha menggali hukum-hukum 
amaliyah dari nas-nas syariat. Lewat instrumen fikihlah 
hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah dapat dipahami 
dan dilaksanakan oleh manusia. (Haq, 2003) Pengertian ini 
sekaligus menampakkan perbedaan antara istilah fikih dan 
syariat, meski keduanya memiliki hubungan yang sangat 
erat. 




Menurut Ahmad Rofiq, fikih adalah formula yang 
dipahami dari syariat. Syariat tidak bisa dijalankan dengan 
baik tanpa melalui pemahaman yang memadai melalui fikih 
dan diformulasikan secara baku. Fikih sebagai hasil usaha 
memahami sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan 
waktu, sehingga wajar jika terjadi perbedaan dalam 
rumusan fikih oleh masing-masing fukaha. (Rofiq, 1995) 
Fikih sangat dipengaruhi kondisi sosial masyarakat di mana 
fuqaha tersebut hidup, kepada siapa berguru dan dengan 
siapa mereka berinteraksi sehingga membentuk tradisi 
pemikirannya.  
Hukum Islam erat kaitannya dengan istilah syariah 
dan fikih. bahkan tidak bisa dipisahkan. Ahmad Rofiq 
menilai bahwa istilah hukum Islam merupakan istilah khas 
Indonesia sebagai terjemahan dari al-Fiqh al-Islami atau al-
syari’at al-Islami yang penekanannya sangat besar pada al-
fiqh al-Islami. Jika dibawa ke konteks Indonesia, dapat 
dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan 
yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat 
produk pemikiran hukum yakni fikih, fatwa, keputusan 
pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan 
diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.(Rofiq, 1995) 
Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia adalah aturan-
aturan berdasarkan nas atau prinsip-prinsip nas yang 
dirumuskan oleh pihak-pihak berkompeten dengan 
disesuaikan kondisi masyarakat Indonesia untuk menjadi 
pedoman bagi umat Islam Indonesia, baik dalam bentuk 
undang-undang, fikih, fatwa maupun dalam bentuk 





B. Perlindungan Perempuan dalam Hukum Islam 
Sebelum mengurai perlindungan perempuan dalam 
hukum Islam, lebih dahulu akan ditinjau kedudukan 
perempuan dalam Al-Quran dan sunah. Kedua sumber ini 
merupakan sumber utama hukum Islam, sehingga gagasan-
gagasan Islam mengenai perempuan harus dirumuskan 
melalui elaborasi mendalam terhadap kandungan Al-Quran 
dan sunah tersebut. 
Menurut Nasaruddin Umar, ayat-ayat AL-Qur’an 
banyak berbicara tentang kesetaraan gender. Prinsip-prinsip 
kesetaraan gender dalam Al-Quran dapat ditangkap lewat 
variabel-variabel dalam ayat-ayat tertentu sebagai berikut: 
a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba 
Terkait dengan kapasitas manusia sebagai hamba, 
tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. 
Keduanya berpotensi sama untuk menjadi hamba ideal 
(muttaqun), sebagaimana ditunjuk QS. Al-Hujurat/49:13 
ـُ ٗو َ كََ آ َِ   ُ ۡق ُ  ـَ ۡقيَ   َ ُأهَن  َ َ  ن َ َنٖ   ُ  ّمِ   ٌَ  َّن َ  َلۡق
ِإ
 يَّناُا  
ٱ
َا   ً ٓأَُّيه
َ ؿَِ ٌ  َ ِ  ٞري     َّن
ٱ
 َّن  
ِإ
ُ ۡق    ِ َ  ۡقَل    َّن
ٱ
َ َمُ ۡق ِؾيَن    َّن َ نۡق
ِإ
    ْ ٓو اَا ُ ـَ  َ ِ
Terjemahnya: 
Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, 
kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, 




yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah 
orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui, Maha Teliti. 
Ayat ini menegaskan bahwa standar kemuliaan 
seorang hamba adalah nilai ketakwaannya. Jadi, laki-laki 
maupun perempuan memiliki derajat yang setara di mata 
Allah swt. dan keduanya memiliki potensi yang sama untuk 
menjadi hamba yang dimuliakan melalui takwa.   
b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi 
Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi 
ditegaskan dalam QS. Al-An’am/6 : 165: 
 َ ُ  َ 
ٱ
ي  ِ ۡق   َّن ُ ـَ َ  َ  َ ِ ٓ   َ  َ 
ٱ
  ِ َاۡق ۡق  َ َا َؽَ   ۡق ُ َض ۡـق َ َ  ب ٖ   َ ۡق ۡـق َ ٖ  ب   َ  َدَا
ۡق  ُ ََ ۡق َُ  ِّ   َمآ  ِ   
ۡق  ُ َّن  َ   َ  
ِإ
َّنمَ     َ ًِؽُ  َاب
ٱ
  ِ َلا ـِ َّنَُ   ۡق ه
ِإ
ُ    ََلُف اٞري ۥ َ   ِ    اَّن
Terjemahnya: 
Dan Dia-lah yang Menjadikanmu sebagai khalifah-
khalifah di bumi dan Dia Mengangkat (derajat) 
sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu 
atas (karunia) yang Diberikan-Nya kepadamu. 
Sesungguhnya Tuhan-mu sangat cepat Memberi 
hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha 
Penyayang.1 
                                                 





Kata “khalifah” dalam ayat tersebut tidak menunjuk 
kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis 
tertentu. Jadi, laki-laki dan perempuan mempunyai peranan 
yang penting sebagai khalifah di muka bumi. Keduanya 
sama-sama diberikan tugas untuk memakmurkan bumi ini.  
c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian 
primordial dengan Tuhan 
Menjelang seorang anak keluar dari rahim ibunya, ia 
lebih dahulu menerima perjanjian dengan Tuhannya 
sebagaimana termaktub dalam QS. al-A’raf /7 : 172: 
ۡق 
ِإ
 َ  َ همَ  َ َ  ٓ  ِمن   َاب ِ َ َ  ب ۡق  ِمن َ  َد ِ ۡق  ُػُِ ِا َّنَ ُ ۡق  ُ ّاٍِ ُ ََِن َ  ۡق َ  ٓ َ ۡق  ؿَ ِ  َ هُفِس
 ُ   َ  َسۡق
ِۖ ۡق ُ ِّ  َ  ِ  ْ َ   كَا ُ َ   ب
 ٓ َ ِنۡق  َ   َ  ْ َ   َُل ُ  ًَ ۡق
ٱ
  ِ َم َّن   ۡقِلَِ  
ِإ
َ   َؾنۡق  ُنيَّنا     َُ 
 َ ِفِ     قَ  
Terjemahnya:  
Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu Mengeluarkan dari 
sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan 
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh 
mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini 
Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan 
kami), kami bersaksi". (Kami lakukan yang demikian 
itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan: 
"Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini". 
Istilah Bani Adama pada ayat tersebut menunjukkan 
kepada seluruh anak cucu Adam, tanpa membedakan jenis 




kelamin, suku bangsa dan warna kulit. Jadi semuanya 
melewati proses tersebut secara sama tanpa ada perbedaan 
apapun.  
d. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama 
kosmis 
Bahwasanya semua ayat mengenai keadaan Adam 
dan pasangannya mulai dari surga sampai keluar ke bumi, 
selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan 
menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma). Seperti 
dalam QS. al-Baqarah/2:35: 
ُ  َ كُ ۡقيَا ٓ َاَد   ًَ 
ٱ
ُ نۡق   َ   ۡق ُ مَ  َ ه  َ َ  ۡق
ٱ
  َ َ   ۡقَ يَّن ُ َا َ  ُ  َاكًَن  ِم ۡق ِۡق  ِ ئۡق َُما َ 
 َ َ وَ  َ  ِ ٍِ   َلۡق   َُ 
ٱ
  َ َ َ َ   لَّن  ِمنَ   َ َُ  
ٱ
  َ ِ ِم (  ؼَّن  
Terjemahnya: 
Dan kami berfirman: "Wahai Adam! Tinggallah 
engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah 
dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana 
sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu dekati pohon ini, 
nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim!”2 
Jadi, keduanya dianggap memiliki peran yang sama 
dalam kisah awal penyebaran umat manusia di muka bumi.  
e. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih 
prestasi(Umar, 2010) 
                                                 





Peluang untuk meraih prestasi maksimun tidak ada 
pembedaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana 
ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran antara lain QS. Al-
Nahl/16: 97: 
َ  َمنۡق  ِ ٗحا َ ِ ن َ   ٍ  ّمِ ۡق  َ َن َ   ُأهَن   َ  ُ  َ  
ِمنٞري َُ  ُم ۡق َّن ٌَُ َِ ٗ ۥ  َ َيُ ۡق   َِ َ  
ِۖ ٗ  َ َِّ  َظ
ۡق  ُ ُ  َ َيَ ۡق ٍَِ َّن  َ َسنِ  َ  ۡق ْ  َما ِبأَ ۡق ُ َ  َ ه َم ُ  ۡـق َ ً   
Terjemahnya: 
Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 
pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 
baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang 
lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.3 
Bahwasanya laki-laki dan perempuan sama-sama 
berpotensi meraih kebaikan dalam kehidupannya di dunia 
maupun di akhirat, sejauh yang mereka bisa usahakan. 
Sedangkan Khoiruddin Nasution membagi kepada 
delapan kelompok ayat-ayat Al-Qur’an yang menunjukkan 
kesetaraan dan sifat patnersip perempuan dan laki-laki 
sebagai berikut:  
a. Statemen umum tentang kesetaraan laki-laki dan 
perempuan, antara lain dalam QS. al-Baqarah/2 :187:  
 
                                                 
3Ibid., h. 278 




َ هُ ۡق ِ َ ااٞري  َ َّنُ ۡق    
نَّن ِ َ ااٞري ُ ََل  ِوَسآئُِ ۡق  
ِإ
  ُ َّن َ  
ٱ
ََاِ     ّصِ
ٱ
ََلَ   َۡق َ  ُأِح َّن  َُ ۡق  
 ۡق َ َن 
ٱ
ِۖ  َأ ُ ۡق َ َؾَفا َؾيُ ۡق َۡق َ َ اهُ َ  َ هُفَسُ ۡق  َ َاَ  ؿَ  َّنُ ۡق ُنيُ ۡق ََتۡق ُ َ ى  َّن
ٱ
ُنَّن  ؿَِِلَ   َِّن  
 ُ َُ  َ ْ  َ  َّن  ًََ بَ َّن بُ َ رشۡق
ٱ
 َ   ْ  َ ُُكُ
ُ  َُ ۡق   َّن
ٱ
  َ ْ  َما َنَ  بۡقَ ُل
ٱ
 َ نَّن  ُ ِِشُ  بَ  
ََل 
ِإ
ََاَ     ّصِ
ٱ
   ْ ِ ِۖ ُُثَّن َ  ِمه  ۡقَف ۡق
ٱ
َ ِد ِمَن   َ ۡق  ۡق
ٱ
َۡقطِ    ۡقَخ
ٱ
ُ ِمَن   ََ بۡق َ  ۡق
ٱ
َۡقطُ    ۡقَخ
ٱ
 
ِ  َََل   َّن
ٱ
َ ُحُن ُد   ِجِن   ِۡلۡق  ۡقَمَس  
ٱ
ِ ُف َ  ِ    َ هُ ۡق َؾ   َ نَّن  ُ ِِشُ  ِ  َ َ   ُبَ   َۡق َّن  
ٱ
 
ُ ۡق ًَ َّنُل َ     َِّن ـَ  َ ۦ  ِ يَّناِا   َِ ِ   ًَ  َ ُ  َّن
ٱ
  ُ ِِلَ ًَُ ّ ِ  َ ا  َن َُ َ بُ   َلۡق
Terjemahnya: 
Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur 
dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan 
kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui 
bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, 
tetapi Dia meenrima tobatmu dan memaafkan kamu. 
Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa 
yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan 
minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara 
benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Kemudian 
sempurnakanlah puasa sampai dating malam. Tetapi 
jangan kamu campuri mereka Ketika kamu beri’tiqaf 
dalam amsjid, itulah ketentuan Allah maka janganlah 
kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan 






Pernyataan ayat ini sangat jelas memperlihatkan 
kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan. Ibarat 
pakaian, keduanya harus bersama-sama saling melindungi, 
saling melengkapi kekurangan masing-masing, saling 
memberi masukan, saling menjaga kehormatan masing-
masing dan juga selalu slaing mengingatkan. Jadi, tidak ada 
yang dominan yang merasa lebih tinggi atau lebih utama 
dari yang lain. 
b. Kesetaraan asal usul, misalnya diungkap dalam QS. 
Al-Nisa/4 : 1: 
َا  ِحَنٖ  َ َ  ََق ِم ۡق َّنفۡقٖس َ   ن ه
ي َ  ََلُ  ّمِ ِ  َّن
ٱ
َّنُ ُ   ْ  َا  َّنُل  
ٱ
 يَّناُا  
ٱ
َا   ٓأَُّيه   ًَ
ۦ  َِ ي تََسآَ  ُ َ  ِب ِ  َّن
ٱ
  َ  َّن
ٱ
   ْ َّنُل  
ٱ
 َ   ٗ ٓ ٗ  َ ِوَسا َُما اَِ اٗ  َنثِ َّن ِم ۡق َ ََجَا َ ب َ  ۡق
ُ ۡق َاِكِٗ ا    َۡق َ َ َ َ  ؿَ   َّن
ٱ
 َّن  
ِإ




Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 
telah Menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), 
dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari 
(diri) nya; dan dari keduanya Allah 
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan 
nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) 
hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan Mengawasimu. 
 




Ayat ini menunjukkan bahwa makhluk manusia, laki-
laki maupun perempuan, tercipta dari unsur atau zat yang 
sama. Jadi, tidak ada jenis kelamin yang lebih mulia dari 
yang lainnya karena dari segi penciptaan oleh Allah swt. 
tidak ada perbedaan. Jadi tidak benar pemahaman yang 
berkembang selama ini bahwa laki-laki lebih mulia dari 
perempuan karena dari sisi penciptaan perempuan tercipta 
dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. 
Selain ayat di atas, ayat lainnya adalah QS. al-
Hujurat/49: 13. 
c. Kesetaraan amal dan ganjaran, sebagaimana terdapat 
pada beberapa ayat antara lain dalam QS. al-Imran 
/3: 195 sebagai berikut: 
 
 ِۖ ن َ َنٍ  َ  ۡق  ُأهَن  ٌُ  ّمِ ِمٖ  ّمِ َ  َؾ   ُ ۡق َ ّّنِ َ ٓ  ُأِضَُؽ َ َ َ َجاَ   َُِ ۡق َاُّبه  َشۡق
ٱ
 َأ
  ِ  ْ َ ُأ ُ  ِ ِ ۡق  ْ  ِمن ِدٍَ   َ ُأ ۡق ُِ  اَ ُ  ْ   َُ ٍَن  ِ  َّن
ٱ
ِۖ  َأ ٖ ۡـق َ ن  ب ُضُ  ّمِ ۡـق َ ب
ٖ ََتۡق ِي  َّن   ُ ۡق َ ٌ ِ  َ َّن َ  ِِتِ ۡق َ َ ُأدۡق ُ ۡق َسِّ َنفَِّ  َّن َؾ ۡق
ْ  َ ُأ ْ  َ كُِ  ُ َ ِبِِِل َ كَ   َ ُ
    ِ َ َّن  ث
ٱ
ُن   ۥ ُ سۡق ٍُ ُ ِؾيَن  َّن
ٱ
 َ   ِ َّن
ٱ
نۡق ِؾيِن   َ ٗو ّمِ َ ُ  ث   َ َنۡق  ۡق
ٱ
ِ َا   ِمن ََتۡق
Terjemahnya:  
Maka Tuhan mereka memperkenankan 
permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya 
Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal 





(karena) sebagian kamu adalah keturunan dari 
sebagian yang lain. 
Pada ayat di atas, Allah swt. menegaskan kesetaraan 
amal dan menjanjikan ganjaran yang sama atas perbuatan 
umatnya yang terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. 
Jadi, keduanya berpotensi meraih posisi yang mulia 
tergantung dari kualitas amalnya selama hidup di dunia. 
Perempuan bisa saja melampaui laki-laki jika bisa 
mengupayakan amal yang lebih baik.  
Ayat lainnya adalah QS. al-Nisa/4: 32, QS. Al-
Taubah/9: 72, QS. al-Ahzab/33: 35-36, QS. al-Mukminun/40: 
40, QS. al-Fath/48: 5, QS. al-Hujurat/4: 13, QS. al-Hadid/57: 
12, QS. al-Mumtahanah/60: 12. 
d. Kesejajaran untuk saling mengasihi dan mencintai, 
misalnya QS. Al-Rum/30: 21:  
Terjemahnya: 
  َ ـَ َا َ َ  لَۡيۡق
ِإ
ٓوْ    ٌُ ُ ِّ َسۡق ٗ ا     َ  َ  ۡق
نۡق َ هُفِسُ ۡق ۦٓ َ  ۡق َ  ََق  َُ  ّمِ َِ َ ِمنۡق َ  ًَ   ِ
ٖ  ًََ َف َّنُ  َ    َِّل ۡق   ٖ   ًَٓ ِِلَ َ ٔ  َّن ِ  َ  
ِإ
    ً َ ٗ  َ َاۡحۡق َ دَّن َُ  مَّن ( ٢١. )بٌَُۡق
Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 
Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari 
jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan-Nya di 
antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang 




demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. 
Pernyataan Al-Qur’an ini mengingatkan bahwa 
meskipun jenisnya berbeda, laki-laki dan perempuan 
diciptakan untuk saling mengasihi dan mencintai dengan 
cara berpasang-pasangan. Keduanya sama-sama saling 
membutuhkan dalam rangka terciptanya ketenteraman 
batin. Oleh karena itu, mereka harus selalu menjaga rasa 
kasih sayang yang telah dikaruniakan kepada mereka 
sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah swt. 
Ayat lainnya adalah QS. al-Isra/17: 24, QS. al-
Ahqaf/46: 15, QS. al-Baqarah/2: 187 dan lain-lain. 
e. Keadilan dan persamaan, misalnya QS. al-Baqarah/2: 
228: 
َن َما  ثََ  كُُ ٓ ٖ   َ َ  ََيِ ه  َُِنَّن َ   ٍَ ۡق ُمۡق ِنَّن ثَ َ   َن ِبأَهُفِس َّنصۡق ب ُ ًَََتَ َّنَل    ۡقُمَع 
ٱ
 َ
ـُ لَُ ُنَّن َ َ قه  ُ ِٓ ِ   َ ب ٔ  ۡق
ٱ
   ِ ََ ۡق  ۡق
ٱ
 َ  ِ  َّن
ٱ
ِمنَّن ِبأ   ُننَّن ًُ ۡق
ِإ
ِنَّن   َحاِم ُ ِ ٓ َ اۡق  َّن
ٱ
َ  ََق  
  ِ   ُ ۡـق  ۡقَم
ٱ
نَّن ِبأ ِ ي ؿَ َۡيۡق ِ  َّن
ٱ
َ َُِنَّن ِمثۡقُ    ٗحا    ۡق َ  
ِإ
ٓوْ     ۡق َ َا ُد
ِإ
ِِلَ   نَّن ِ  َ   ُِ ِ َ ّدِ
ُ َؾ ٌٍِ  َ ِ ٌ      َّن
ٱ
 َ  
ِنَّن َدَاَ  ٞري  َ ِ ّ َِ اِا ؿَ َۡيۡق
Terjemahnya: 
Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang 






Ayat ini menegaskan bahwa sebagaimana makhluk 
laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang seimbang 
dengan kewajibannya yang disesuaikan dengan kepatutan-
kepatutan.   
Ayat lainnya adalah QS. al-Nahl/16: 97 dan masih 
banyak lagi ayat lainnya. 
f. Kesejajaran dalam jaminan sosial, misalnya dalam QS. 
al-Baqarah/2: 177: 
Terjemahnya: 
 ۡقِِبَّن َمنۡق 
ٱ
ِ نَّن     َ َ  ۡقَملۡق ِِ  
ٱ
 َ   ِ ِ  ۡقَمِشۡق
ٱ
ُ ۡق ِكَ َ    َُ   ُ ُ  ْ ه  َ  ۡقِِبَّن َ    ُ
ٱ
ۡقَس   َُّن  
 ۡقَماَا 
ٱ
ِّْ َ َ َ  ََت    يَّنِ ُ
ٱ
 َ  ِ  ۡقِ  َ  
ٱ
 َ   ِ َِ ٓ  ۡقَم َ  
ٱ
 َ   ِ ِٓ ٔ  ۡق
ٱ
   ِ ََ ۡق  ۡق
ٱ
 َ  ِ  َّن
ٱ
َ  َمَن ِبأ
آ ِِ َ    سَّن
ٱ
 َ ِبِِ    سَّن
ٱ
 ۡقَن  
ٱ
 َ   َ ِ  ۡقَمَس  
ٱ
 َ َمى      َََ
َ ٱ ۡق   َ  ۡقُل ۡق
ٱ
ۦ َ ِ ي   َِ ؿََ   ُ  ِّ
 ِۖ  ْ َُِن َ   َؾ  
ِإ
ِۡقِنِ ۡق   ـَ  ۡقُم  ُ َ  ِب
ٱ
 َ   َ َن     َّن
ٱ
َ  َ َ  ََت    صَّن َ  
ٱ
َ كَاَ    َ  ّ ِكَاِ  
ٱ
   ِ َ
 ِۖ  ْ ٍَن َ َنكُ ِ  َّن
ٱ
ٓ َِم     َ ْ  ۡقَ أٔۡقِا   ُأ
ٱ
َّن ِٓ  َ ِحَ     َّضَّن
ٱ
 َ  ۡقَ أٔۡقَ آِ  
ٱ
ِِبٍَِن ِ     صَّن  
ٱ
 َ
 ۡقُم َّنُل َ    
ٱ
ٓ َِم ُ ُ     َ ْ َ ُأ
Terjemahnya: 
Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke 
arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah 
(kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari 
akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi 
dan memberikan harta yang dicintainya kepada 
kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang 




yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan 
untuk  (memerdekakan) hamba sahaya, yang 
melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-
orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang 
yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan 
dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang 
benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. 
Ayat ini merinci kebaikan-kebaikan yang harus 
diusahakan oleh seorang muslim, laki-laki maupun 
perempuan sebagai wujud dari ketakwaannya.  
g.  Saling tolong-menolong, misalnya dalam QS. al-
Taubah/9: 71:  
 ِ   ُ ۡـق  ۡقَم
ٱ
ٖ  ًَأٔۡقُمُ  َ  ِبأ ۡـق َ ََآُ  ب  ِ ۡق ُضُِ ۡق َ  ۡـق َ ُ ب ِمٌَ    ۡقُم ۡق
ٱ
 َ ِمٌُ َ    ۡقُم ۡق
ٱ
 َ
 َ  َّن
ٱ
ـُ َ    َ  َ ًُِعَ َن     َّن
ٱ
ۡق ُ َ    ُ ً َ  َ  صَّن َ  
ٱ
 ۡقُميَ ِ  َ ًُِلميُ َ   
ٱ
َ  َؾِن   َ ۡق َ ٍَ ۡق
َ َؾ ٌٍِ  َ ِ  ٞري     َّن
ٱ
 َّن  
ِإ
   ُ َّن
ٱ
   ُُِ َۡحُ ٓ َِم َ َ ۡق   َ ْ ۥٓ   ُأ َ َاُ  ََلُ
Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan 
perempuan, sebagian mereka  menjadi penolong bagi 
sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang 
ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, 
melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan taat 





rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, 
Maha Bijaksana.4 
Ayat ini menegaskan bahwa tugas-tugas kemanusiaan 
tidak hanya dibebankan kepada laki-laki tetapi juga kepada 
perempuan. Ayat ini sekaligus menjadi dasar pentingnya 
keterlibatan perempuan dalam aktivitas sosial dalam rangka 
amar makruf dan nahi mungkar. Ayat-ayat lainnya adalah 
QS. al-Maidah/5: 2: dan lain-lain. 
Kesempatan mendapat pendidikan, misalnya dalam 
QS. al-Mujadalah/ 58: 11: 
ُ ِبَما   َّن
ٱ
 َ   ٖ   َ َ َدَا ِلۡق ـِ  ۡق
ٱ
   ْ ٍَن  ُأ ُ ِ  َّن
ٱ
 َ ْ  ِمٌُ ۡق  ٍَن َ  َمٌُ ِ  َّن
ٱ
  ُ  َّن
ٱ
ۡق َؽِ   ٍَ
َم ُ َ  َ ِ  ٞري    ۡـق َ  
Terjemahnya: 
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti 
apa yang kamu kerjakan.5 
Jelaslah bahwa laki-laki maupun perempuan yang 
beriman sama-sama didorong untuk menuntut ilmu agar 
bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah swt.(Nasution, 
2009) 
                                                 
4Ibid., h. 198 
5Ibid., h. 543. 




Ayat-ayat lainnya adalah QS. al-Zumar/39: 9 dan 
ayat-ayat yang lainnya. 
Bertolak dari paparan di atas, dapat dikatakan bahwa 
laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam Al-
Qur’an. Keduanya sama-sama diciptakan Allah untuk 
melaksanakan peran sebagai khalifah di muka bumi. Dalam 
menjalankan perannya sebagai khalifah tersebut tentunya 
keduanya diharapkan dapat saling membantu, saling 
melengkapi dan saling mendukung sehingga kemakmuran 
bumi dapat tercipta. Sebaliknya, tidak boleh saling 
menzalimi, merendahkan dan menyakiti karena 
bertentangan dengan prinsip-prinsip mulia yang telah 
dibahasakan oleh AL-Qur;an. 
Dengan demikian, setiap upaya-upaya penalaran 
terhadap kandungan Al-Qur’an harus disesuaikan dengan 
visi Al-Qur’an tentang prinsip-prinsip persamaan, keadilan 
dan saling bekerja sama. Terlebih dalam hal-hal yang 
menyangkut bidang muamalah yang cenderung lebih 
terbuka mengalami perkembangan, penerapan prinsip-
prinsip luhur yang diusung nash seharusnya lebih 
dikedepankan karena menyangkut perwujudan misi Islam 
sebagai agama rahmatan lilalamin. 
Setelah menggali prinsip-prinsip AL-Qur’an mengenai 
kesetaraan di atas, dapatlah dipahami bahwa kedudukan 
perempuan dalam hukum Islam juga diletakkan dalam posisi 
setara dengan laki-laki, antara lain berdasar pada argumen 
bahwa Islam selalu menekankan pentingnya peningkatan 





Semangat tersebut terungkap dalam Al-Qur’an maupun 
sunah serta realitas historis umat Islam.  
Menurut Huzaimah Tahido Yanggo, dalam Al-Qur’an 
banyak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kaum 
muslimin untuk menjadi umat yang cerdik pandai, umat 
yang lebih tinggi daripada umat bangsa lain, menjadi umat 
yang cakap dan cerdas, mengatur urusan dunia dan 
akhiratnya. Perintah tersebut tidak hanya ditujukan bagi 
kaum laki-laki tetapi juga bagi kaum perempuan. Bahkan, 
pada zaman permulaan Islam, banyak perempuan Islam 
yang terkenal ahli dalam ilmu pengetahuan. Mereka bukan 
hanya menjabat sebagai guru tetapi banyak pula yang 
mempunyai kedudukan yang setaraf mufti dalam urusan 
keagamaan dan hukum-hukumnya berkenaan dengan 
perempuan. (Yanggo, 2000)Dengan demikian, pembatasan 
peran perempuan dalam urusan-urusan domestik belaka 
bertentangan dengan semangat pencerahan yang dibawa 
oleh Islam serta sejarah umat Islam awal.  
Sejarawan muslim, Tamim Ansary, mencatat bahwa 
pada masa awal Islam, perempuan mempunyai lebih banyak 
kebebasan dan peran yang lebih besar dalam urusan publik, 
dibanding pada masa kemudian atau dibanding di dunia 
Islam masa kini. Praktik membatasi perempuan pada 
wilayah domestik yang tak terlihat tampaknya diturunkan 
dari kebiasaan Bizantium dan Sassania. Pemisahan radikal 
peran gender yang disertai dengan pengucilan perempuan 
dimulai sejak era keruntuhan sosial yang menandai hari-hari 
terakhir kekhalifahan Abbasiyah. (Ansary, 2010)Tradisi 
“harem” yang identik dengan pengurungan perempuan, 
sama sekali belum dikenal pada masa-masa awal Islam, 




tetapi baru berkembang pada masa Islam pertengahan, 
khususnya pada masa kekahalifahan Abbasiyah.  
Terkait dengan isu relasi gender dalam hukum Islam, 
terutama dalam kehidupan berkeluarga, dapat digali dari 
Qur’an Surat al-Rum (30): 21: 
  َ ـَ َا َ َ  لَۡيۡق
ِإ
ٓوْ    ٌُ ُ ِّ َسۡق ٗ ا     َ  َ  ۡق
نۡق َ هُفِسُ ۡق ۦٓ َ  ۡق َ  ََق  َُ  ّمِ َِ َ ِمنۡق َ  ًَ   ِ
ٖ  ًََ َف َّنُ  َ     َِّل ۡق   ٖ   ًَٓ ِِلَ َ ٔ  َّن ِ  َ  
ِإ
    ً َ ٗ  َ َاۡحۡق َ دَّن َُ  مَّن بٌَُۡق
Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir. 
Merujuk pada ayat di atas, sesungguhnya tidak 
terdapat dikotomi kekuasaan antara suami dan istri karena 
makna pasangan dalam ayat ini adalah bagian dari diri 
sendiri. Bahwasanya jika seseorang merasa bahwa 
pasangannya merupakan bagian dari dirinya sendiri, maka 
tidak mungkin aka nada penindasan, dan lain sebagainya 
karena itu sama halnya dengan menyakiti diri sendiri. 
Sebagaimana ungkapan yang sering terdengar bahwa 
pernikahan adalah peleburan aku dan kamu menjadi “kita”. 
Ini artinya bahwa suami istri seharusnya saling 





dalam dua wujud, mereka telah disatukan dalam pernikahan 
sehingga harus bersama-sama berjuang mewujudkan tujuan 
pernikahan sebagaimana telah ditegaskan dalam ayat di atas 
yakni terbentuknya keluarga Sakinah mawaddah dan 
rahmah. 
Berdasarkan pemahaman ini, dapat disimpulkan 
bahwa hukum Islam, terutama pernikahan mengedepankan 
kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Namun di lain 
sisi, terdapat beberapa isu dalam hukum Islam yang sering 
menuai sorotan, antara lain adalah konsep kewarisan, 
persaksian, akikah, poligami, hak-hak reproduksi 
perempuan, peran publik perempuan dan konsep 
superioritas laki-laki.  
Menurut Nasaruddin Umar, telaah teks mengenai 
tema-tema tersebut dengan menggunakan metode semantik, 
semiotik dan hermenutik secara kritis justru akan 
menampakkan bahwa Islamlah yang paling awal dalam 
menggagas konsep keadilan gender.(Umar, 2014) 
Ulasan-ulasan fikih tentang perempuan 
sesungguhnya merupakan interpretasi secara sosial budaya 
terhadap Syariah sebagai ajaran dasar Islam. Namun 
pemikiran fikih tersebut kemudian menyebar ke wilayah-
wilayah Islam tanpa mengalami penyesuaian sehingga tak 
jarang beberapa konsepnya sering dipermasalahkan 
berbagai kalangan yang hidup di luar tradisi zaman dan 
tempat di mana fikih tersebut dirumuskan. Pembagian peran 
yang diatur dalam kitab-kitab fikih, khususnya dalam bab 
pembahasan tentang ahwal al-syakhshiyyah sebenarnya 
merupakan interpretasi lokal dan kondisional terhadap 




sumber-sumber ajaran Islam yang bersifat universal. Kitab-
kitab fikih yang secara dominan bersumber dari literatur 
klasik Islam pada umumnya disusun dalam sebuah zaman 
yang memiliki perspektif budaya androsentris, yang 
menempatkan laki-laki sebagai ukuran segala sesuatu. 
(Umar, 2014) 
Hal sama diakui Hussein Muhammad. Menurutnya, 
fikih Islam yang melindungi hak-hak perempuan untuk 
konteks hari ini tidak mudah ditemukan karena hampir 
seluruh pandangan fikih yang berlaku didominasi fikih yang 
mengacu pada produk-produk pemikiran fikih Arabia abad 
pertengahan yang patriarkhis. Dalam konteks peradaban 
semacam ini, perempuan diperlakukan sebagai entitas 
subordinat laki-laki dan didiskriminasi. Mereka tak memiliki 
bargaining position dalam seluruh ruang sosial, budaya dan 
politik mereka. Bahkan, perempuan berpotensi menjadi 
objek kekerasan.(Muhammad, 2015)  
Olehnya itu, keberadaan fikih-fikih klasik tersebut 
tidak mutlak diberlakukan dalam kondisi budaya dan zaman 
yang telah berubah. Apalagi mengingat posisi fikih sebagai 
hasil pemikiran fuqaha’ yang tentunya bersifat dinamis 
karena dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya tempat 
fuqaha tersebut berproses. Makanya dalam Islam dikenal 
berbagai mazhab-mazhab atau aliran pemikiran yang 
menggambarkan keragaman interpretasi terhadap teks Al-
Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Dalam hal 
ini, dapat saja dilakukan reinterpretasi atau pemaknaan 
ulang terhadap pemikiran fikih-fikih tertentu, apalagi jika 





fleksibel dan terbuka dengan mengacu pada tujuan 
kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam. 
Contoh-contoh yang dapat dikemukanan dalam hal 
ini adalah antara lain mengenai pemahaman yang keliru 
tentang kebolehan memukul istri akibat nusyuz dengan 
berdasar pada Qur’an Surat al-Nisa ayat 34 sebagai berikut: 
ٖ َ ِبَمآ  ۡـق َ َضُِ ۡق ؿََ   ب ۡـق َ ُ ب  َّن
ٱ
   َ َِّسآِ  ِبَما  َضَّن ً 
ٱ
ُم َ  ؿََ     ّ َِ اُا كَ َّن 
ٱ
 
  ُ َّن
ٱ
ِ ِبَما َ ِفغَ   َۡق ِّ ۡقَل   
ٞري
ِفَؼ     َ  ٌ    ٌَِ ُ كَ     َ  ِ  صَّن  
ٱ
ۡق   َأ ِ  ِ   َ ْ  ِمنۡق َ مۡق َ هَفُل
 ِۖ نَّن ُ ِبُ  ۡضۡق
ٱ
 َ  ۡقَمَضاِ ؽِ 
ٱ
نَّن ِ    ُ   ُُ ۡهۡق
ٱ
 َ نَّن  ُ ُؼ  ـِ نَّن  َ ُ ِ  ََتَا ُ َ  وُُل َ  َّن    
ٱ
 َ
    ٗ ا َنِ  َّٗ َ َ َ  ؿَِ   َّن
ٱ
 َّن  
ِإ




Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) 
karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-
laki) atas Sebagian yang lain (perempuan) dan karena 
mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari 
hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, 
adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga 
diri Ketika suaminya tidka ada, karena Allah telah 
menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang 
kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri 
nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di 
tempat tidur (pisah ranjang) dan kalua perlu pukullah 
mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka 
janganlah kamu mencari-cari alasan untuk 




menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha 
Besar. 
Pada ayat di atas, kata Idribuhunna diartikan dengan 
pukullah mereka. Sementara menurut Muhammad Abduh, 
yang dimaksud kata memukul dalam ayat ini bukanlah 
pukulan secara harfiyah, tetapi cenderung berkonotasi pada 
makna metaforis yaitu mendidik atau memberi 
pelajaran.(Umar, 2014) Pemaknaan seperti ini penting agar 
tidak menjadi legitimasi atau justifikasi bagi suami untuk 
melakukan kekerasan terhadap istri dengan berdalih atau 
mengatasnamakan ajaran agama. Padahal hal tersebut 
nyata-nyata bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak 
menghendaki kekerasan dalam lingkup apapun, apalagi 
dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling 
aman, nyaman dan saling berkasih sayang di antara semua 
anggota keluarga. 
Demikian halnya pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-
Qur’an tentang kewarisan. Salah satu ayat yang sering 
disoroti adalah Qur’an Surat Al-Nisa(4) ayat 11 sebagai 
berikut: 
  َ   ُننَّن ِوَساٗٓ   َ ۡق
ِإ
ِ   َا ۡق َ هثَُ ُأ  ۡق
ٱ
َنِ  ِمثۡقُ  َ غِّ   ِۖ  ِذلَّن ِنُ ۡق ۡق َ    َ ٓ ِ ُ  َّن
ٱ
  ُ َُ ِ ًُ
َِ ِ ُكِّ  بََ ًۡق َ ِ َ  ُ  يِّصۡق
ٱ
ِحَنٗ   َ ََِا   ۡق َ   َ   َ ه
ِإ
 َ ِ  َ َُِنَّن ثُ ُثَا َما  ََ َكِۖ  ثۡقيَ َ ۡق
ٱ
 
ۥ َ َلٞري  ُ َّن ۡق ٍَُ ن َلَّن    
ِإ
ۥ َ َلٞري   َا   َ َ  ََلُ
ِإ
ا  ََ َك   ُنُا ِممَّن  سه
ٱ
َُما   ِحٖن ّمِ ۡق   َ
ِن  ۡـق َ ُنُا  ِمن  ب  سه
ٱ
  َِ ّمِ َ  ٞري  َِِلُأ  ۡق
ِإ
ۥٓ     َ َ  ََلُ
ِإ
ُ   َا ه ُ  ث
ٱ





ا   ـٗ ُ ۡق َ كۡقَ ُ   َُ ۡق هَفۡق ُا َ  َ ُّيه َ بۡقيَآُؤُ ۡق َ   َنۡق َ َ ِ ََّنٖ  ًُ ِِص ُِّبَآ َ  ۡق َدٍۡقٍن  َ  َوُٓؤُ ۡق 
َ َ َ  ؿَِ ميًا َ ِ ميٗا     َّن
ٱ
 َّن  
ِإ
   ِ َّن
ٱ
َن    َ ًَِضٗ  ّمِ
Terjemahnya: 
Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian 
pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang 
anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan 
lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan 
untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang 
meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh 
ibu bapak saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika 
yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara 
maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. 
(Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 
dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana.  
Ayat ini sering dinilai sebagai representasi konsep 
kewarisan Islam yang bias gender terutama karena porsi 
bahagian anak perempuan yang tidak sama dengan anak 




laki-laki. Namun menurut Nasaruddin Umar, berbicara 
tentang kewarisan dalam Islam, poin penting yang perlu 
ditekankan adalah Islam memberikan pengakuan hak waris 
kepada perempuan. Adapun persoalan porsi yang dianggap 
tidak setara itu adalah persoalan lain. Yang pasti adalah 
bahwasanya pemberian hak waris kepada perempuan, 
sebagaimana pada pemberian hak menjadi saksi, merupakan 
bagian dari terobosan besar Islam dalam mentransformasi 
masyarakat dari pola hidup qabiliyyah yang mengandalkan 
ikatan primordialisme kesukuan sempit (ashabiyah) kepada 
masyarakat yang berpola hidup ummah yang mengandalkan 
ikatan nilai-nilai kemanusiaan universal. (Umar, 2014)Justru 
dalam hal ini Islam harus diapresiasi karena telah berupaya 
mendobrak sebuah tradisi yang merendahkan perempuan 
pada posisi yang setara dengan laki-laki dengan 
memberikan hak-hak yang sama yang sebelumnya hak 
tersebut tidak dimiliki oleh perempuan.  
Jadi, yang perlu menjadi catatan adalah semangat 
Islam untuk melakukan perubahan, mengangkat derajat 
perempuan yang ketika itu sama sekali tidak mendapat hak-
hak apapun. Namun upaya ini memerlukan proses yang 
tidak bisa instan karena kondisi masyarakat yang dihadapi 
ketika itu demikian parah. Hal ini sejalan dengan salah satu 
asas pensyariatan hukum Islam yaitu al-tadrij fi al-tasyri’ 
(penetapan hukum secara bertahap).  
 Pola nalar ini dapat diterapkan dalam pemahaman 
terhadap institusi poligami dalam Islam. Bahwa ketika AL-
Qur’an turun, tradisi poligami telah berurat akar dalam 





untuk mengubah tradisi pernikahan poligami menjadi 
monogami. Kalau Islam misalnya langsung memberikan 
respon secara negatif terhadap poligami, tentunya Islam 
tidak akan ditentang secara mentah-mentah dan tidak akan 
mendapat tempat di hati masyarakat Arab ketika itu yang 
sudah terbiasa hidup dengan tradisi poligami. Makanya 
transformasi yang dilakukan Islam dilakukan secara pelan-
pelan. Pertama-tama dengan melakukan pembatasan pada 
poligami, sebagaimana dalam ayat 3 Qur’an Surat al-Nisa(4): 
َِّسآِ   ً 
ٱ
َن   ْ  َما َظاَ   َُ  ّمِ ىِ ُ 
ٱ
َمى   َأ    َََ
ْ  ِ   ٱ ۡق ُ ۡق َ  َّن  ُلۡقِسُع  ۡق ِ فۡق
ِإ
 َ
يُُ ۡق   ۡق َ ًۡقَم   ِحَنً  َ  ۡق َما َم ََ    ََ   ْ
ِن ُ ۡـق َ ُ ۡق َ  َّن    ۡق ِ فۡق
ِإ
َؽِۖ  َا َ َ ُابَ   َمثۡقََن  َ ثُ َ  
    ْ ـُ ُ َ ٓ َ  َّن   َن  ِِلَ َ دۡق   َ
 
Terjemahnya: 
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku 
adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim bilamana 
kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain 
yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika 
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka 
nikahilah seorang saja atau hamba sahaya 
perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih 
dekat agar kamu tidak berbuat zalim.  
Pada ayat di atas dinyatakan bahwa menikahi wanita 
cukup sampai empat saja dan syaratnya harus adil. Kalau 




tidak bisa adil cukup satu saja. Jadi di sini tampak obesi Al-
Qur’an untuk membatasi praktek poligami dengan 
membatasi maksimal jumlah istri yang bisa dinikahi serta 
mempertegas syarat-syaratnya yakni harus berlaku adil 
terhadap istri-istrinya. Kemudian pada ayat yang lain justru 
mengingatkan bahwa manusia tidak akan mungkin bisa 
berlaku adil sebagaimana ditegaskan dalam Qur’an Surat al-
Nisa (4): 129 sebagai berikut: 
ْ  لُكَّن  ِۖ  َََل  َِمَ ُ ُ ۡق َ َ ۡق َ َ  ۡق َِّسآِ   ً 
ٱ
  َ ْ  بَ ۡق ِن ُ ۡـق َ ٓوْ  َ     ـُ َ ِعَ َ َن تَسَشۡق
َ َ َ  قَُف ٗا    َّن
ٱ
 َّن  
ِإ
ْ   َا َ َ َّنُل   ْ  ُ ِ    ُصۡق
ِإ
 َ َّنَلِ    ـَ   ۡقُم
ٱ
ا َك َُ ِ   َ ََ ُا  َۡق  ۡقَم
ٱ
 
ِ ميٗا    اَّن
Terjemahnya: 
Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara 
istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat 
demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga 
kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika 
kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri 
(dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. 
 Beradasar pada ayat di atas, dengan sendirinya Al-
Qur’an hendak menyatakan bahwa poligami sebaiknya 
dihindari dan visi AL-Qur’an tentang pernikahan adalah 
monogami karena itulah yang lebih menjamin kepada 
kebahagiaan. Apalagi dengan menyaksikan dampak poligami 





psikologis maupun sosial, sebagaimana terungkap dari 
penelitian Rosmawati di Kabupaten Gowa bahwa poligami 
dapat menimbulkan rasa kecewa, marah dan bahkan benci si 
anak terhadap poligami yang dilakukan oleh ayahnya dan 
hal tersebut akan berdampak pada interaksi si anak di 
sekolah dan juga lingkungan sosial lainnya. (Rosmawati, 
2018) Tampak secara jelas kalau hal tersebut bertentangan 
dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang hendak 
mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta 
di atas semua itu bertentangan dengan tujuan hukum Islam 
untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba di dunia dan 
di akhirat. Apalagi secara spesifik dikaitkan dengan 
pemeliharaan keturunan sebagai salah satu unsur pokok 
yang harus dipelihara dalam hukum Islam (maqasid al-
syariah). 
Selanjutnya mengenai relasi seksual, selama ini 
berkembang pemahaman kewajiban mutlak bagi istri untuk 
memenuhi kehendak suaminya dalam kondisi apapun. 
Sehingga seolah-olah istri tidak memiliki hak mengendalikan 
atau mengatur hak-hak reproduksinya. Penolakan istri, 
menurut pandangan keagamaan tertentu, dicap sebagai istri 
yang durhaka dan akan dilaknat oleh malaikat. Pemahaman 
mengenai hal ini hendaknya disandingkan dengan ajaran 
agama yang lain yang memerintahkan perlunya “muasyarah 
bi al-ma’ruf” atau saling berinteraksi secara baik antara 
suami istri. Di lain sisi, Islam juga telah menekankan 
perlunya membangun keluarga dengan berdasarkan cinta 
kasih. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam menghendaki 
relasi seksual yang saling memahami, menghargai berdasar 
cinta kasih dalam kondisi yang aman, nyaman dan saling 




menyenangkan. (Muhammad, 2015) Jadi, tidak benar bahwa 
Islam menempatkan dominasi suami dan istri atau 
perempuan sebagai objek semata dalam hal relasi seksual 
sebagaimana pemahaman yang berkembang selama ini. 
Pemahaman semacam ini urgen untuk diluruskan karena 
berpotensi melahirkan tindak kekerasan suami atas istri 
dengan mengatasnamakan agama sebagai legitimasi.  
Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, 
perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. 
Beberapa poin yang dinilai bias gender dalam hukum Islam 
harus dipahami secara kontekstual dan juga dikonfirmasi 
melalui teks-teks yang lain dalam tema yang sama. Yang 
terpenting adalah prinsip-prinsip kesetaraan dapat dipetik 
dari ayat-ayat Al-Qur’an dan semangat Islam dalam 
mewujudkan kemaslahatan umat manusia harus selalu 
menjadi landasan berpikir.  
C. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam 
Masalah kedudukan anak dalam Islam juga terkait 
dengan tujuan Islam untuk menjaga kemaslahatan umatnya. 
Segala hukum yang diturunkan dalam Islam selalu mengarah 
pada pencapaian tujuan tersebut sehingga secara umum 
dapat dikatakan bahwa Islam senantiasa memberikan 
perhatian penting terhadap anak. Oleh karena itu, kajian 
tentang bidang-bidang dalam hukum Islam perlu diletakkan 
dalam kerangka tersebut. 
Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap 
anak. Bahkan, dalam hukum Islam masalah perlindungan 





keturunan merupakan salah satu poin dalam maqasid al-
syariah atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Misalnya 
Ketika Islam memerintahkan pernikahan, melarang aborsi, 
kewajiban menyapih anak selama 2 tahun, kewajiban 
mendidik, kewajiban memilih calon suami atau istri yang 
baik, semuanya diarahkan untuk pemeliharaan keturunan. 
Bahkan, boleh dikata dalam Islam, perlindungan terhadap 
anak jauh lebih komprehensif karena diatur mulai dari sejak 
anak belum lahir, pada saat lahir hingga mencapai umur 
dewasa, termasuk jika terjadi perceraian, siapa yang akan 
mengasuh anak tersebut, semuanya diatur dalam hukum 
Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam Islam, hak-hak 
anak begitu terlindungi. Hal ini berbeda dengan yang sering 
dipahami kalangan tertentu selama ini, terutama dikaitkan 
dengan hukum keluarga, bahwasanya seolah-olah Islam 
mentolerir ekspoitasi anak dengan adanya kebolehan nikah 
di bawah umur dan hak ijbar bagi wali yang seringkali 
disalahpahami bahwa seolah-olah Islam membolehkan hal 
tersebut. 
Mengenai pernikahan di bawah umur misalnya, 
pembahasan masalah tersebut oleh kalangan fuqaha 




ٓ ِٔي َّن   نَ     ِمنَ  ًَِئسۡق
ٱ




ۡق   ُ ُِتُنَّن  اۡق َبۡق نَّن ـِ َ   ُ ثَ ٖ  ثَ َ   ُِ  َ  ۡق
 َ 
ٱ
ٓ ِٔي َّن   ۡق    َ َن     ضۡق ُ  ََيِ   َ ْ  َ ُأ
ٱ
َااِ   َۡحۡق نَ  َ   َ َ  ُُِنَّن   ۡق ۡـق  ًَ َّنقِ  َ َمن َۡحۡق َُِنَّن   ًََض
 
ٱ
 َ ـَ  َّن ٗ ۦ َ مۡق ٍِِ  ِمنۡق ۥ َلَّنُ  َ ۡق   ٌُۡسۡق
 





Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 
(monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-
ragu (tentang masa iddahnya), maka idahnya adalah 
tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan 
yang belum haid. Sedangkan perempuan-perempuan 
yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka 
melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa 
bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan 
kemudahan baginya dalam urusannya. 
Pada ayat di atas disebutkan pula tentang idah bagi 
perempuan yang belum haid. Penyebutan tersebut bagi 
mayoritas ulama, mengindikasikan bahwa pernikahan di 
bawah umur diperkenankan. Logikanya, seandainya 
pernikahan di bawah umur tidak diperkenankan, tentunya 
AL-Qur’an tidak akan menyebut-nyebutnya. 
Selain ayat tersebut, ayat lain yang dijadikan dasar 
adalah QS. al-Nur/24: 32 sebagai berikut: 
  َٓ َ ْ   َُل ُ   ٍَُ  ه
ِإ
َمآئُِ ۡق   
ِإ
 َ ِ ِحَ  ِمنۡق ِؾَ اِدُ ۡق   صَّن  
ٱ
 َ َمى  ِمٌُ ۡق    ًََ
 ۡق
ٱ
   ْ َ ىِ ُ  َ
ِ ٌؽ ؿَِ  ٞري      َ ُ  َّن
ٱ
 َ ۦ   ِِلِ ُ ِمن  َضۡق  َّن
ٱ
   ُ ِ ِ ًُلۡق
Terjemahnya: 
Dan nikahkanlah orang-orang yang masih 
membujang diantara kamu, dan juga orang-orang 
yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu 





Allah akan memberi kemampuan kepada mereka 
dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya), Maha Mengetahui. 
Pada ayat di atas terkandung perintah untuk 
menikahkan orang-orang yang belum menikah tanpa adanya 
pembatasan umur kebolehan untuk menikah. Seolah-olah 
siapa saja dan umur berapapun dia, selagi belum menikah, 
dapat saja dinikahkan. Di samping itu, alasan historis juga 
dijadikan sebagai salah satu legitimasi. Bahwasanya 
pernikahan Nabi saw. dengan St. Aisyah berlaangsung saat 
St. aisyah masih belia. Demikian juga  tindakan para sahabat 
Nabi saw. yang mengawinkan putera-puterinya pada saat 
masih sangat muda juga dijadikan dasar oleh mayoritas 
fukaha.(Muhammad, 2007) 
Pemahaman seperti ini perlu diluruskan. Masalah 
pernikahan harus didudukkan dalam kerangka filosofis 
tujuan pernikahan dalam Islam. Pencapaian tujuan tersebut 
harus disertai dengan kematangan fisik dan fsikis dari kedua 
belah pihak. Oleh karena itu seyogyanya pembatasan umur 
harus menjadi salah satu perhatian dalam pengaturan 
pernikahan. Apalagi dengan melihat dampak nikah di bawah 
umur yang banyak berakhir dengan perceraian. 
Sebagaimana hasil penelitian Agus Mahfudin dkk bahwa 
pernikahan di bawah umur telah menimbulkan dampak-
dampak negative bagi peakunya, antara lain terjadinya 
pertikaian di antara suami istri, ketidaksiapan ekonomi, 
konflik keluarga hingga ada yang sampai berujung dnegan 
perceraian. (Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi’ah, 2016). Hal 
tersebut cukup bisa diprediksi karena pembinaan sebuah 




keluarga memerlukan kemapanan dari berbagai sisi, baik 
finansial, alat reproduksi, psikis dan kematangan sosial.  
Masalah nikah di usia muda terkait pula dengan hak 
ijbar yang dikenal dalam Mazhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali. 
Hak ijbar adalah hak ayah atau kakek untuk mengawinkan 
anak dan cucu perempuannya, baik yang sudah dewasa 
maupun yang masih belia, tanpa harus mendapatkan 
persetujuan dari anak yang bersangkutan, asalkan tidak 
berstatus janda. Sedangkan menurut Hanafi, hak ijbar hanya 
diberlakukan kepada perempuan yang belum dewasa dan 
perempuan yang dewasa tetapi gila. (Al-Qurtubi, n.d.) 
Adanya hak ijbar tersebut pada dasarnya untuk 
membantu anak perempuan dalam memilih jodoh agar 
mereka tidak memilih calon suami secara serampangan. 
Akan tetapi, dalam realitasnya sering terjadi penyimpangan 
berupa pemaksaan bagi anak perempuan untuk menikah 
dengan laki-laki yang tidak disukainya sehingga 
dikhawatirkan sulit mencapai kebahagiaan dalam rumah 
tangganya kelak. Kondisi ini otomatis bertentangan dengan 
tujuan pernikahan yang disyariatkan Islam.  
Sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf al-
Qardawi berpandangan bahwa pernikahan secara ijbar 
cocok dengan kondisi masa dahulu karena perempuan 
ketika itu belum diperkenankan beraktivitas di luar rumah. 
Kondisi tersebut menyulitkan bagi mereka untuk bertemu 
dan mengenal calon suaminya sehingga harus dibantu oleh 
pihak keluarga untuk memilih calon pendamping yang tepat. 
Sedangkan untuk masa sekarang, pada saat kondisinya 





secara luas di area publik, dengan sendirinya pernikahan 
secara ijbar sudah tidak relevan lagi.  
Menurut Qardawi, pendapat golongan Syafi’i, Maliki 
dan mayoritas golongan Hanbali yang mengatakan bahwa 
orangtua memiliki hak memaksa anak gadisnya yang sudah 
akil balik untuk menikah dengan calon suami pilihan mereka 
tanpa melalui persetujuan dari sang anak, atau bahkan 
meski sang anak menolak, hanya pas untuk kondisi masa 
lalu ketika anak perempuan kesulitan mendapatkan akses 
untuk mengenal calon suaminya. Kondisi sosial zaman 
modern ini telah memberikan kesempatan luas bagi 
perempuan untuk belajar, menimba ilmu, bekerja dan 
mengetahui sebagian besar seluk beluk urusan kehidupan, 
masyarakat dan dunia internasional. Untuk masalah ini, 
Qardawi lebih condong kepada pendapat Imam Abu Hanifah 
dan murid-muridnya yang menyerahkan urusan pernikahan 
kepada calon mempelai wanita dan mensyaratkan 
persetujuan atau izin darinya. (Qardhawi, 1994) 
Pendapat tersebut sejalan dengan hadis-hadis sahih 
sebagai berikut: 
 ُ ِّ َُّن َا ِبيَْفِسَِاِمنْ  َ َ قه    ث ُ  َ ِلّۡيِ َ أِْ ُنَا َ  ِْ ْ  ا ٌَسَشْ َُ ْ ُنَا هَْفِسَِا ِ  َ بُ 
ِإ
 َ 
ا َُ  ُُصَ
Artinya: 
Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan 
gadis harus dimintai persetujuannya oleh ayahnya 




terlebih dahulu, sedang tanda setujunya adalah (dari 
sikap) diamnya.”(Muslim, n.d.) 
Hadis ini juga sesuai dengan hadis yang tercantum 
dalam Sahih Muslim yang menceritakan bahwa seorang ayah 
pernah menikahkan anak perempuannya dengan anak 
saudaranya, padahal anak perempuan tersebut tidak 
berkenan. Akhirnya sang anak perempuan tersebut 
mengadukan masalahnya kepada Nabi saw., lalu ayah itu 
menyerahkan urusan pernikahannya kepada Nabi saw. 
Setelah ada kepastian hak ini pada dirinya, ia berkata, “Ya 
Rasulullah, aku akan menerima apa yang telah diperbuat 
oleh ayahku. Akan tetapi, di sini aku ingin memberitahukan 
kepada semua orang tua bahwa mereka tidak mempunyai 
wewenang sedikitpun dalam urusan pernikahan anak 
perempuan mereka. “(Qardhawi, 1994)Dengan demikian, 
seorang anak perempuan tidak boleh dinikahkan tanpa 
izinnya. Apalagi mengingat pernikahan adalah sebuah 
tanggung jawab yang berat maka seharusnya didasari oleh 
keikhlasan bagi pihak-pihak yang akan terlibat di dalamnya.   
Hal tersebut di atas sekaligus mengindikasikan 
bahwa hukum Islam cukup memberikan perhatian terhadap 
anak dan sama sekali tidak benar bahwa hukum Islam 
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PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 




A. Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Hak 
Asasi Manusia 
ndonesia adalah negara hukum. Demikian ketentuan 
yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Berbicara 
tentang hukum Indonesia, pertama-tama harus mengacu 
pada UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara 
hukum, tentunya hukum menjadi supremasi tertinggi dalam 
negara kesatuan Republik Indonesia dan semua warga 
memiliki posisi yang sama di hadapan hukum. Semuanya 
I 




harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Ketentuan 
ini seharusnya menjadi pijakan dasar bagi negara dalam 
memberikan perlindungan hukum kepada seluruh 
warganya, laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun 
anak-anak. Apalagi perempuan dan anak-anak yang rentan 
mengalami diskriminasi, seharusnya mendapatkan 
perhatian yang lebih dalam bentuk perlindungan melalui 
instrumen-instrumen hukum. 
Perlindungan anak dan perempuan melalui hukum 
adalah perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan 
berupa pengaturan dalam perundang-undangan dan 
produk-produk hukum lainnya. Selanjutnya adalah 
Penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap hak-hak 
perempuan dan anak yang diatur dalam undang-undang 
maupun produk-produk hukum lainnya. Jadi, tidak cukup 
hanya jaminan perlindungan dalam aturan-aturan hukum 
yang ada, tapi tak kalah pentingnya adalah komitmen kuat 
untuk mengimplementasikan perlindungan tersebut dalam 
penegakan hukum oleh para apparat penegak hukum.  
Perlindungan terhadap perempuan dan anak 
merupakan hak asasi yang harus diperoleh sebagaimana hak 
tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa 
setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di 
dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, 
baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak untuk 





diuraikan perkembangan dan landasan hukum perlindungan 
perempuan dan anak di Indonesia. 
B. Perlindungan Perempuan dalam Perundang-
undangan di Indonesia 
Berbicara tentang perlindungan perempuan di 
Indonesia, dapat dilihat dalam sejarah bahwa sejak awal 
tepatnya pada masa-masa sebelum kemerdekaan telah 
muncul respon maupun gerakan dari kaum perempuan 
sendiri baik secara pribadi maupun organisasi, terhadap 
aturan-aturan hukum tentang perempuan, terutama hukum 
keluarga yang diberlakukan pada masa itu. Gerakan tersebut 
tentunya muncul sebagai akibat dari adanya kesadaran dari 
diri tokoh perempuan sebagai perwakilan aspirasi kaum 
perempuan yang merasakan adanya ketimpangan-
ketimpangan hak antara perempuan dan laki-laki dalam 
kehidupan sehari-hari sehingga cenderung merugikan kaum 
perempuan. Secara perorangan, dikenal sosok Raden Ajeng 
Kartini (1879-1904 M) di Jawa Tengah dan Rohana Kudus di 
Minangkabau Sumatera Barat. Kedua tokoh tersebut 
mengkritik keburukan-keburukan yang diakibatkan 
perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami 
dan talak sewenang-wenang dari suami. (Nasution, 2009) 
Beberapa waktu kemudian, Kongres Perempuan 
Indonesia pada tahun 1928 M merupakan awal penyatuan 
aspirasi perempuan Indonesia. Kongres ini melahirkan 
“Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia” (PPPI) yang 
pada tahun 1935 menjadi Kongres Perempuan Indonesia 
dan pada tahun 1946 menjadi Kongres Wanita Indonesia 
(KOWANI). Secara terorganisir, Kongres Wanita Indonesia 




(KOWANI) yang merupakan gabungan organisasi-organisasi 
wanita Indonesia selama puluhan tahun berjuang untuk 
terwujudnya suatu peraturan tertulis yang mengatur 
perkawinan dan keluarga yang bisa memberikan 
perlindungan kepada perempuan. Organisasi Puteri 
Indonesia bekerjasama dengan Persaudaraan Istri, 
Persatuan Isteri dan Wanita Sejati, dalam sebuah pertemuan 
pada tanggal 13 Oktober 1929 di Bandung, membuat 
ketetapan tentang larangan poligami. Pada bulan Juni 1931 
di Jakarta, Kongres Isteri Sedar memperkuat resolusi 
larangan poligami yang ditetapkan beberapa organisasi 
wanita dan ditetapkan pada tanggal 13 oktober 1929. 
(Nasution, 2009) 
Munculnya Rancangan Ordonansi Perkawinan 
Tercatat (Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven 
Huwelijken) yang di antara isinya menganut prinsip 
monogami serta tidak boleh menjatuhkan talak di luar 
pengadilan, boleh jadi merupakan respon Pemerintah Hindia 
Belanda terhadap tuntutan dari sejumlah organisasi wanita. 
Menghadapi banyaknya tuntutan-tuntutan yang muncul, 
pemerintah Indonesia merintis terbentuknya undang-
undang tentang perkawinan pada tahun 1950. Dibentuklah 
sebuah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum 
Perkawinan, Talak dan Rujuk, dengan keluarnya Surat 
Keputusan Menteri Agama RI No. B/2/4299, tanggal 1 
Oktober 1950 yang bertugas meneliti dan meninjau kembali 
semua peraturan mengenai perkawinan serta menyusun 
Rancangan Undang-undang (RUU) yang sesuai dengan 





disahkan pada tahun 1974 dan mulai diberlakukan pada 
tanggal 1 Oktober 1975.(Nasution, 2009) 
Upaya perlindungan perempuan pun terus bergulir. 
Beberapa waktu kemudian, pemerintah melakukan 
pembentukan Menteri Muda Urusan Peningkatan Peran 
wanita pada tahun 1978 yang kemudian diubah menjadi 
Menteri Negara UPW. Saat ini dikenal dengan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
Pada Tgl 29 Juli tahun 1980, pemerintah RI dalam 
konferensi sedunia dasawarsa PBB bagi Wanita di 
Kofenhagen, telah menandatangani Konvensi Penghapusan 
segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita. Isi konvensi 
tersebut kemudian diintrodusir dalam UU RI No. 7 Tahun 
1984 tentang Konvensi Penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap Wanita. 
Pada tahun 1999, perlindungan perempuan diperkuat 
dengan lahirnya UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi 
Manusia. Dalam UU ini, salah satu penekanannya adalah 
perlindungan hak-hak perempuan yang diberikan porsi 
pengaturan secara khusus selain aturan-aturan yang bersifat 
umum yang tercakup daalm perlindungan hak atas semua 
warga negara.  
Belakangan lahirlah Instruksi Presiden No. 9 Tahun 
2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Nasional. Selanjutnya UU RI No. 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
dan disusl dengan pembentukan Peraturan Pemerintah No. 




4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama 
Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
Selanjutnya Komisi Nasional Anti Kekerasan 
terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan 
berdasarkan Kepres No. 181/1998 dan Perpres No. 65 
/2005. Merupakan lembaga negara yang independen untuk 
penegakan HAM Perempuan.  
Berdasarkan pemaparan di atas, landasan Hukum 
Nasional perlindungan perempuan termaktub dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain adalah 
sebagai berikut: 
1. UUD RI Tahun 1945 
2. UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
3. UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan 
4. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia 
5. UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) 
6. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 
Gender dalam Pembangunan Nasional 
7. Dan lain-lain 
 
C. Perlindungan dalam UUD RI Tahun 1945 
Pertama-tama yang akan diuraikan adalah 
Perlindungan dalam UUD 1945. Pada Pembukaan UUD 1945 
terdapat dasar penting dalam kehidupan berbangsa dan 





negara Indonesia yaitu “Melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
Pancasila, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” 
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, ini adalah komitmen dari salah satu tujuan 
ditegakkannya negara Indonesia. Komitmen ini begitu 
penting sehingga harus dicantumkan dalam konstitusi atau 
Undang-undang Dasar Negara Indonesia dan seluruh 
perundang-undangan yang lahir tidak bisa ditawar-tawar 
harus mengacu pada konstitusi. Dengan kata lain, prinsip 
perlindungan tersebut harus menjiwai seluruh produk 
hukum yang ada sebagai turunan dari prinsip yang telah 
dicetuskan dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.   
 Sebagai tindak lanjut dari tujuan negara 
sebagaimana telah dipaparkan di atas, masih dalam 
Pembukaan UUD Tahun 1945 ditegaskan prinsip-prinsip 
yang harus menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, antara lain dicetuskan prinsip: kemanusiaan 
yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Selanjutnya nilai perlindungan terangkum dalam 
pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai berikut:  
Pasal 27: 
 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 UUD 1945) 
 
Pasal 28 c (2): 
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 




membangun masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 28 
UUD 1945) 
 
Pasal 28 D (1): 
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum (Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
1945) 
Selanjutnya jaminan atas HAM secara umum terdapat 
dalam UUD 1945 amandemen kedua, Pasal 28 A-J sebagai 
berikut:  
Pasal 28 A UUD 1945 mengatur:  
Setiap orang berhak untuk hidup serta 
mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A 
UUD 1945) 
 
Pasal 28 B: 
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah 
(Pasal 28 B UUD 1945) 
 
Pasal 28 C: 
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya  berhak mendapat 
pendidikan dan memeproleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kwalitas hidupnya dan demi 






Pasal 28 D: 
1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 
2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlkauan yang adil dan 
layak dalam hubungan kerja 
3) Setiap warga negara berhak memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan 
4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan 
(Pasal 28 D UUD 1945) 
 
Pasal 28 E: 
Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat 
menurut agamanya, meraih Pendidikan dan 
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah 
negara dan meninggalkannya serta berhak Kembali. 
(Pasal 28 E UUD 1945) 
 
Pasal 28 F:  
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 
jenis saluran yang tersedia. (Pasal 28 F UUD 1945) 
Pasal 28 G: 




(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri 
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan 
harta benda yang di bawah kekuasaannya serta 
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi 
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan 
atau perlakuan yang merendahkan derajat 
martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 
politik dari negara lain (Pasal 28 G UUD 1945) 
 
Pasal 28 H: 
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendpaatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan Kesehatan (Pasal 28 H UUD 1945) 
 
Pasal 28 I: 
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 
untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak 
untuk tidak dituntut atas adsar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.  
(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 







Pasal 28 J: 
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia 
orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara (Pasal 28 J UUD 1945) 
 
Pasal 31: 
 Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan 
(Pasal 31 UUD 1945) 
Rentetan pasal-pasal di atas menegaskan tentang 
hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang yang meliputi hak 
untuk hidup dan mempertahankan hidup, berkeluarga dan 
berketurunan, hak perlindungan dari  kekerasan dan 
diskriminasi, hak mengembangkan diri, hak jaminan dan 
perlindungan hukum, hak bekerja dan mendapat imbalan, 
hak dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan, 
hak kebebasan memeluk agama, hak berserikat, hak 
komunikasi, hak atas perlindungan dan rasa aman, hak 
kesejahteraan, kesehatan dan jaminan sosial, hak 
kepemilikan pribadi, hak mendapatkan pendidikan dan lain-
lain.    
Pasal-pasal tersebut menunjukkan komitmen negara 
Indonesia untuk menyelenggarakan perlindungan kepada 
segenap warganya, termasuk kaum perempuan yang rentan 
mendapatkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif. Pada 
pasal-pasal di atas meskipun tidak menunjuk secara khusus 
kepada perempuan, namun penggunaan redaksi “setiap 
orang” atau “setiap warga negara” bermakna adanya hak 
perlindungan yang sama dari negara terhadap semua warga 
negara, baik laki-laki maupun perempuan.  




Oleh karena itu, jika mengacu pada pasal-pasal 
tersebut maka sejatinya tidak ada lagi diskriminasi terhadap 
perempuan. Dalam Pendidikan misalnya, seharusnya tidak 
ada lagi praktek-praktek yang lebih mementingkan 
Pendidikan bagi laki-laki ketimbang anak perempuan, dalam 
keluarga yang kurang mampu sekalipun karena hak untuk 
memperoleh Pendidikan telah dijamin oleh negara. 
Demikian pula dalam hak-hak lainnya sebagaimana telah 
digariskan dalam beberapa pasal di atas.   
D. Perlindungan dalam Undang-Undang RI No. 7 
Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi 
terhadap Perempuan 
Aturan lainnya yang mengatur hak-hak perempuan 
adalah Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984. Undang-
undang ini merupakan ratifikasi terhadap Convention on the 
Elimination of All Forms of discrimination Against Women 
(CEDAW) telah disetujui dalam Majelis Umum PBB dlm 
sidang pada Tgl 18 Desember 1979. Instrumen ini 
merupakan instrumen khusus perlindungan hak-hak 
perempuan yang kemudian diadopsi oleh PBB dengan nama 
CEDAW pada tahun 1979.  Termasuk sebagai perumus 
CEDAW adalah tokoh perempuan dari Indonesia, Dr. Rizali 
Noor dan Soewarni Salyo,SH. Pemerintah Indonesia telah 
menandatangani konvensi tersebut pada Tgl 29 Juli 1980 
dan kemudian disahkan dalam sebuah UU yakni UU RI No. 7 
Tahun 1984 tentang Pengesahan  Konvensi mengenai 
Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. 
Ratifikasi tersebut merupakan komitmen negara untuk 





perempuan Indonesia untuk berpartisipasi secara setara 
dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.  
Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian 
internasional atau tindakan negara dalam menyetujui untuk 
mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian. Latar belakang 
Indonesia meratifikasi CEDAW karena isi konvensi tersebut 
sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 yang 
menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Salah 
satu wujud implementasi dari UU No. 7 Tahun 1984 tersebut 
adalah pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan 
terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 
1998 yang tugasnya mengacu pada CEDAW. Upaya-upaya 
lainnya yang ditempuh pemerintah adalah pembentukan UU 
HAM No.39 Tahun 1999.  
Secara substansial, dalam UU No. 7 Tahun 1984 
ditegaskan hal-hal sebagai berikut: 
- Negara wajib mencantumkan asas persamaan 
antara wanita dan pria dalam UUD 
- Membuat peraturan perundang-undangan yang 
tepat dan sanksi-sanksinya untuk melarang segala 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan 
- Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-
hak wanita  
- Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek 
diskriminasi terhadap perempuan 
- Melakukan langkah tindak yang tepat untuk 
menghapus perlakuan diskriminasi terhadap 




wanita oleh tiap orang, organisasi atau 
perusahaan 
- Melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk 
pembuatan UU untuk mengubah atau menghapus 
UU, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan 
dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap 
wanita 
- Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang 
diskriminatif terhadap wanita (Undang-Undang 
RI No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan 
Diskriminasi Terhadap Perempuan, 1984) 
 
Mengacu pada ketentuan-ketentuan ini maka 
seyogyanya tidak lagi ada tindakan-tindakan diskriminatif 
terhadap perempuan yang mereduksi hak-haknya untuk 
mendapatkan perlakuan yang sama sebagai manusia karena 
semua hak-haknya telah dijamin oleh negara melalui 
pengaturan dalam perundang-undangan. 
E. Perlindungan dalam UU No. 39 Tahun 1999 
tentang HAM 
Aturan selanjutnya yang mengakomodir 
perlindungan terhadap hak-hak perempuan adalah UU No. 
39 Tahun 1999. Latar belakang lahirnya Undang-undang 
HAM antara lain adalah jaminan HAM dalam UUD 1945 
sebelum amandemen belum tersusun secara sistematis. 
Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, hanya terdapat 4 
pasal yang memuat tentang ketentuan-ketentuan hak asasi 
yakni persamaan kedudukan dalam hukum, hak atas 





memeluk agama. Makanya dinilai perlu dibuat Undang-
undang khusus yang lebih sistematis dan lebih tegas serta 
spesifik memberikan perlindungan HAM di Indonesia. Latar 
belakang lainnya adalah Undang-undang ini sebagai 
konsekwensi dari CEDAW yang telah diratifikasi pemerintah 
Indonesia melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984 dan 
juga implementasi dari TAP MPR No. XVII/MPR/1998 
tentang HAM.  Tentunya juga karena adanya tuntutan, 
bahkan desakan, dari masyarakat dan dunia internasional.  
Pengaturan dalam undang-undang tersebut 
terangkum dalam pasal-pasal, baik yang menunjuk langsung 
kepada perempuan sebagaimana terdapat dalam Bagian 
Kesembilan Pasal 45-51 dengan judul”HAK Wanita” 
Pasal 45 UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa 
hak Wanita adalah HAM. ( Pasal 45 UU No. 39 Tahun 
1999) 
Hak-hak yang diakui antara lain hak-hak dalam 
politik maupun hak-hak lainnya sebagai warga negara 
antara lain keterwakilan perempuan dalam Pemilu dan 
pemilihan anggota legislatif, hak kewarganegaraan, hak 
memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak dalam jabatan 
dan profesi, hak melakukan perbuatan hukum sendiri, hak 
dalam perkawinan. 
Selain Hak-hak perempuan yang diatur secara khusus 
dalam UU HAM, pengaturan lainnya menyatu dalam 
pengaturan HAM secara umum yang diatur dalam UU 
tersebut. Secara umum, UU HAM mengakui kesamaan 
derajat manusia, hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 




beragama, hak perlakuan sama di depan hukum, hak 
berkeluarga dan berketurunan, hak mengembangkan diri, 
hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi dari 
perbudakan dan penghambaan, hak berserikat dan 
berpendapat, hak kewarganegaraan, hak atas rasa aman, hak 
atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan  dan 
lain-lain. (Lihat UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM) 
Pengaturan secara khusus mengenai hak-hak 
perempuan dalam Undang-undang HAM adalah sebagai 
berikut: 
- Keterwakilan perempuan dalam kepartaian dan 
lembaga negara (Pasal 46) 
- Hak kewarganegaraan bagi yang menikah dengan 
pria asing (pasal 47) 
-  Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 
48) 
-   Hak dalam pekerjaan, jabatan dan profesi (Pasal 49) 
-   Hak melakukan perbuatan hukum sendiri (Pasal 50) 
- Hak-hak dalam perkawinan (Pasal 51).(Undang-
Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia, 1999) 
Selain dalam Undang-undang HAM, secara khusus, 
jaminan HAM perempuan terdapat pula dalam UU No. 7 
Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap 





negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk 
menghapuskan segala bentuk dikriminasi terhadap 
perempuan, termasuk kekerasan terhadap perempuan di 
wilayah publik maupun domestik. 
F. Perlindungan dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 
tentang Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Nasional 
Istlah Pengarusutamaan Gender yang kemudian 
disingkat PUG dapat dipahami sebagai strategi yang 
dilakukan secara nasional dan sistimatis untuk mencapai 
dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam 
berbagai aspek kehidupan manusia yang meliputi rumah 
tangga, masyarakat dan negara melalui kebijakan dan 
program yang  memperhatikan pengalaman, aspirasi, 
kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. PUG 
adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan 
gender menjadi satu dimensi integral dari pembangunan, 
mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program 
pembangunan nasional. PUG biasa dikenal juga dengan 
istilah Gender Meanstreaming. Mainstream merupakan 
bahasa Inggris, berasal dari kata Main dan Stream. Main 
berarti Utama dan Stream berarti Arus. Jadi Mainstream 
berarti arus utama. Arus utama memiliki makna sederhana: 
kebiasaan umum, prilaku umum, kebiasaan yang sudah 
nampak wajar dan tidak aneh.  
PUG bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, 
penyusunan,pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas 
kebijakan dan program pembangunan nasional yang 




berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan 
dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  
PUG berupaya memperkuat keterlibatan perempuan 
dalam pembangunan dengan mengaitkan kemampuan dan 
kontribusinya dengan agenda nasional pembangunan. 
Kaitan antara isu gender dan pembangunan adalah karena 
kebijakan, perencanaan, dan penganggaran sering bertolak 
dari pemikiran stereotif gender. Inti dari PUG adalah 
memberikan keadilan gender untuk mendapatkan 
kesetaraan dengan cara mengurangi kesenjangan gender. 
Melalui PUG tersebut, perempuan didorong untuk juga 
berkontribusi dalam pembangunan nasional di semua 
proses.  
PUG menginstruksikan kepada`semua pejabat, 
termasuk gubernur, bupati, walikota, untuk melaksanakan 
PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian atas 
kebijakan dan program pembangunan yang responsif 
gender, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kewenangan 
masing-masing. (Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang 
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, 
2000) 
Sebagai tindak lanjut PUG tesebut, beberapa waktu 
kemudian lahirlah Permendagri No. 32 Tahun 2003 tentang 
pelaksanaanPUG di daerah, termasuk alokasi anggarannya. 
Selanjutnya tahun 2008 dikeluarkan Inmendagri No. 15 
Tahun 2008 sebagai pengganti Permen No.  32 Tahun 2003 





fokus pada anggaran responsif gender. Pada tahun 2010 
PPRG (Perencanaan dan Penganggaran responsif gender) 
sudah menjadi agenda nasional dan disosialisasikan ke 
daerah-daerah oleh kementerian terkait. Melalui instrumen 
tersebut, aparat daerah diharapkan dapat memahami 
konsep gender, mengenali isu-isu gender spesifik lokasi dan 
berupaya menganalisis kesenjangan gender yang terjadi, 
termasuk yang terkait dengan peran, kegiatan, akses ke 
sumber daya dan hambatan yang dihadapi serta kontrol dan 
manfaat yang diterima. 
G. Perlindungan dalam Undang-undang Republik 
Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
merupakan pembaruan terhadap UU No. 25 Tahun 1997 
tentang Ketenagakerjaan serta UU No. 14 Tahun 1969 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga kerja. 
UU ini menyatakan adanya kesamaan hak tanpa diskriminasi 
antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan di dunia kerja 
(Pasal 5 dan 6).  
Pasal 5:  
Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama 
tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan 
 
Pasal 6: 
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan 
yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha 
 




Dalam Penjelasan Pasal 5 dan 6: 
Penjelasan Pasal 5: 
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan 
yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan 
penghidupan yang layak tanpa mebedakan jenis 
kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai 
dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang 
bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama 
terhadap penyandang cacat 
 
Penjelasan Pasal 6: 
Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban 
pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, 
suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik. 
 
Pasal 32: 
(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan 
berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif serta adil 
dan setara tanpa diskriminasi.(Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, 2003) 
Penjelasan tentang “adil dan setara” adalah 
penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan 
kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis 
kelamin, warna kulit, agama dan aliran politik.  Selama ini 
berkembang isu bahwa perempuan dalam ketenagakerjaan 
terkadang di tempatkan dalam posisi yang lebih rendah dari 





cenderung nrimo, tidak dikhawatirkan akan banyak protes 
atas posisi yang tidak menguntungkan atasnya. 
Perlindungan Khusus Tenaga Kerja Perempuan dalam 
Paragraf 3 “Perempuan”.  
Pasal 76: 
(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang 
dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 
23.00 s.d. 07.00 
(2)  Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh 
perempuan hamil yang menurut keterangan dokter 
berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan 
kandungannya maupun dirinya apabila bekerja 
antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00. 
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh 
perempuan antara pukul 23.00 s,d. pukul 07.00 
wajib : 
 a. memberikan makanan dan minuman bergizi dan 
 b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di 
tempat kerja 
(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar 
jemput bagi pekerja/buruh yang berangkat dan 
pulang kerja antara pukul 23.00 s.d.  Pukul 05.00 
 
Pasal 81: 
(1) pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid 
merasakan sakit dan memberitahukan kepada 
pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama 
dan kedua pada waktu haid 
 





(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh 
istirahat selama 1.5 bulan sebelum saatnya 
melahirkan anak dan 1.5 bulan sesudah melahirkan 
menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan 
(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami 
keguguran kandugan berhak memperoleh istirahat 
1.5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter 
kandungan atau bidan. 
 
Pasal 83: 
Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih 
menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk 
menyusui anakya jika hal itu harus dilakukan selama 
waktu kerja(Undang-Undang Republik Indonesia No. 
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003) 
Demikian halnya pengaturan-pengaturan lebih 
lanjut dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87. 
Kesemua pasal-pasal ini mengatur perlindungan khusus bagi 
tenaga kerja perempuan yang berada dalam kondisi khusus 
seperti haid, hamil dan menyusui. Hal ini merupalan sebuah 
langkah maju karena dalam aturan-aturan sebelumnya 
belum dijumpai pengaturan semacam ini. Hanya saja dalam 
penerapannya masih terdapat kendala-kendala, antara lain 
disebabkan karena keterbatasan fasilitas yang disediakan di 
tempat kerja seperti ruang laktasi bagi ibu menyusui dan 
belum tersosialisasinya aturan-aturan tersebut secara baik 





H. Perlindungan dalam Undang-Undang No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Jaminan pendidikan dalam UUD 1945 telah 
ditegaskan dalam Pasal 31 bahwa setiap warga negara 
berhak mendapat Pendidikan dan Pasal 31 ayat (2) bahwa 
setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah wajib membiayainya 
Pasal 4 
(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis 
dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai 
keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa 
Pasal 5 
(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama 
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 
(5) Setiap warga negara berhak mendapat 




(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai 
dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan 
dasar 
(2)Setiap warga negara bertanggungjawab terhadap 
keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan 
(Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, 2003) 




Posisi Pendidikan sebagai hak setiap warga negara 
sejalan dengan pengaturan hak-hak perempuan maupun 
hak-hak anak serta secara umum pengaturan tentang Hak 
Asasi Manusia yang menempatkan Pendidikan sebagai 
bagian dari hak yang melekat pada diri seseorang. Tanpa 
memandang siapa dia, apa jenis kelaminnya dan dari 
keluarga mana berasal. Hal ini sebagaimana diatur dalam 
pasal berikutnya: 
Pasal 11: 
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 
memberikan layanan dan kemudahan, serta 
menjamin terselenggaranya pendidikan yang 
bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 
menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya 
pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 
tujuh sampai dengan lima belas tahun. 
 
Pasal 12: 
(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan 
pendidikan berhak: 
a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan 
agama yang dianutnya dan yang diajarkan oleh 
pendidik seagama 
b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan 
bakat, minat dan kemampuannya 
c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang 








(1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi 
warga masyarakat yang memerlukan layanan 
pendidikan yang berfungsi sebagai 
pengganti,penambah dan atau pelengkap pendidkan 
formal dalam rangka mendukung pendidikan 
sepanjang hayat 
(2) Pendidikan non formal meliputi pendidikan 
kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, 
pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 
perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 
keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan 
kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan 
untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 
Penjelasan dari pasal ini, pendidikan pemberdayaan 
perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat 
dan martabat perempuan.  
Pasal 34; 
(1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat 
mengikuti program wajib belajar  
I. Perlindungan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (PKDRT) 
Produk hukum lainnya yang tak kalah pentingnya 
dalam pengaturan tentang hak-hak perempuan adalah UU 
No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (PKDRT).  




Sebelum adanya UU PKDRT, korban KDRT kesulitan 
mendapatkan keadilan dan perlindungan karena selain 
belum adanya payung hukum tersendiri,  dimana KUHP 
hanya mengenal kekerasan fisik atau penganiayaan, juga 
karena belum ada petunjuk mengenai mekanisme 
penanganan terhadap korban. Selain itu KDRT dianggap 
sebagai kejadian di wilayah domestik yang oleh sebagian 
masyarakat dianggap tabu untuk dibawa ke ranah publik. 
Lebih parahnya lagi kalau KDRT dianggap sebagai sesuatu 
wajar atau lumrah karena posisi suami sebagai kepala 
keluarga dan posisi istri yang dinilai lebih rendah dari suami 
sehingga  ada semacam pembenaran terhadap apapun yang 
dilakukan oleh suami terhadap istri.  
UU PKDRT mengatur tentang  
- Pencegahan 
- Perlindungan terhadap korban  
- Penindakan terhadap pelaku KDRT 
dengan tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan 
keluarga. Jadi tidak benar anggapan yang menilai bahwa 
kehadiran UU PKDRT telah melapangkan jalan bagi istri 
untuk mengajukan gugatan cerai sehingga UU PKDRT dinilai 
berpotensi mengahncurkan kehidupan rumah tangga. 
KDRT menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(PKDRT):  
“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, 





dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 
atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam lingkup rumah tangga.” 
Pasal 3: 
PKDRT dilaksanakan berdasarkan asas: 
 a. penghormatan dan HAM 
 b. Keadilan dan kesetaraan gender 
 c. non diskriminasi 
 d. perlindungan korban 
UU PKDRT dinilai selangkah lebih maju dari aturan-
aturan pidana yang ada di Indonesia selama ini karena tidak 
hanya menindak pelaku KDRT tetapi juga memberikan 
perhatian pada korban baik dari sisi pemulihan dari trauma 
pisik maupun fisik serta pendampingan dalam proses 
hukum. Seperti diketahui, salah satu kritikan terhadap 
sistem pidana yang diterapkan Indonesia selama ini adalah 
titik fokus yang hanya ditujukan pada pelaku dengan 
mengabaikan korbannya.  
Pasal 5: 
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam 
rumah tangga terhadap  orang dalam lingkup rumah 
tangganya dengan cara : a. kekerasan fisik, b. 
kekerasan psikis, c. kekerasan seksual atau d. 
penelantaran rumah tangga 
Pasal ini menjelaskan macam-macam bentuk KDRT 
yang tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja tetapi 




juga ada dalam bentuk penelantaran yang kemudian 
dijelaskan dalam pasala berikutnya: 
Pasal 9 
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam 
lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum 
yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau 
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut 
Ancaman pidana pelaku KDRT diatur dalam Pasal 44 
UU PKDRT: 
a. Pelaku kekerasan fisik: pidana penjara paling lama 5 
tahun atau denda paling banyak 15 juta (Pasal 44) 
b. Mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat: 
pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 
paling banyak 30 juta 
c. Mengakibatkan korban meninggal: pidana penjara 
paling banyak 15 tahun atau denda paling banyak 45 
juta 
d. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
melakukan pekerjaan/kegiatan sehari-hari: pidana 




Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan 
fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling 






Pasal 45 UU PKDRT: 
(1)  Setiap orang yang melakukan perbuatan 
kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 
(sembilan juta rupiah). 
(2)  Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri 
atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit 
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan 
atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 
3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, n.d.) 
Demikian pengaturan dalam UU PKDRT yang juga 
mencantumkan ancaman pidana bagi pelaku. Hal ini 
tentunya akan memudahkan bagi hakim di pengadilan yang 
memeriksa kasus KDRT sehingga tidak ada alasan lagi untuk 
menerapkan KUHP karena dinilai memiliki keterbatasan-
keterbatasan serta kurang tegas menindak pelaku KDRT 
J. Perlindungan dalam Undang-Undang No. 12 
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan  
Undang-undang Kewarganegaraan Sebelumnya yaitu 
UU No. 62 Tahun 1958 boleh dikata diskriminatif terhadap 
WNI perempuan karena penentuan kewarganegaraan anak 




dari perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan 
ayahnya. Jadi, seorang perempuan WNI apabila menikah 
dengan WNA, sampai taraf tertentu akan kehilangan 
identitas dan haknya sebagai warga negara. Status 
kewarganegaraannya dianggap mengikuti suami yang 
berkewarganegaraan asing. Status anak-anaknya juga asing 
karena mengikuti kewarganegaraan ayahnya sehingga anak-
anaknya tidak bisa bebas hidup di Indonesia walaupun 
pernikahan mereka resmi terdaftar.  
Dalam UU No. 12 Tahun 2006, WNI yang kawin 
campur dapat tetap berstatus sebagai WNI, termasuk anak-
anak yang dilahirkannya. Anak-anak hasil kawin campur 
boleh memiliki kewarganegaraan ganda dan setelah anak 
berumur 18 tahun anak memilih sendiri 
kewarganegaraannya. 
K. Perlindungan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum 
Undang-undang Pemilu disahkan oleh Presiden Joko 
Widodo pada Tanggal 15 Agustus 2017. Undang-undang ini 
mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai even 
politik terbesar dalam kehidupan bernegara yang 
seharusnya melibatkan partisipasi semua warga negara, 
terutama pemenuhan hak-hak politik setiap warga negara, 
termasuk perempuan. Seperti diketahui, dalam politik hak-
hak perempuan sering terpinggirkan karena dunia politik 
dianggap sebagai dunia maskulin yang lebih identik dengan 
jenis kelamin laki-laki. Dunia politik dinilai sebagai wilayah 
yang keras, penuh persaingan, intrik, pertarungan sengit dan 





perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut dan lebih 
pas untuk berekecimpung di wilayah domestik 
kerumahtanggaan. 
Hal-hal itulah yang menyebabkan partisipasi 
perempuan dalam politik selama ini masih lebih rendah 
dibanding laki-laki. Perempuan tidak hanya menghadapi 
hambatan struktural dan kultural, tetapi juga hambatan 
internal dari dalam dirinya sendiri. Antara lain ia akan 
merasa bersalah ketika lebih banyak menghabiskan waktu 
di luar rumah dan juga rasa tidak nyaman ketika harus 
melakoni aktivitas yang diyakininya bukan wilayahnya. Data 
menunjukkan bahwa partisipasi perempuan sebagai anggota 
parlemen pada Pemilu 2015 masih sangat kecil, hanya 17,32 
persen. Pada pilkada serentak tahun 2017, hanya 7,17 
persen perempuan yang maju sebagai calon gubernur 
maupun calon wakil gubernur. Oleh karena itu, salah satu 
langkah yang ditempuh untuk mengejar ketertinggalan 
tersebut melalui strategi affirmatif action, yaitu kuota 30 
persen bagi perempuan di legislatif.  
UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 menegaskan baik di 
wilayah penyelenggaraan pemilu, partai politik dan kandidat 
untuk memperhatikan keterwakilan perempuan paling 
sedikit 30 persen. Sebelumnya dalam UU No. 15 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Pemilu menegaskan bahwa 
komposisi keanggotaan KPU, KPU Propinsi dan KPU 
Kabupaten memerhatikan keterwakilan perempuan 
sekurang-kurangnya 30 persen dalam keanggotaan KPU dan 
Bawaslu.  
 




Pasal 10 ayat (7) UU No. 7 Tahun 2017: 
Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU 
Propinsi dan keanggotaan KPU Kab/kota 
memperhatikan keterwakilan perempuan paling 
sedikit 30%. (Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 
Tentang Pemilihan Umum, 2017) 
Dampak dari penerapan affirmative action terhadap 
perempuan dalam pemilu mampu meningkatkan 
keterwakilan perempuan meskipun belum terpenuhi secara 
maksimal. Perjuangan untuk mewujudkan keseimbangan 
dalam hal ini memang sepertinya masih membutuhkan 
proses yang lebih strategis lagi dan tentunya membutuhkan 
komitmen dari berbagai pihak, terutama kaum perempuan 
sendiri. 
Demikian di antara aturan-aturan hukum yang 
terakomodir dalam perundang-undangan yang memberikan 
perlindungan kepada perempuan atas hak-haknya sebagai 
manusia. Perlindungan-pelindungan yang secara spesifik, 
misalnya dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga, 
diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana akan 
dielaskan berikut ini. 
L. Perlindungan dalam Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Undang-undang Perkawinan berkedudukan sebagai 
produk hukum perundang-undangan yang diberlakukan 
kepada semua masyarakat Indonesia. Secara umum, 





boleh dikata sebagai salah satu langkah strategis yang 
ditempuh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan 
perlindungan terhadap perempuan. Apalagi jika dikaitkan 
dengan latar belakang sejarah lahirnya Undang-undang 
tersebut sebagai respon terhadap tuntutan-tuntutan 
perempuan yang diwakili oleh tokoh-tokoh perempuan 
ketika itu atas isu-isu perkawinan yang merugikan 
perempuan. Beberapa hal yang disoroti adalah pernikahan 
di bawah umur, poligami, perceraian serta pencatatan 
perkawinan.  
Secara historis, Undang-undang Perkawinan disusun 
karena kebutuhan masyarakat yang sejak zaman kerajaan 
telah memiliki lembaga penegakan hukum berupa peradilan, 
termasuk Peradilan Agama yang cikal bakalnya telah ada 
sejak masa masuknya Islam di bumi nusantara dan semakin 
dikukuhkan pada masa pemebntukan kerajaan-kerajaan 
Islam atau kesultanan.  
Upaya pembentukan Undang-undang Perkawinan di 
Indonesia dimulai sejak 1950. Pada waktu itu pemerintah 
membentuk panitia Panitia Penyelidik Peraturan Hukum 
Perkawinan, Talak dan Rujuk yang bertugas menyusun RUU 
perkawinan. Sebelumnya, pada tahun 1937 Pemerintah 
Hindia Belanda mengeluarkan Rancangan Ordonansi 
Perkawinan Tercatat namun ditarik kembali karena kurang 
mendapat respon. Hal ini boleh jadi sebagai respon terhadap 
tuntutan dari sejumlah organisasi wanita pada sekitar tahun 
1929 dan 1931. 4 tahun kemudian (1954) telah disusun 
RUU, baik yang bersifat umum maupun yang khusus untuk 
umat Islam.  




Proses pembentukan Undang-undang Perkawinan 
boleh dikata cukup panjang dan melelahkan. Pada tahun 
1958-1959, DPR telah membahas rancangan tersebut, 
namun tidak berhasil lolos menjadi Undang-undang. Tahun 
1966-1968 kembali diusulkan RUU Perkawinan kepada DPR 
dan kembali tidak lolos lagi. Tahun 1973, kembali diusulkan 
dan inilah yang kemudian menjadi UU meski sempat 
menjadi kontroversi, terutama di kalangan parpol Islam 
karena dinilai RUU tersebut bertentangan dengan hukum 
Islam  
RUU Perkawinan memiliki tujuan sebagai berikut: 
1. Memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah 
perkawinan 
2. Melindungi hak-hak kaum wanita serta memenuhi 
keinginan dan harapan kaum wanita 
3. Merumuskan Undang-undang yang sesuai dengan 
tuntutan zaman 
Undang-undang Perkawinan dianggap memberikan 
perlindungan kepada perempuan karena isu-isu di atas telah 
diakomodir dalam undang-undang tersebut. Undang-undang 
perkawinan telah mengatur tentang batas usia perkawinan 
baik laki-laki maupun perempuan, pembatasan dan 
prosedur poligami, pencatatan perkawinan serta pengaturan 
perceraian di depan pengadilan.  
Pasal 2 UU Perkawinan mengatur pencatatan 
perkawinan sebagai berikut: 
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.(Undang-Undang 





Perintah pencatatan perkawinan dalam pasal di atas 
dinilai memberikan perlindungan kepada perempuan 
karena perempuan merupakan pihak yang paling banyak 
dikorbankan dalam perkawinan yang tidak dicatat. 
 
Pasal 3 mengatur tentang izin poligami sebagai 
berikut: 
(1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria 
hanya boleh mempunyai seornag sitri, seorang 
wnaita hanya boleh mempunyai seorang suami 
(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami 
untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki 
oleh pihak yang bersangkutan 
Pengaturan poligami berlanjut pada Pasal 4 ayat (2) 
sebagai berikut: 
Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya 
memberikan izin kepada seorang suami yang akan 
beristri lebih dari seorang apabila: 
(a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebgaai 
istri 
(b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 
dapat disembuhkan 
(c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan 
 
 Adapun persyaratan dalam pengajuan permohonan 
poligami di pengadilan dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) 
bahwa: 
 Untuk dapat mengajukan permohonan kepada 
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 




ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri 
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 
keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-
anak mereka 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.  
 Rentetan pengaturan poligami di atas merupakan 
salah satu bentuk perlindungan perempuan dalam keluarga. 
Bahwasanya suami tidak akan semudah itu berpoligami 
karena diikat oleh berbagai persyaratan yang tidak mudah, 
antara lain harus ada izin dari istri dan alasannya harus jelas 
sebagaimana diatur dalam UU. Selain itu, juga harus ada 
jaminan kemampuan suami untuk menghidupi lebih dari 
satu keluarga dan harus berlaku adil terhadap istri-istrinya.  
Usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) 
Undang-undang Perkawinan sebagaimana bunyi pasalnya 
sebagai berikut: 
Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 
mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak 
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.  
Pengaturan ini merupakan salah satu bentuk 
perlindungan terhdap perempuan karena perempuanlah 
yang sering menjadi korban dinikahkan di bawah umur 
terutama pada keluarga yang memiliki keterbatasan dari sisi 
ekonomi dan penddidikan. Menikahkan anak di bawah umur 





tanggung jawab keluarganya. Adanya pengaturan tersebut 
yang kemudian diperbarui dalam Undang-undang baru yaitu 
baik pria maupun perempuan sama-sama berusia 19 tahun 
baru bisa menikah juga memperlihatkan kesetaraan antara 
antara laki-laki dan perempuan 
Bidang lainnya yang diatur dalam Undang-undang 
Perkawinan adalah tentang harta bersama. Hal ini diatur 
dalam Pasal 35, 36 dan 37 sebagai berikut: 
Pasal 35: 
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan 
menjadi harta benda bersama 
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri 
dan harta benda yang diperoleh masing-masing 
sebgaai hadiah atau warisan adalah di bawah 
penguasaan masing-masing si penerima 
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.    
Pasal 36: 
(1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat 
bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.  
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami 
dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk 
melakukan perbuatan hukum mengenai harta 
bendanya. 
Dilanjutkan Pasal 37: 
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta 
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. 




Pengaturan harta bersama tersebut memberikan 
perlindungan terhadap istri terhadap kepemilikan harta 
perkawinan, yaitu harta yang diperoleh sejak perkawinan 
berlangsung. Meskipun harta itu misalnya sepenuhnya 
dihasilkan oleh suami, namun istri tetap memiliki hak 
atasnya. Bila terjadi perceraian atau salah satu pihak 
meninggal dunia maka pihak yang lain berhak separuh (1/2) 
dari harta tersebut. Hal ini merupakan sebuah terobosan 
penting dalam hukum perkawinan Indonesia karena tidak 
dijumpai dalam aturan-aturan perkawinan sebelumnya, 
terutama dalam fikih klasik. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 92 
ditegaskan: 
Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak 
diperbolehkan menjual atau memindahkan harta 
bersama 
 
Selanjutnya Pasal 97 KHI: 
Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak 
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 
Sedangkan pengaturan tentang keharusan perceraian 
di muka pengadilan diatur dalam Pasal 39 Undang-undang 
Perkawinan sebagai berikut: 
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan 
telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 





Pengaturan ini cukup memberikan perlindungan 
kepada perempuan karena suami akan menjadi terbatasi 
dalam menceraikan istrinya kapan dan di mana saja 
sebagaimana sebelum keluarnya Undang-undang 
Perkawinan tersebut.  
Selain pengaturan hal-hal yang bersifat pembaruan 
pada beberapa poin di atas, Undang-undang Perkawinan 
juga menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban, 
kedudukan dan hak yang seimbang. Sebagaimana diatur 
dalam Pasal 30 dan 31 sebagai berikut: 
Pasal 30: 
Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk 
menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar 
dari susunan masyarakat. 
 
 Pasal 31: 
1. Hak dan Kedudukan Istri adalah seimbang dengan 
hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah 
tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat 
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan 
perbuatan hukum 




Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin 
yang satu kepada yang lain. 
 




Pasal 34 UU Perkawinan yang masih menegaskan 
kewajiban suami dan istri berbunyi sebagai berikut: 
 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan 
segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga 
sesuai dengan kemampuannya 
 2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-
baiknya 
 3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya 
masing-masingdapat mengajukan gugatan kepada 
pengadilan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, 1974) 
Menelaah poin-poin penting yang telah dipaparkan di 
atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan 
telah mengakomodir nilai-nilai pembaruan sebagai 
tercermin dalam aturan-aturan baru yang belum ada yang 
sebelumnya. Nilai-nilai baru tersebut tampaknya secara 
garis besar dalam rangka memberikan perlindungan 
terhadap perempuan. Hanya saja, di lain sisi masih terdapat 
aturan-aturan dalam Undang-undang Perkawinan yang 
perlu ditinjau ulang. Sebagaimana hasil penelitian Disertasi 
Asni menemukan beberapa poin yang perlu diperbarui 
antara lain pengaturan undang mengenai pola relasi suami 
istri, syarat-syarat poligami dan pencatatan perkawinan 
yang perlu diperketat lagi, dispensasi nikah yang 
pertimbangkan Kembali serta perlunya ditetapkan sanksi 







M. Perlindungan Anak dalam Perundang-undangan 
di Indonesia 
Sedangkan mengenai perlindungan anak, dapat 
digambarkan bahwa Indonesia sebagai bagian dari PBB 
telah menyatakan diri sebagai negara pihak Konvensi PBB 
tentang Hak Anak sejak Agustus 1990. Konsekwensinya, 
Indonesia harus menghormati dan menjamin hak anak tanpa 
diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 
Selanjutnya pada Tgl 26 Oktober 1998, dibentuklah Komisi 
Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) atas prakarsa 
Departemen Sosial RI, tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, 
Organisasi pemerintah dan non pemerintah, media massa, 
kalangan profesi serta dukungan Unicef. Tahun 2002, 
penyusunan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak.   Tahun 2014, disusun UU No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. Tahun 2016, diterbitkan Perppu No. 1 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
Dengan demikian, landasan hukum perlindungan 
anak dalam hukum nasional adalah sebagai berikut:  
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945,  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia,  
3. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
4. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 
No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
5. Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 




6. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak.  
7. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan 
8. KUHP 
9. Undang-undang Pengadilan Anak No. 3/1997 
Undang-undang Perlindungan Anak mengatur 
perlindungan dalam berbagai dimensi. Misalnya Pasal 2 UU 
PA menegaskan bahwa: 
Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan 
pancasila dan berlandaskan UUD Negara RI serta 
prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak 
meliputi: 
a. Non diskriminasi 
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak 
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan 
perkembangan, dan 
d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 UU 
PA) 
Prinsip-prinsip tersebut di atas harus menjadi 
perhatian sebagai suatu kesatuan prinsip dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak karena dalam 
prakteknya sering disalahpahami sehingga mengakibatkan 
hak-hak anak menjadi terdistorsi. Misalnya dengan alasan 
untuk memenuhi kepentingan terbaik si anak, prinsip 
penghargaan terhadap pendapat anak malah dilanggar. 
Contoh dalam hal ini adalah Ketika seorang anak hendak 
melanjutkan pendidikan, orang tua biasanya mendominasi 





si anak. Ironisnya, kadang-kadang orang tua memaksakan 
pilihannya kepada si anak, meskipun misalnya si anak 
condong untuk memilih jurusan lain, dengan alasan bahwa 
jurusan tersebut lebih menjamin masa depan anak. Di sini 
orang tua berdalih untuk kepentingan terbaik bagi si anak. 
Sementara di lain sisi anak memiliki pandangan atau pilihan 
sendiri yang sesuai dengan minat dan bakatnya. 
Contoh lainnya, bagi anak perempuan terkadang 
dinikahkan pada saat masih usia sekolah dengan alasan 
untuk kepentingan terbaik si anak. Orang tua misalnya 
menganggap bahwa pria yang melamar tersebut memiliki 
masa depan cerah, sehingga memilih untuk menikahkan 
anaknya tersebut meskipun si anak masih dalam usia 
sekolah. Apalagi jika ditambah dengan kekhawatiran si anak 
akan terjerumus dalam pergaulan bebas misalnya jika tidak 
cepat-cepat dinikahkan. Lagi-lagi dengan dalih, demi 
kepentingan terbaik si anak, sementara kepentingan anak 
untuk mendapatkan Pendidikan yang memadai tidak 
dipertimbangkan. sehingga memilih untuk menikahkan 
anaknya tersebut meskipun si anak masih dalam usia 
sekolah. 
Sedangkan Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 
menegaskan: 
Negara, pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat, 
keluarga dan orang tua wali berkewajiban dan 
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
perlindungan anak. (Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014) 




 Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan anak 
merupakan kewajiban bersama seluruh masyarakat, bukan 
hanya menjadi tugas pemerintah atau orang tua. Namun 
dibutuhkan sinergitas oleh masing-masing elemen baik 
pemerintah, orang tua dan keluarga lainnya, lembaga-
lembaga sosial maupun keagamaan serta masyarakat secara 
umum. Tanpa sinergitas yang baik, perlindungan anak yang 
optimal sulit diwujudkan. Jadi dibutuhkan komitmen dari 
semua kalangan untuk saling bersinergi dalam 
melaksanakan amanat Undang-undang tersebut. 
  Adapun Kewajiban dan tanggung jawab negara, 
pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan 
anak adalah sebagai berikut: 
1. Menghormati pemenuhan hak anak tanpa membeda-
bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, 
etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan 
kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.  
2. Memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak 
3. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang 
penyelenggaraan perlindungan anak.  
4. Pemerintah daerah berkewajiban dan 
bertanggungjawab untuk melaksanakan dan 
mendukung kebijakan nasional dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak di daerah 
5. Pemerintah daerah berupaya membangun 
kabupaten/kota layak anak (Pasal 21)  
6. Memberikan dukungan sarana, prasarana dan 
ketersediaan sumber daya manusia dalam 





7. memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali 
atau orang lain yang secara hukum bertanggung 
jawab terhadap anak. 
8. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. 
(Pasal 23) 
9. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam 
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan 
tingkat kecerdasan anak (pasal 24). 
Berdasarkan Pemaparan pasal-pasal di atas dapat 
disimpulkan bahwa kewajiban negara dalam melakukan 
perlindungan terhadap anak berada pada peneyediaan 
instrumen hukum dan kebijakan-kebijakan strategis yang 
bisa menjamin perlindungan hak-hak anak serta penyediaan 
sarana dan prasarana dan tenaga-tenaga handal sebagai 
unsur penting dalam mendukung pelaksanaan hak-hak anak. 
Langkah-langkah tersebut harus didasarkan pada keadilan 
dan kesamarataan tanpa boleh ada diskriminasi karena 
setiap anak memiliki hak-hak yang sama yang harus 
dipenuhi oleh negara. 
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap 
perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan 
peran masyarakat dalam penyelenggaraan 
perlindungan anak dengan melibatkan organisasi 
kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak 
(Pasal 25).  
Pasal ini merinci pihak-pihak yang semestinya 
terlibat dan mencurahkan perhatian pada perlindungan 
anak yang terdiri dari ormas, akademisi dan pemerhati anak. 
Tentunya ini hanya sebagai representasi dari pihak-pihak 




dalam masyarakat yang semestinya ikut bertanggung jawab 
dalam perlindungan anak, karena sesungguhnya 
perlindungan anak tersbeut menajdi kewajiban bersama, 
bukan hanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang 
disebutkan dalam pasal tersebut. 
Peran masyarakat baik perseorangan maupun 
kelompok, meliputi lembaga perlindungan anak, lembaga 
kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga 
Pendidikan, media massa serta dunia usaha. Peran 
masyarakat dilakukan dengan cara: 
- Memberikan informasi melalui sosialisasi dan 
edukasi mengenai hak anak dan peraturan 
perundang-undangan tentang anak 
- Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan 
yang terkait perlindungan anak 
- Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi 
pelanggaran hak anak 
- Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial bagi anak 
- Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut 
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan 
perlindungan anak 
- Menyediakan sarana dan prasarana serta 
menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh 
kembang anak 
- Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan 
negatif terhadap anak korban  
- Memberikan ruang kepada anak untuk dapat 





Titik tekan pada peran tersebut di atas adalah 
pentingnya keterlibatan masyarakat luas dalam melakukan 
perlindungan anak melalui peran-peran sosial yang dapat 
dilakukan, seperti aktif memberikan sosialisasi dan edukasi 
menganai hak-hak anak dan perangkat-perangkat hukum 
yang mengatur hak-hak tersebut. Harus diakui bahwa 
selama ini banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak 
anak yang disebabkan karena ketidaktahuan terhadap hak-
hak anak yang telah dijamin oleh undang-undang dan 
peraturan negara lainnya. Di sinilah pentingnya upaya-
upaya sosialisasi yang harus terus digalakkan agar 
masyarakat bisa teredukasi dengan baik dalam hal 
perlindungan anak sehingga tidak lagi terjadi kasus-kasus 
pelanggaran hak anak. 
Selain sosialisasi, upaya lain yang tak kalah 
pentingnya adalah pematauan dan pengawasan dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak. Tugas ini menuntut 
keterlibatan dan kepedulian semua kalangan karena wilayah 
hidup masyarakat yang begitu luas tidak mungkin akan 
cukup terpantau oleh petugas-petugas yang telah diberikan 
untuk melakukan mandat tersebut sehingga dibutuhkan 
kerja sama semua kalangan oleh berbagai lapisan 
masyarakat.  
Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab orang tua 
diuraikan dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak sebagai 
berikut:  
1. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi 
anak 
2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan 
kemampuan, bakat dan minatnya 




3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak 
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman 
nilai budi pekerti pada anak.  
Jelaslah bahwa kewajiban orang tua bukan hanya 
sebatas mengasuh dan merawat tetapi juga berkewajiban 
untuk mendidik anak, terutama dari sisi pembentukan 
karakter yang positif bagi anak. Terdapat kesalahpahaman 
di kalangan orang tua selama ini yang menganggap tugas 
mendidik anak menjadi tugas guru di sekolah, sehingga 
Ketika terdapat masalah yang dihadapi terkait pendidikan 
anak, yang disalahkan adalah gurunya. Padahal waktu yang 
dihabiskan anak di rumah lebih banyak di banding di 
sekolah. Olehnya itu antara guru dan orang tua harus saling 
bersinergi untuk memberikan Pendidikan terbaik bagi si 
anak.  
Dalam pasal ini juga yang dipakai istilah orang tua, 
berarti menunjuk kepada kedua belah pihak orang tuanya. 
Bukan hanya ditekankan pada sosok ibu, sebagaimana yang 
banyak dipahami selama ini. Sang ayah akan cenderung 
menyalahkan istrinya jika si anak dianggap tidak sesuai 
dengan harapannya, si ibu akan dicap sebagai ibu yang gagal, 
tidak becul dalam mendidik anak. Tanpa disadarinya, tugas 
mendidik anak adalah tugas bersama, ayah dan ibu. Pesan 
ini dapat dijumpai dalam beberapa ayat Al-Qur’an, antara 
lain yang menceritakan kisah Luqman al-Hakim dalam 
menanamkan karakter-karakter positif kepada putranya. 
Demikian juga perintah atau seruan untuk menjaga diri dan 
keluarga dari api neraka dialamatkan kepada ayah. Dari itu, 





berkolaborasi dalam pengasuhan dan Pendidikan terhadap 
anak, terutama Pendidikan karakter dan penanaman nilai-
nilai positif terhadap anak. 
Salah satu tugas keluarga yang juga ditekankan dalam 
pasal di atas adalah kewajiban untuk mencegah anak dari 
melangsungkan pernikahan di bawah umur. Hal ini tentunya 
justru bertolak belakang dengan realitas yang ada selama ini 
dimana justru kadang-kadang pihak keluarga terutama 
orang tualah yang punya inisiatif untuk menikahkan anak di 
bawah umur dengan berbagai pertimbangan. Entah karena 
persoalan ekonomi atau karena kekhwatiran terjerumus 
dalam pergaulan bebas atau karena ingin lepas dari 
tanggung jawab.   
Jika orang tua tidak ada, kewajiban dan tanggung 
jawab tersebut beralih kepada keluarga. (Pasal 26) 
 Pasal ini sebagail langkah antisipatif bilamana dalam 
kasus tertentu seorang anak sudah tidak memiliki orang tua 
maka tanggung jawab dalam hal pengasuhan, pendidikan, 
pembinaan karakter dan lain-lain beralih kepada keluarga 
yang lain. Intinya, setiap anak memiliki hak untuk 
dibesarkan, diasuh dan dididik secara layak dan optimal 
agar bisa bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang 
baik dan menjadi generasi unggul bangsa di masa depan. 
Selanjutnya topik penting dalam perlindungan anak 
adalah pemenuhan hak-hak anak. Adapun hak-hak anak 
dapat dilihat dalam urain di bawah ini: 




Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak PBB 
Tahun 1989: 
 1. Hak untuk bermain 
 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan 
 3. Hak untuk mendapatkan perlindungan 
 4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas) 
 5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan 
 6.Hak untuk mendapatkan makanan 
 7. Hak untuk mendapatkan akses Kesehatan  
   8. Hak untuk mendapatkan rekreasi 
   9. Hak untuk mendapatkan kesamaan 
   10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan 
  
Sedangkan Hak-hak Anak menurut UU Perlindungan 
Anak: 
1. Hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipsai 
secara wajar serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4) 
2. hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan (Pasal 5) 
3. hak beribadah menurut agamanya (Pasal 6) 
4. hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh 
oleh orangtuanya sendiri (pasal 7) 
5. Hak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan 
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual 
dan sosial (pasal 8) 
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (pasal 
9) 






8. Hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul, bermain dengan anak sebaya, berkreasi 
sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 11) 
9. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan 
pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi penyandang 
disabilitas (Pasal 12) 
10. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan 
diskriminasi, eksploitasi (ekonomi maupun seksual), 
penelantaran, kekejaman, kekerasan dan 
penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah, selama 
dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak 
manapun (Pasal 13)  
11. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada 
alasan yang sah (Pasal 14) 
12. Hak untuk memperoleh perlindungan dari: 
penyalahgunaan dalam kegiatan politik pelibatan 
dalam sengketa bersenjata pelibatan dalam peristiwa 
yang mengandung  unsur kekerasan pelibatan  dalam 
peperangan kejahatan seksual (Pasal 15) 
13. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman 
yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai 
hukum. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana 
penjara anak hanya dilakukan sesuai hukum yang 
berlaku dan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16)  
 
Jelaslah bahwa hak-hak anak meliputi hak-hak yang 
bersifat pribadi terkait  eksistensinya sebagai manusia, 
seperti hak untuk memiliki nama, beragama dan 
berkeyakinan juga hak-hak sebagai makhluk sosial seperti 
bergaul, bermain, berekreasi dan lain-lain. Juga hak-hak 




penting berupa perlindungan diskriminasi, penyiksaan, 
penganiayaan dan lain-lain. Upaya perlindungan terhadap 
anak harus memastikan pemenuhak hak-hak tersebut. 
 
Undang-undang Perlindungan Anak juga mengatur 
perlindungan khusus terhadap anak, dimana dalam UU ini 
dijelaskan bahwa perlindungan khusus merupakan 
perlindungan yang diberikan kepada anak yang berada 
dalam kondisi khsusus atau kondisi tertentu untuk 
mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang 
membahayakan diri dan jiwa serta tumbuh kembang anak. 
(Pasal 1 point 15). Perlindungan khusus terhadap anak 
diatur dalam Pasal 59-71 UU PA 
Adapun anak-anak yang diberikan perlindungan 
khusus adalah  
a. Anak dalam situasi darurat 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum 
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi 
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau 
seksual 
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psoktropika dan zat adiktif 
lainnya 
f. Anak yang menjadi korban pornografi 
g. Anak dengan HIV/AIDS 
h.  Anak korban penculikan, penjualan dan atau 
perdagangan 
i.  Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis 
j.  Anak korban kejahatan seksual 





l.  Anak penyandang disabilitas 
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran 
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang 
o.  Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari 
pelabelan terkait dengan kondisi 
orangtuanya(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.) 
Intinya, anak-anak yang diberikan perlindungan 
khusus adalah anak-anak yang berada dalam kondisi tidak 
normal atau menghadapi kondisi yang tidak normal 
sehingga membutuhkan tretmen berupa perlakuan khusus 
dalam rangka menjamin pemenuhan hak-haknya.  
Selanjutnya mekanisme perlindungan khusus 
tersebut diatur dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 59 A 
yang pada intinya dilakukan melalui mekanisme 
penanganan yang cepat, seperti pengobatan atau rehabilitasi 
secara fisik, psikis maupun sosial serta pencegahan penyakit 
dan gangguan Kesehatan lainnya. Tak kalah pentingnya 
pendampingan psikososial, bantuan sosial bagi yang tidak 
mampu serta pendampinga pada proses peradilan.  
Pasal 62 mengatur perlindungan khusus bagi anak 
yang menjadi korban kerusuhan, korban bencana dan anak 
dalam sitausi konflik bersenjata melalui mekanisme sebagai 
berikut: 
- pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, 
pemukiman, Pendidikan, Kesehatan, rekreasi, 
keamanan 




- pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang 
menyandang cacat dan mengalami gangguan 
psikososial. (Pasal 62 UU PA) 
Sedangkan Pasal 65 mengatur perlindungan khusus 
bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi yang 
dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk 
dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan 
melaksanakan ajaran agamanya dan menggunakan 
bahasanya sendiri. (Pasal 65 UU PA) 
Sedangkan perlindungan khusus bagi anak yang 
dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual diatur dalam 
Pasal 66 melalui mekanisme : 
- penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan perlindungan anak yang diekspoitasi 
secara ekonomi dan atau seksual 
- pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi 
- pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, 
LSM dan masyarakat dalam penghapusan 
eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan 
atau seksual 
 
(Pasal 65 UU PA) 
Pemberian perlindungan khusus bagi anak yang 
mengalami eksploitasi ekonomi apalagi seksual 
sangat urgen mengingat banyaknya kasus eksploitasi 
seksual dan ekonomi yang terjadi selama ini. 
Perlindungan yang diberikan bisa dalam bentuk 





eksploitasi tidak menyadari kalua dirinya 
terperangkap dalam eksploitasi tersebut akibat 
keterbatasan pemahaman yang dimilikinya serta 
tidak paham apa saja hak-haknya dan bagaimana 
mencari solusi atas amsalah yang dihadapinya. 
 
Selanjutnya upaya-upaya perlindungan khusus diatur 
dalam UU Perlindungan Anak sebagai berikut: 
- Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi 
korban penyalahgunaan narkotika narkotika, 
alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya 
yang dilakukan melalui upaya pengawasan, 
pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. (Pasal 
67) 
- Perlindungan khusus terhadap anak yang 
menjadi korban pornografi melalui mekansime 
pembinaan, pendampingan, serta pemulihan 
sosial , Kesehatan fisik dan mental. (Pasal 67 B) 
- Perlindungan khusus bagi anak dengan 
HIV/AIDS dilakukan melalui upaya 
pengawasan, pencegahan, pengobatan, 
perawatan, dan rehabilitasi (Pasal 67 C) 
- Perlindungan khusus bagi anak korban 
penculikan, penjualan dan atau perdagangan 
dilakukan melalui upaya pengawasan, 
perlindungan, pencegahan, perawatan dan 
rehabilitasi Pasal 68 
- Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan 
terorisme dilakukan melalui upaya edukasi 
tentang pendidikan, ideologi dan nilai 




nasionalisme, konseling tentang bahaya 
terorisme,. rehabilitasi sosial dan 
pendampingan sosial (Pasal 69 B) 
- Perlindungan khusus bagi anak penyandang 
disabilitas dilakukan melalui upaya perlakuan 
anak secara manusiawi sesuai dengan martabat 
dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, 
perlakuan yang sama dengan anak  lainnya 
untuk mencapai integrasi sosial sepenuh 
mungkin dan pengembangan individu dan 
pendampingan sosial (Pasal 70) 
- Perlindungan khusus bagi anak korban 
perlakuan salah dan penelantaran dilakukan 
melalui upaya pengawasan, pencegahan, 
perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan 
pendampingan sosial(Pasal 71) 
- Perlindungan khusus bagi anak dengan prilaku 
sosial menyimpang dilakukan melalui 
bimbingan nilai agama dan nilai sosial, 
konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan 
sosia 
- Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi 
korban stigmatisasi dari pelabelan terkait 
dengan kondisi orangtuanya dilakukan melalui 
konsleing, rehabilitasi sosial, dan 
pendampingan sosial. (Pasal 71 B) 
Demikianlah uraian mengenai perlindungan khusus 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan 
Anak. Hal ini tentunya sangat penting, karena dalam kondisi 





yang berada dalam kondisi-kondisi khusus, bukan hanya 
dalam rangka menjaga anak dapat tetap terpenuhi hak-
haknya, tetapi juga bagaimana menyelamatkan mereka dari 
kondisi yang tidak menguntungkan tersebut sehingga 
jaminan keselamatan dan keamanan tetap harus menjadi 
prioritas utama. 
Selanjutnya masalah penting lainnya yang diatur 
dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah mengenai 
ketentuan-ketentuan pidana bagi para pelaku pelanggar 
hak-hak anak, sebagaimana akan dijabarkan di bawah ini:  
- Memperlakukan anak secara diskriminatif, termasuk 
anak penyandang disabilitas, dipidana dengan 
penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling 
banyak 100 juta (Pasal 77) 
- Sengaja melakukan aborsi tanpa alasan atau tata cara 
yang dibenarkan, dipidana dengan penjara paling 
lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 milyar 
rupiah (Pasal 77A) 
- Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh 
melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan 
penelantaran, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta, 
(pasal 77 b) 
- Mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam 
situasi darurat, anak tereksploitasi secara ekonomi 
dan seksual, anak yang diperdagangkan, atau anak 
korban kekerasan, padahal anak tersebut 
memerlukan pertolongan dan harus dibantu, 
dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun 
dan/atau denda paling banyak 100 juta.  




- Melakukan pengangkatan anak yang bertentangan 
dengan ketentuan, dipidana penjara paling lama 5 
tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta. 
- Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan kekerasan 
terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling 
banyak 72 juta. 
- Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling 
singkat 5 tahun dan denda paling banyak 5 Milyar. 
-  Jika pelakunya adalah orang tua, wali, pengasuh, 
pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga pelaku 
yang sudah pernah dipidana, pidananya ditambah 
1/3. (pasal 81). 
- Penambahan hukuman 1/3 dari ancaman pidana jika 
pelaku juga pernah dipidana dalam kasus yang sama 
- Jika menimbulkan korban lebih dari 1, 
mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit 
menular, terganggu dan hilangnya fungsi reproduksi 
dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana 
mati, seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun (Perpu 
No. 1 Tahun 2016). 
- Selain dikenai pidana tersebut, pelaku dapat pula 






- Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dan (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri 
kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik 
- Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi 
pelaku anak  
- Tindakan dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk 
jangka waktu 2 tahun dan dilaksanakan setelah 
terpidana menajalani pidana pokok 
Ancaman pidana yang diatur dalam UU Perlindungan 
Anak di atas dalam perkembangannya kemudian terdapat 
sejumlah Pasal dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 yang 
beberapa waktu kemudian disahkan mennjadi UU No. 17 
tahun 2016. Adapun ketentuan-ketentuan yang diperbarui 
adalah sebagai berikut: 
- Pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur 
hidup jika tindak pidana kekerasan seksual 
menimbulkan korban lebih dari 1 orang 
mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit 
menular, terganggu dan hilangnya fungsi reproduksi 
- Pidana tambahan berupa pengumuman identitas 
pelaku 
- Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat 
elektronik  
- Penambahan hukuman sebanyak 1/3 juga dikenakan 
kepada pelaku yang sudah pernah dipidana 
sebelumnya 
- Penambahan hukuman 1/3 juga berlaku pada orang-
orang yang mempunya hubungan keluarga (bukan 
hanya ortu/wali), aparat yang menangani 
perlindungan anak, atau jika pelaku lebih dari 1 
orang dan melakukan secara bersma-sama (Perpu 




No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, n.d.) 
Demikian beberapa poin yang diperbarui dalam 
Perpu tersebut. Intinya pembaruan tersebut dalam rangka 
memperberat ancaman pidana bagi pelaku pelanggar hak-
hak anak, terutama pelaku kekerasan seksual terhadap anak 
yang semakin merajalela di mana Indonesia dinilai berada 
dalam kondisi darurat kejahatan seksual terhadap anak.  
Selanjutnya perlindungan anak diatur dalam UU No. 
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang.  Perdagangan orang yang biasa juga 
diistilahkan dengan trafficking merupakan sebuah kejahatan 
kemanusiaan yang banyak menimpa perempuan dan anak 
khususnya mereka yang berlatar belakang Pendidikan dan 
ekonomi kurang memadai. Bahaya trafficking cukup 
mengancam karena dilakukan oleh sindikat yang sudah 
sangat terorganisir.  
Trafficking adalah tindakan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
penggunaaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 
dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk 
tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.( 





Trafficking bisa dalam bentuk kemasan sebagai 
pembantu rumah tangga, sebagai pekerja di tempat-tempat 
hiburan atau usaha lain, sebagai pekerja seks, untuk industri 
pornografi dengan dalih model iklan, artis atau penyanyi, 
sebagai pengedar obat terlarang yang didahului 
ketergantungan, buruh migran, kontrak perkawinan, 
perdagangan bayi.  
Ancaman Pidana Pelaku Trafficking diatur dalam 
Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 sebagai berikut:  
Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling 
lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 
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PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 
ANAK DALAM PENEGAKAN HUKUM DI 
INDONESIA 
 
ada bab sebelumnya telah dipaparkan kedudukan 
perempuan dan anak dalam hukum di Indonesia. 
Pada bab ini akan diurai penerapan prinsip-prinsip 
perlindungan perempuan dan anak dalam penegakan 
hukum. Seperti telah disinggung dalam bab-bab awal bahwa 
instrumen hukum yang telah dibentuk negara tidak 






perlindungan atas perempuan dan anak karena penegakan 
hukum mengharuskan adanya dukungan yang kuat tidak 
hanya dari sisi substansi hukum tetapi juga penguatan dari 
sisi struktur hukum dan kultur hukum. Bekerjanya hukum 
dalam masyarakat menghendaki kolaborasi antara ketiga 
sistem tersebut.  
Berbicara tentang penegakan hukum perempuan dan 
anak di Indonesia, beberapa hasil penelitian menunjukkan 
belum terwujudnya hal tersebut secara maksimal. Penelitian 
Sulistyowati Irianto dan tim menemukan bahwa penegakan 
hukum yang berperspektif perempuan tak jarang menemui 
kesulitan-kesulitan tersendiri. Hambatan tersebut terutama 
terletak pada sumber daya manusia. Bahwasanya aparatur 
penegak hukum yang berperspektif perempuan jumlahnya 
masih terbatas. Hambatan lainnya adalah dari sisi fasilitas 
yakni keterbatasan sarana dan prasarana khususnya ruang 
sidang, menyebabkan seringnya terjadi penundaan 
persidangan yang melibatkan perempuan. Pengadilan tak 
jarang lebih memprioritaskan pada perkara yang menyita 
perhatian publik atau dinilai lebih penting. Perkara-perkara 
menyangkut perempuan sebagian ditangani oleh hakim 
tunggal, bukan hakim majelis. Hambatan selanjutnya adalah 
dalam proses peradilan sebagian aparatur hukum 
khususnya hakim masih sering ditemui melakukan 
pelanggaran-pelanggaran etika seperti menerima sms di 
ruang sidang, melakukan kekerasan terhadap pelaku, 
menggunakan bahasa yang tidak semestinya ketika meminta 
keterangan dari korban. Hambatan selanjutnya adalah 
perempuan yang terlibat dalam proses peradilan rentan 
terhadap tindakan diskriminasi, bahkan tak jarang 




mengalami kekerasan fisik maupun psikis, baik dalam 
posisinya sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dalam 
kasus-kasus tertentu, perempuan yang menjadi terdakwa 
selain mendapatkan hukuman atas tindak pidana yang 
dilakukannya, mereka juga mendapatkan pembatasan dalam 
bentuk ucapan, tindakan dan perlakuan. (Irianto, 2006) 
Terkhusus dalam kasus KDRT, sebagian hakim masih 
condong menggunakan Pasal 356 KUHP ketimbang 
menerapkan pasal-pasal yang termaktub dalam Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PKDRT. (Irianto, 
2006) Sikap semacam ini tentunya merugikan perempuan 
sebagai korban yang semestinya mendapatkan keadilan 
melalui UU PKDRT namun harus tunduk pada putusan 
hakim yang berpegang pada KUHP. Padahal, telah 
disahkannya UU PKDRT seharusnya dimanfaatkan dengan 
baik oleh hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-
adilnya kepada korban KDRT yang didominasi oleh kaum 
perempuan. 
Menurut Niken Savitri, penegakan hukum di 
Indonesia secara umum belum memberikan putusan yang 
adil kepada perempuan karena mereka yang terlibat dalam 
penegakan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang 
masih berpikir secara patriarkhis. (Savitri, 2008) 
Kondisi ini menjadi indikator bahwa struktur hukum 
dalam hal ini aparatur hukum sangat dipengaruhi oleh 
kultur yang melingkupinya. Makanya sangat tepat jika kajian 
perlindungan hukum yang ideal seharusnya menitikkan 
perhatian juga pada kultur hukum. Kultur hukum 





substansi dan struktur hukum yang sama-sama melibatkan 
manusia, sementara manusia adalah makhluk yang hidup 
dalam lingkungan budaya tertentu.      
Demikian halnya penegakan hukum terhadap 
perlindungan anak dinilai belum maksimal sebagaimana 
tercermin dari masih tingginya angka kekerasan terhadap 
anak terutama yang sangat memprihatinkan adalah 
kekerasan seksual terhadap anak dan juga semakin 
meningkatnya kasus perdagangan anak dan berbagai 
bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anak lainnya.(Windari, 
n.d.) Hal ini tentunya terkait dengan berbagai hal, khususnya 
pada sistem perlindungan hukum yang dikembangkan. 
Ulasan di bawah ini akan menguraikan perlindungan hak-
hak perempuan dan anak dalam sistem penegakan hukum di 
Indonesia yang terdapat dalam produk-produk hukum 
nasional. 
A. Perlindungan Perempuan dalam Penegakan Hukum 
Perlindungan terhadap perempuan dalam penegakan 
hukum terkait dengan upaya-upaya pemenuhan hak-hak 
perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik dalam 
hukum perdata maupun pidana. Penegakan hukum itu 
sendiri terkait dengan keberadaan aparat penegak hukum. 
Dalam perkara pidana misalnya, terkait dengan kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan hingga pemasyarakatan yang meliputi 
rangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan di muka sidang hingga pelaksanaan putusan. 
Terkhusus perlindungan perempuan di pengadilan, meliputi 
dua hal pokok yaitu perlindungan dalam proses 
pemeriksaan di pengadilan maupun perlindungan dalam 




pemberian putusan. Perlindungan pada kedua dimensi ini 
terkait erat dengan sikap atau tindakan aparat penegak 
hukum terutama hakim yang memiliki posisi sentral dan 
menentukan dalam memberikan pelrindungan terhadap 
perempuan. Sementara wilayah hukum perlindungan 
menyangkut segala aspek hukum baik dalam kasus-kasus 
pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. 
Mekanisme perlindungan secara khusus dalam 
proses penegakan hukum, dapat dijumpai dalam kasus 
KDRT. Khusus dalam kasus KDRT, perlindungan terhadap 
perempuan korban KDRT dalam proses penegakan hukum, 
diatur dalam Pasal 13 UU PKDRT sebagai berikut: 
Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, 
pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 
fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan 
upaya: 
a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor 
kepolisian  
b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial 
dan pembimbing rohani 
c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan 
mekanisme kerja sama program pelayanan yang 
melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; 
dan 
d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, 
dan teman korban. (Pasal 13 UU PKDRT) 
Dari uraian pasal di atas tampak bahwa perlindungan 
terhadap korban KDRT meliputi pemberian fasilitas khusus 





penyediaan tenaga-tenaga khusus yang kompeten di 
bidangnya untuk meringankan beban korban serta 
mekanisme pelayanan yang mudah diakses dan jaminan 
keamanan bagi korban dan pihak-pihak yang terkait dengan 
penyelesaian kasusnya. 
Selanjutnya dalam Pasal 16 UU PKDRT ditegaskan: 
(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) 
jam terhitung sejak mengetahui atau menerima 
laporan kekerasan dalam rumah tangga, 
kepolisian wajib segera memberikan 
perlindungan sementara pada korban. (Pasal 16 
UU PKDRT) 
Kemudian Pasal 17: 
Dalam memberikan perlindungan sementara, 
kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga 
kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, 
dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi 
korban (Pasal 17 UU PKDRT) 
Pasal 18: 
Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada 
korban tentang hak korban untuk mendapat 
pelayanan dan pendampingan. (Pasal 18 UU PKDRT) 
Pasal 19: 
Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan 
setelah mengetahui atau menerima laporan tentang 
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 19 
UU PKDRT) 




Rangkaian pasal di atas menegaskan mekanisme 
perlidungan yang diberikan kepada korban KDRT. Dari pasal 
tersebut tampak bahwa penanganan kasuk KDRT harus 
dilakukan secara gercep (gerakan cepat)dan melibatkan 
pihak-pihak tertentu seperti tenaga kesehatan, pekerja 
sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani dan lain-
lain. Hal ini cukup bisa dipahami karena dampak KDRT tidak 
hanya pada fisik tetapi juga mengakibatkan trauma psikis 
atau kejiwaan sehingga perlu dipulihkan agar tidak 
berdampak pada trauma berkepanjangan. Makanya 
keberadaan pendamping-pendamping tersebut menjadi 
penting adanya.  
Pasal 25: 
Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, 
advokat wajib: 
a. memberikan konsultasi hukum, yang mencakup 
hak-hak korban dan proses peradilan,  
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang 
pengadilan dan membantu korban untuk secara 
lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah 
tangga yang dialaminya; atau 
c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak 
hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial 
agar proses peradilan berjalan sebgaiamana 
mestinya. (Pasal 25 UU PKDRT) 
Tak kalah pentingnya adalah keberadaan advokat 
yang ternyata wilayah kerjanya dalam penanganan kasus 





hukum tetapi juga harus memastikan proses pendampingan 
oleh tenaga-tenaga pendukung lainnya seperti pekerja sosial 
berjalan secara lancer sehingga otomatis tidak akan 
menghambat proses peradilannya. 
 
Pasal 26: 
(1) Korban berhak melaporkan secara langsung 
kekerasan dalam rumah tangga kepada Kepolisian 
baik di tempat korban berada maupun di tempat 
kejadian perkara 
(2) Korban dapat memberi kuasa kepada keluarga 
atau orang lain untuk melaporkan kekerasan 
dlaam rumah tangga kepada Kepolisian baik di 
tempat korban berada maupun di tempat kejadian 
perkara (Pasal 25 UU PKDRT) 
 
Pengaturan ini terkait dengan posisi KDRT sebagai 
delik aduan, bahwa penanganannya akan dilakukan jika ada 
pengaduan dari korban, baik pengaduan tersebut dilakukan 
secara langsung oleh korban maupun melalui pihak yang 
dikuasakan untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal di 
atas. Suatu hal yang cukup membantu adalah, pelaporan 
tersebut dapat dilakukan secara fleksibel, apakah dilakukan 
di tempat mana korban berada atau bisa juga di tempat 
KDRT tersebut berlangsung. 
Terkait dengan perlindungan oleh pengadilan, diatur 
dalam Pasal 28 sebagai berikut: 
Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 
hari sejak diterimanya permohonan wajib 
mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah 




perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, 
kecuali ada alasan yang patut. (Pasal 25 UU PKDRT) 
 
Selanjutnya Pasal 31 mengatur:  
(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, 
pengadilan dapat mempertimbangkan untuk: 
a. Menetapkan suatu kondisi khusus; 
b. Mengubah atau membatalkan suatu kondisi 
khusus dari perintah perlindungan(Pasal 25 UU 
PKDRT) 
Kedua pasal ini mengkhususkan peran pengadilan 
dalam memberikan perlindungan tidak hanya kepada 
korban KDRT tetapi juga kepada anggota keluarga lain. 
Pasal 35: 
(1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya 
melakukan penahanan tanpa surat perintah 
terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar 
perintah perlindungan, walaupun pelanggaran 
tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu 
bertugas. (Pasal 25 UU PKDRT) 
Pasal ini merupakan Langkah antisipatif terhadap 
upaya pihak-pihak tertentu yang melanggar perintah 
perlindungan. Undang-undang tampaknya memberikan 
kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan 
penahanan terhadap pihak-pihak tersebut.  
Selain perlindungan yang diatur dalam UU PKDRT, 





Perlindungan Saksi dan Korban yakni Undang-Undang No. 
13 Tahun 2006 kemudian diperbarui dengan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menegnai Perlindungan 
Saksi dan Korban. Perlindungan khususnya dilakukan oleh 
LPSK. 
Pasal 5 UU PSK menegaskan: 
Seorang saksi dan korban berhak: 
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, 
keluarga dan harta bendanya serta bebas dari 
ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang 
akan, sedang atau telah diberikannya 
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan 
bentuk perlindungan dan dukungan keamanan 
c. memberikan keterangan tanpa tekanan 
d. mendapat penerjemah 
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat 
f. mendapat informasi mengenai perkembangan 
kasus 
g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan 
h. mendapat informasi dalam hal terpidana 
dibebaskan 
i. dirahasiakan identitasnya 
j. mendapat identitas baru 
k. mendapat tempat kediaman sementara 
l. mendapat tempat kediaman baru 
m. memperoleh penggantian biaya transportasi 
sesuai dengan kebutuhan 
n. mendapat nasehat hukum 




o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara 
sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan 
atau 
p. mendapat pendampingan (Pasal 5 UU PSK) 
Pasal di atas secara rinci menguraikan sejumlah hak 
atas korban dan saksi dari sebuah tindak pidana yang 
ternyata cukup komplit. Intinya juga adalah pemberian hak 
perlindungan khususnya perlindungan keamanan diri dan 
keluarga serta hartanya, perlindungan dalam proses 
pemeriksaan, perlindungan atas hak-hak untuk 
mendpaatkan informasi baik mengenai perkembangan 
kasusnya, putusan pengadilan maupun pembebasan 
terpidana. Bahkan, hak-hak yang bersifat privacy seperti 
dirahasiakan identitasnya serta mendapat identitas baru. Di 
smaping juga hak-hak tertentu berupa fasilitas kediaman 
sementara atau kediaman baru dan biaya transportasi 
menurut keperluannya serta biaya hidup selama 
berlangsungnya proses perlindungan. Tak kalah pentingnya 
adalah hak mendapatkan nasehat hukum dan 
pendampingan. 
Pasal 9: 
Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada 
dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan 
hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir 
langsung di pengadilan tempat perkara tersebut 
sedang diperiksa. (Pasal 9 UU PSK) 
Selain perlindungan-perlindungan yang telah 
diuraikan di atas, perlindungan secara khusus juga diberikan 





tidak hadir secara langsung dalam pemeriksaan. Ia bisa 
memberikan keterangan secara tertulis maupun melalui 
perangkat elektronik, demi menghindari dampak-dampak 
negatif terutama trauma psikologis yang semakin berat, 
misalnya jika ia harus bertemu dengan pelaku. 
Demikian perlindungan terhadap perempuan dalam 
kasus pidana, khususnya dalam kasus KDRT. Namun dalam 
implementasinya, belum semua korban KDRT telah 
mendapatkan perlindungan yang memadai disebabkan 
berbagai kendala yang masih menghadang antara lain:  
1. Perangkat hukum yang belum maksimal 
Harus diakui masih terdapatnya keterbatasan-
keterbatasn dalam perangkat hukum kita 
mengakibatkan belum maksimalnya upaya 
perlindungan terhadap perempuan sebagai korban 
KDRT 
2. Korban yang takut berhadapan dengan aparat hukum 
Terutama bagi masyarakat kalangan tertentu yang 
belum terbiasa berinteraksi dengan aparat hukum, 
tentunya hal tersebut menjadi hambatan tersendiri. 
Apalagi jika sikap aparat bersangkutan tidak 
mengayomi, tetapi malah balik menyalahkan korban 
sebagai pemicu timbulnya KDRT yang dialaminya, 
tentunya akan semakin memperburuk citra dan 
image aparat di mata korban.   
3. Ketergantungan ekonomi 
Istri yang hanya mengandalkan penghasilan suami 
dalam pemenuhan nafkah keluarga, tentunya akan 
berpikir berkali-kali jika harus melaporkan 
perbuatan suaminya karena yang ada dalam 




bayangannya, bagaimana jika suaminya ditahan atau 
bahkan dipenjara, bagaimana nasibnya dengan anak-
anaknya, dari mana mereka akan mendapatkan 
pemenuhan kehidupan sehari-hari. 
4. Ancaman pelaku 
KDRT yang biasanya disebabkan karena adanya relasi 
kuasa antara pelaku dengan korban akan 
menghadirkan rentetan akibat yang berpusat pada 
pola relasi tersebut. Misalnya suami sebagai pelaku 
dalam posisi yang dominan tentunya akan 
memanfaatkan kondisi tersebut sehingga dengan 
seenaknya saja mengancam pelaku jika berani 
melaporkan tindakan KDRT yang dilakukannya.    
5. KDRT sebagai delik aduan 
KDRT dalam berbagai bentuknya, baik berupa 
kekerasan fisik, kerasan fsikis, kekerasan seksual, 
merupakan delik aduan. Hal ini ditegaskan dalam 
Pasal 51, 52 dan 53 UU PKDRT. Pengaturan ini 
tentunya cukup merepotkan bagi korban yang harus 
melakukan pengaduan terlebih dahulu jika kasus 
KDRT yang dialaminya akan ditangani oleh apparat 
terkait.  
6. Banyak Korban KDRT yang tidak melapor atau 
mencabut laporannya 
Tidak semua korban KDRT berani melaporkan tindak 
KDRT yang dialaminya. Ketakutan menghadapi 
proses peradilan yang Panjang, rasa malu, 
ketidakterwakilan korban, rasa malu dan sistem 
sanksi yang tidak efisien menjadi Sebagian dari 





Kalaupun dilaporkan, banyak yang 
dicabut.(Wulandari, 2010) 
Langkah pencabutan laporan tersebut biasanya 
muncul atas keinginan intenal korban namun bisa 
jadi juga karena adanya pengaruh atau saran dari 
pihak keluarga dekat. Namun yang mengkhawatirkan 
jika pencabutan dilakukan akibat tekanan atau 
bahkan ancaman dari pelaku. 
7. Kesulitan dalam Pembuktian karena KDRT terjadi di 
ruang domestik 
Pasal 55 UU PKDRT telah menggariskan bahwa 
keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup 
untuk membuktikan bersalahnya terdakwa apabila 
disertai dengan suatu alat bukti lainnya.  Jadi, 
keterangan saksi korban saja tidak cukup tetapi 
kesempurnaan nilai pembuktiannya harus dilengkapi 
dengan alat bukti lainnya. Sementara kita ketahui 
bersama bahwa KDRT terjadi dalam lingkup 
domestik rumah tangga sehingga cenderung tertutup 
dari akses pihak lain. Apalagi misalnya jika kekerasan 
tersebut dilakukan dalam kamar pribadi yang 
tentunya orang-orang dalam rumah saja tidak bisa 
mengaksesnya. Hal ini tentunya akan berdampak 
pada kesulitan pembuktian. Terkait dengan hal ini, 
penelitian penulis di Pengadilan Agama Kendari 
beberapa waktu lalu menemukan bahwa banyak istri 
yang mengajukan perceraian yang sebenarnya dipicu 
oleh KDRT namun tidak menjadikan hal tersebut 
sebagai alasan gugatan cerai karena mereka khawatir 
akan kesulitan dalam pembuktian, sehingga mereka 




lebih memilih cekcok sebagai alasan ketimbang 
memasukkan KDRT tersebut.(Asni, 2014) 
Tidak hanya dalam kasus KDRT, perlindungan secara 
umum dalam kasus hukum pidana misalnya dapat dilakukan 
oleh para aparat penegak hukum antara lain dengan cara 
menjaga sikap dalam melakukan pemeriksaan terhadap 
korban maupun pelaku perempuan. Apalagi hakim, harus 
dijaga sebisa mungkin agar tidak mengeluarkan pertanyaan 
maupun pernyataan yang memojokkan. Selain itu, aparat 
terkait juga harus memperhatikan hak-hak korban maupun 
pelaku seperti hak untuk memperoleh jasa penasehat 
hukum dengan cara memberikan informasi atau 
menawarkan bantuan posbakum kepada korban atau 
terdakwa. 
Sedangkan dalam wilayah hukum perdata, khususnya 
dalam bidang hukum perkawinan di Pengadilan Agama, 
bentuk-bentuk perlindungan antara lain dalam kasus 
perceraian, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang 
antara lain adalah sebagai berikut:  
1. Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama Yang 
Mewilayahi Tempat Kediaman Istri   
 Bahwasanya baik dalam kasus cerai talak maupun 
cerai gugatan, patokan untuk mengajukan gugatan adalah 
Pengadilan Agama tempat istri berkediaman. Bilamana 
seorang suami hendak menggugat cerai istrinya, dia harus 
mengajukannya ke Pengadilan Agama di mana istrinya 
berkediaman. Demikian pula jika seorang istri yang 





terhadap suaminya, ia mengajukan gugatan ke Pengadilan 
Agama yang mewilayahi kediamannya, yakni kediaman si 
istri tersebut. Jadi, kata kuncinya adalah mengikuti 
kediaman istri, baik dalam kasus cerai talak maupun dalam 
cerai gugat.  
Hal tersebut diatur dalam Pasal 66 UU Peradilan 
Agama yang berbunyi: 
(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan 
menceraikan istrinya mengajukan permohonan 
kepada pengadilan untuk mengadakan sidang 
guna menyaksikan ikrar talak. 
(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, 
kecuali apabila termohon dengan sengaja 
meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan 
bersama tanpa izin pemohon. (Pasal 66 UU 
Peradilan Agama) 
 
Tempat kediaman termohon yang dimaksud di atas 
adalah tempat kediaman istri karena dalam cerai talak, 
suami berkedudukan sebagai pemohon dan istri sebagai 
Termohon.  
Selanjutnya Pasal 73 UU Peradilan Agama mengatur: 
(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau 
kuasanya kepada Pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, 
kecuali apabila Penggugat dengan sengaja 
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa 
izin tergugat. (Pasal 73 UU Peradilan Agama) 




Tempat kediaman Penggugat yang dimaksud dalam 
pasal di atas adalah tempat kediaman istri karena dalam 
kasus cerai gugat istri berkedudukan sebagai Penggugat dan 
suami sebagai Tergugat. 
Pengaturan Undang-undang dalam hal pengajuan 
gugatan yang mengikuti tempat kediaman istri baik pada 
kasus cerai gugat maupun cerai talak tersebut boleh dikata 
sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada perempuan. 
Bagaimana tidak, persoalan keterbatasan akses, tak jarang 
menjadi kendala bagi perempuan yang ingin 
memperjuangkan hak-haknya di lembaga penegakan hukum. 
Olehnya itu, pengaturan yang cenderung memudahkan bagi 
perempuan tersebut merupakan sebuah langkah penting.  
2. Kebolehan Pengajuan Akumulasi Gugatan dalam 
Gugatan Perceraian 
Menurut Pasal 86 Undang-undang Peradilan Agama: 
(1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, 
nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat 
diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian 
ataupun sesudah putusan perceraian memeproleh 
kekuatan hukum tetap. (Pasal 86 UU Peradilan 
Agama) 
Jadi istri yang hendak bercerai, dalam pengajuan 
gugatan cerainya dapat sekaligus mengajukan gugatan-
gugatan yang lainnya antara lain gugatan atas nafkah anak, 
nafkah istri dan harta bersama, juga hak pemeliharaan anak. 
Hal ini dalam rangka efisiensi dan memberikan kemudahan 





bersangkutan sudah tidak mesti lagi bolak-balik ke 
Pengadilan dalam penyelesaian masalah-maslaah yang lain. 
3. Hakim dapat mengizinkan suami istri untuk tidak 
tinggal dalam satu rumah selama berlangsungnya 
gugatan perceraian atas permohonan penggugat 
atau tergugat atau atas pertimbangan bahaya yang 
mungkin ditimbulkan 
Pasal 77 Undang-undang Peradilan Agama berbunyi: 
Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas 
permohonan Penggugat atau Tergugat atau 
berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin 
ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami 
istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. 
(Pasal 77 UU Peradilan Agama) 
Hal ini biasanya terjadi dalam kasus perceraian 
akibat KDRT misalnya, meskipun suami istri masih terikat 
dalam ikatan perkawinan, namun adanya kekhawatiran atas 
dampak atau bahaya yang akan ditimbulkan, selama proses 
perceraian berlangsung, si istri dapat bermohon ke 
Pengadilan agar diizinkan untuk tidak tinggal dalam satu 
rumah. Dapat disimpulkan bahwa aturan kebolehan tersebut 
dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap 
perempuan yang biasanya rentan menjadi korban tindakan-
tindakan yang mengancam jiwa dan keselamatannya.  
 Selain yang telah ditegaskan dalam Undang-undang, 
terdapat juga beberapa terobosan hukum untuk 
perlindungan perempuan di pengadilan, antara lain dalam 
perkara cerai talak, secara ex officio hakim dapat 




menetapkan kewajiban suami memberi nafkah iddah dan 
mut’ah bagi istri, meskipun dalam gugatan rekonvensi istri 
tidak ada petitum atau tuntutan mengenai hal tersebut 
(Arto, 2015). Hal ini tentunya dalam rangka memberikan 
perlindungan kepada istri karena tak jarang istri yang 
berproses di pengadian khususnya dalam kasus perceraian 
tidak memahami apa-apa saja yang menjadi haknya. 
Ketidaktahuan itulah yang mendorong istri tidak menuntut 
hak-hak tersebut atau memasukkannya dalam petitum 
gugatan rekonvensinya pada kasus cerai talak. Namun 
meskipun tidak dituntut istri, hakim dalam posisinya 
berwenang menetapkan kewajiban suami untuk memenuhi 
hak-hak istri yang akan bercerai darinya seperti nafkah 
iddah dan mut’ah. Demikian halnya dalam perkara cerai 
gugat, hakim juga secara ex officio dapat mewajibkan bekas 
suami (tergugat)memberikan nafkah iddah bagi bekas istri 
sebagai janda cerai gugat (penggugat), meskipun tidak 
dituntut oleh istri dalam petitum gugatannya. Penemuan 
hukum ini dilakukan secara analogi atau qiyas, yakni 
diqiyaskan dengan cetai talak. Jadi, baik istri dalam posisi 
termohon dalam cerai talak, maupun dalam posisi penggugat 
pada cerai gugat, tetap dapat diberikan hak-haknya oleh 
hakim, meskipun si istri tidak menuntutnya. Hal ini 
merupakan sebuah terobosan hukum yang sangat penting 
karena seperti dipahami secara umum selama ini bahwa 
salah satu asas hukum acara adalah hakim tidak boleh 
menjatuhkan putusan dalam hal yang tidak dituntut oleh 
Penggugat. 
Langkah perlindungan lainnya di Pengadilan Agama 





putusan hakim menetapkan ibu sebagai pengasuh anak atau 
yang memiliki hak hadhanah, makan hakim secara ex officio 
juga dapat mewajibkan suami atau ayah untuk menanggung 
nafkah anak meskipun hal tersebut tidak diminta oleh istri 
dalam petitumnya.(Arto, 2015) Langkah ini dalam rangka 
memberikan perlindungan kepada anak setelah perceraian 
kedua orang tuanya. Bahwa perceraian tidak menghapus 
kewajiban ayah untuk menanggung nafkah sang anak 
meskipu si anak ikut bersama ibunya atau berada dalam 
pengasuhan ibunya. 
Terobosan lainnya adalah dalam rangka melindungi 
hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai talak, hak 
nafkah iddah dan mut’ah yang telah ditetapkan dalam 
putusan hakim wajib diserahterimakan kepada suami dari 
istri pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan 
persidangan pengadilan. Agar lebih berkekuatan hukum, 
perintah penyerahan hal tersebut harus dimuat dalam amar 
putusan sebelumnya. (Arto, 2015)Dalam perkara cerai talak, 
jika putusan hakim menetapkan anak ikut ibunya, maka 
penyerahan anak kepada ibunya harus dilakukan pada saat 
suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang. Hal ini juga 
harus dimuat dalam amar putusan. Strategi ini sebagai 
Langkah antisipatif karena dalam kenyataannya selama ini 
banyak suami pasca perceraian tidak memenuhi 
kewajibannya untuk memberikan nafkah tersebut, apalagi 
jika tidak dituntut juga oleh istri atau istri memilih 
mendiamkannya karena tidak ingin larut Kembali dalam 
persoalan hukum yang melelahkan. Sehingga cenderung 
bermasa bodo dan pasrah menerima keadaan. 




Terobosan hukum juga diterapkan dalam 
penyelesaian perkara harta bersama. Bahwa sebelum hakim 
menetapkan objek-objek yang menjadi harta bersama, 
terlebih dahulu akan diidentifikasi tanggungan-tanggungan 
yang belum ditunaikan atau diistilahkan dengan hutang-
hutang perkawinan. Termasuk ynag dikategorikan sebagai 
hutang dalam hal ini adalah hutang nafkah suami kepada 
istri yang belum ditunaikan. (Arto, 2015)Kesemuanya akan 
dikalkulasi dengan berpatokan pada rentang masa belum 
ditunaikannya hak tersebut sehingga dalam prakteknya 
kadang-kadang harta tersebut sudah habis untuk menutupi 
hutang nafkah suami yang telah diabaikan selama bertahun-
tahun. Jadi sebelum pembagian harta bersama, suami 
terlebih dahulu harus menyelesaikan hutang-hutang 
perkawinanya. Sisa dari pembayaran hutang itulah yang 
dapat dibagi sebagai harta bersama. 
Terobosan lainnya adalah dalam perkara kewarisan 
yakni dalam kasus pembagian waris antara anak laki-laki 
dan anak perempuan, baru akan diterapkan porsi 
pembagian 2 banding 1 bilamana anak laki-laki 
berkedudukan sebagai pengganti ayah. Dalam hal ini anak 
laki-laki tersebut melakoni peran sebagai tulang punggung 
keluarga, memikul tanggung jawab atas peemnuhan 
kebutuha hidup dan amsa-masa depan saudara-saudara 
perempuannya. Jika anak laki-laki tidak dalam posisi 
tersebut, porsi yang harus diterapkan hakim adalah 1 
bandin 1 antara anak laki-laki dan perempuan. Pola inilah 
yang dianggap lebih menajmin keadilan.  Demikian di antara 
terobosan-terobosan yang dapat diterapkan hakim dalam 





Agama dalam rangka perlindungan terhadap perempuan 
dalam penegakan hukum,. 
B. Perlindungan Anak dalam Penegakan Hukum 
Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam 
hukum telah diatur dalam Undang-undang Republik 
Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini mengatur 
tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi 
anak korban, anak pelaku dan anak saksi. Undang-undang 
ini memberikan pengaturan tersendiri bagi anak yang 
berhadapan dengan hukum yang tentunya berbeda dengan 
orang dewasa, baik prosedur peradilannya maupun sanksi 
hukuman yang dijatuhkan terhadap anak pelaku. 
Anak yang berhadapan dengan hukum terkait dengan 
penanganan kasus-kasus pidana yang melibatkan anak baik 
sebagai korban, pelaku maupun saksi yang mengharuskan 
diproses di Pengadilan Anak. Pengadilan Anak sendiri 
berada di lingkungan Peradilan Umum yang diistilahkan 
dengan Pengadilan Khusus, sama posisinya dengan 
Pengadilan Tipikor, Niaga dan lain-lain. Pengadilan Anak 
didasarkan pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak dan sudah diperbarui dengan UU No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan Anak 
dikhususkan bagi terdakwa anak yang berusia 12 dan belum 
18 tahun. 
Pengadilan Anak Berwenang memeriksa, memutus 
dan menyelesaikan perkara dalam hal perkara anak yang 
berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini juga 




mengatur bagaimana proses penyidikan anak terutama 
terkait dengan penangkapan dan penahanan. Pasal 30 UU 
SPPA menetapkan: 
a. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna 
kepentingan penyidikan paling lama 24 jam 
b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang 
pelayanan khusus anak 
c. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di 
wilayah bersangkutan, anak dititipkan di LPKS 
d. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara 
manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai 
dengan umurnya 
e. Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS 
dibebankan pada anggaran kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
sosial. ( Pasal 30 UU SPPA).  
 
Berdasarkan pengaturan dalam pasal di atas, tampak 
bahwa keharusan adanya penanganan khusus terhadap anak 
yang menjadi pelaku tindak kejahatan melalui prosedur 
khusus. Hal ini disebabkan karena anak sebagai manusia 
yang belum sempurna akal dan pemikirannya sehingga 
tidaklah pantas jika anak yang bersalah tersebut 
diperlkaukan seperti orang dewasa. Si anak juga memiliki 
masa depan yang masih Panjang sehingga proses-prose 
hukum yang dihadapinya diharapkan dapat menjadi 
pelajaran berharga baginya untuk menjadi lebih baik ke 
depannya dan waktu yang masih tersisa yang relative masih 
panajng dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk 






UU SPPA lebih jauh membatasi anak yang bisa 
ditahan sebagai berikut: 
Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan 
dengan syarat sebagai berikut: 
- Anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan 
diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 
pidana penjara 7 tahun atau lebih. 
- Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas 
dalam surat perintah penahanan 
- Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani 
dan sosial anak tetap harus dipenuhi 
- Melindungi keamanan anak, dapat dilakukan 
penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial (LPKS). (Pasal 32 UU SPPA) 
Penyidik dalam melakukan tindakan penahanan 
harus mempertimbangkan terlebih dahulu secara matang 
akibat dari tindakan penahanan bagi anak dari berbagai sisi, 
terutama dari sisi pertumbuhan dan perkembangan anak 
baik secara fisik, mental maupun sosial. Selain itu, perlu juga 
dipertimbangkan dari sisa dampaknya bagi kehidupan 
masyarakat, yakni apakah dengan ditahannya si anak 
tersebut dapat berdampak pada ketenteraman dan 
ketertiban masyarakat di sekelilingnya. Oleh karena itu 
dalam proses ini penyidik seharusnya  melibatkan pihak-
pihak terkait yang berkompeten seperti pembimbing 
kemasyarakatan, psikolog, kriminolog dan ahli lain yang 
dibutuhkan.(Gultom, 2014) 
Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap anak 
dilakukan oleh polisi khusus yakni polisi yang memiliki 




perhatian dan dedikasi terhadap anak serta memahami 
persoalan anak. Yang diutamakan adalah polisi wanita. 
Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan tertentu 
seperti psikolog, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi 
serta harus menyintai anak dan berdedikasi, dapat 
menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.  
Selanjutnya dalam proses penuntutan, terdapat hak-
hak tertentu bagi anak yaitu: 
- Menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut 
urgensi pemeriksaan 
- Membuat dakwaan yang dimengerti anak 
- Secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan 
- Melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan 
semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi 
(Gultom, 2014) 
Lebih lanjut hak-hak anak pada pemeriksaan di 
Kejaksaan meliputi: 
- Hak untuk mendapat keringanan masa/waktu 
penahanan 
- Hak untuk mengganti status penahanan dari 
penahanan Rutan menjadi tahanan rumah atau 
tahanan kota 
- Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, 
penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara 
- Hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka 
pemeriksaan dan penuntutatn 






Demikianlah hak-hak anak dalam proses penuntutan. 
Intinya hak-hak tersebut terkait dengan peringanan proses 
hukum yang dihadapinya selama menjalani proses 
penuntutan hingga perkaranya dilimpahkan ke pengadilan 
dalam hal ini Pengadilan Anak. Hak-hak lainnya adalah hak 
perlindungan keamanan baik dari pihak internal pelaksana 
hukum maupun pihak luar seperti perlakuan kekerasan atau 
pemerasan yang kemungkinan terjadi selama menjalani 
proses penuntutan tersebut serta hak-hak lainnya berupa 
fasilitas dan pendampingan.  
Kekhususan dalam perlindungan terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum kemudian juga harus diterapkan 
dalam persidangan, antara lain pemeriksaan dilakukan 
dalam sidang tertutup dengan hakim tunggal dan oleh 
Hakim Anak. Seorang Hakim Anak, di samping memiliki 
kwalifikasi hakim secara umum juga harus memiliki minat, 
perhatian dan dedikasi serta memahami masalah anak serta 
telah mengikuti pelatihan teknis mengenai Peradilan Anak 
yang memiliki kekhususan-kekhususan. Jadi di samping 
mendalami masalah hukum dan teknisnya, juga dituntut 
untuk memiliki keilmuan di bidang psikologi, psikiatri, 
sosiologi dan andragogi serta keilmuan-keimuan lainnya 
yang terkait. Diutamakan hakim wanita yang telah 
berkeluarga dan telah memiliki anak. 
Kekhususan lainnya dalam sidang anak, sebelum 
sidang dibuka terlebih dahulu disampaikan Laporan 
Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan atas perintah Hakim Anak. Setelah sesi 
penyampaian laporan tersebut, barulah sidang dibuka dan 
dinyatakan tertutup untuk umum. Terdakwa memasuki 




ruang sidang dengan didampingi orang tua, wali atau orang 
tua asuh, Penasehat Hukum dan Pembimbing 
Kemasyarakatan.   Unsur-unsur dalam persidangan seperti 
Hakim, Jaksa dan petugas lainnya tidak boleh memakai toga 
atau atribut kedinasan. Ancaman Pidana yang dijatuhkan 
juga lebih ringan yakni maksimal ½ dari ancaman maksimal 
bagi orang dewasa. Pidana maksimal bagi anak adalah 10 
tahun. Pidana penjara merupakan upaya terakhir. Dalam 
proses hukum, anak didampingi oleh orang tua/wali, 
Pendamping Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, advokat. Hakim dalam 
menyelesaikan perkara wajib mempertimbangkan pendapat 
Pendamping Kemasyarakatan.  
Kekhususan yang paling menonjol dalam proses 
pemeriksaan anak harus mengedepankan pendekatan 
restoratif (pemulihan), bukan pembalasan. Dalam konteks 
ini dikenal istilah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian 
perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 
peradilan pidana. Diversi wajib diupayakan mulai di tingkat 
penyidikan, penuntutan dan persidangan. Hal ini 
sebagaimana telah diatur dalam UU SPPA. Sementara 
penahanan anak dilakukan di LPAS (Lembaga Penempatan 
Anak Sementara) dan pidana penjara di LPKA (Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak). Kesemua itu menggambarkan 
kekhususan-kekhususan dalam penanganan anak yang 
berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam UU 
Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Menurut tinjauan Apong Herlina, salah seorang 





Kementerian PPPA, UU SPPA telah berdampak antara lain 
menurunnya jumlah anak yang dipenjara. Sebagaimana 
dirilis dari data Ditjen Pas bahwa tahun 2014 terdapat 3.268 
anak yang dipenjara. Jumlah ini mengalami penurunan pada 
tahun 2015 menjadi 2.615 orang dan pada tahun 2016 
menjadi hanya 2.300. Namun di lain sisi, beliau mengakui 
masih terdapat hambatan-hambatan tertentu dalam 
pelaksanaan UU SPPA tersebut. Salah satu yang masih 
menjadi kendala adalah belum tersedianya pusat data 
penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) 
untuk dijadikan acuan utama dalam membahas pencapaian 
pelaksanaan UU SPPA. Di samping itu, aturan pendukung 
seperti aturan pelaksanaan semacam peraturan Pemerintah 
atau Peraturan Presiden telah ditetapkan. Hambatan lainnya 
adalah masih seringnya terjadi perbedaan pendapat di 
antara pihak penegak hukum terkait proses diversi. Tak 
kalah juga pentingnya dalah belum tersedianya fasilitas yang 
memadai untuk memberikan perlindungan terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum khususnya di lembaga-
lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. 
(Online, 2017) 
Kendala-kendala lainnya dalam praktek adalah 
pemahaman para hakim tentang Peradilan Anak yang belum 
merata. Hal yang paling mendasar saja, seperti pemahaman 
mengenai pengertian anak masih banyak hakim yang 
berpatokan pada ketentuan Pasal 45 KUHP yang sudah tidak 
berlaku lagi. Pemahaman tentang Batasan umur anak di 
kalangan hakim belum merata, ada yang berpatokan pada 16 
tahun ke bawah dan ada juga 18 tahun ke bawah. 
Pemahaman hakim juga terhadap perlindungan anak juga 




kurang tepat  karena mereka jarang bahkan ada yang belum 
pernah mengikuti pelatihan tentang perlindungan anak. 
Akibatnya sudah dapat diprediksi, penanganan yang mereka 
lakukan tentunya belum searah dengan keinginan undang-
undang. 
Terkait dengan upaya diversi, salah satu kendalanya 
yang dihadapi penegak hukum adalah belum adanya wadah 
hukum penyelesaian perkara pidana melalui mediasi. 
Doktrin hukum yang masih diperpegangi saat ini adalah 
bahwa perkara pidana tidak bisa dimediasi. Namun 
pendekatan restorative justice dan pengenalan istilah diversi 
dalam UU SPA patut diapresiasi karena bisa menjadi 
pembuka jalan bagi penerapannya secara meluas dalam 
penyelesaian kaus-kasus pidana yang lain ke depan dengan 
mengedepankan sistem musyawarah, terutama dalam 
penyelesaian kasus-kasus yang bersifat kekeluargaan seperti 
KDRT. Hal ini tidak menutup kemungkinan karena saat ini di 
berbagai belahan masyarakat hal tersebut sudah diterapkan 
dengan berbasis pada kearifan lokal masing-masing daerah 
dan mekanisme tersebut ternyata cukup ampuh dalam 
menyelesaikan kasus-kasus hukum tertentu. Pada 
masyarakat Tolaki misalnya, keberadaan Kalosara dinilai 
cukup efektif dalam penyelesaian kasus-kasus pidana 
tertentu, termasuk kasus pelanggaran lalu lintas, 
sebagaimana hasil penelitian Arpin di  wilayah hukum 
Konawe Sulawesi Tenggara.(Arpin, 2019) 
Kendala-kendala yang telah dipaparkan tentunya 
membatasi hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan 





Olehnya itu, untuk pengembangan ke depan, kendala-
kendala ini harus menjadi catatan penting sebagai aspek-
aspek tersendiri yang mesti menjadi perhatian untuk 
dibenahi agar tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh 
undang-undang dapat lebih dimaksimalkan.    
Sedangkan dalam perkara perdata, perlindungan 
anak dapat dilakukan melalui terrobosan-terobosan hukum 
yang dapat diupayakan oleh hakim, antara lain adalah dalam 
penetapan hak hadhanah antara suami atau istri di 
Pengadilan Agama akibat perceraian, harus didasarkan pada 
kepentingan terbaik si anak. Di sini pendapat anak harus 
didengar dan dipertimbangkan oleh hakim. (Arto, 2015) Hal 
ini sejalan dengan asas-asas perlindungan anak yang 
termaktub dalam Undang-undang Perlindungan Anak bahwa 
perlindungan anak harus didasarkan pada asas kepentingan 
terbaik anak dan mendengarkan aspirasi anak. 
Masih terkait dengan perlindungan anak di 
pengadilan, hakim dalam mengambil keputusan mengenai 
perkara perceraian dan hadhanah harus memerhatikan 
Undang-undnag Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
secara komprehensif dan proporsional.(Arto, 2015) Dengan 
mengacu pada produk-produk hukum tersebut, hak-hak istri 
dan anak dapat lebih terlindungi dan sejalan dengan 
program perlindungan yang diamanatkan oleh undang-
undang.     




Dalam hukum kewarisan, jika pewaris tidak 
meninggalkan ahli waris lain, maka anak perempuan (satu 
aatu lebih) dapat menerima seluruh harta warisan secara 
utuh melalui rad, meskipun tidak ada anak laki-laki. 
Pengaturan ini didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan tertentu antara lain adalah bahwa hukum 
keluarga Islam yang hidup dalam masyarakat muslim 
Indonesia tidak mebeda-bedakan kedudukan antara anak 
laki-laki dan anak perempuan dalam keluarga.(Arto, 2015) 
Terobosan-terobosan hukum lainnya dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 
- orang tua biologis wajib mencukupi kebutuhan 
penghidupan bagi anaknya yang lahir di luar nikah 
sebagai ta’zir 
- orang tua biologis wajib memberikan bagian dari 
harta peninggalannya untuk anaknya yang lahir di 
luar nikah melalui wasiat wajibah, sebagai ta’zir 
- Anak yang lahir dari perkawinan sirri dapat 
mengajukan permohonan pengesahan anak ke 
Pengadilan Agama 
- Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak 
tercatat berhak untuk memperoleh nafkah dan 
wasiat wajibah dari ayahnya 
- Kewajiban nafkah terhadap anak angkat sama 
dengan keawiban nafkah terhadap anak kandung, 
termasuk setelah perceraian 
- Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai 
ahli waris tetapi dapat diebri bagian dari harta 





Demikian terobosan-terobosan hukum yangd apat 
dilakukan dalam penegakan hukum dalam rangka 
perlindungan perempuan dan anak, Namun kesemua itu 
membutuhkan keberanian dan itikad baik dari penegak 
hukum khususnya hakim dalam melahirkan putusan yang 
menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak.  
C. Contoh-contoh Kasus-kasus di Pengadilan 
1. Kasus Kekerasan terhadap Istri 
Kasus KDRT dengan Nomor 1683/Pid.B/2017/PN 
Bks yang dilakukan oleh SA terhadap istrinya ER yang 
dinikahinya secara sirri. Jenis KDRT berupa penyerangan 
fsik yang disebabkan si istri keluar membeli makanan 
meskipun telah dilarang sama suaminya dan sekembali dari 
membeli makanan tersebut ia menegur suaminya karena 
membuat teras rumah berantakan dengan bambu-bambu 
yang berserakan. Mendengar teguran yang kurang nyaman 
tersebut, terdakwa langsung mengambil sebuah helm warna 
hitam lalu memukuli istrinya dan melemparkan helm 
tersebut kea rah korban sehingga mengenai dadanya. Ia juga 
lalu mengambil satu potong bambu yang panjangnya sekitar 
1,5 meter lalu menarik rambut saksi dengan tangan kiri 
sampai masuk ke dalam rumah lalu dijatuhkan ke kasur dan 
kemudian memukuli saksi berkali-kali  dengan tangan 
kanannya menggunakan bamboo tersebut kea rah kepala 
dan tubuh saksi hingga rahangnya mengeluarkan darah lalu 
berkata: “bangun lo, cuci muka, wajah lo berdarah, gua 
matiin lo sekalian”. Setelah itu terdakwa keluar rumah 
membeli obat dan mengobati muka saksi yang berdarah dan 
pada saat terdakwa tidur saksi keluar rumah pergi ke rumah 
orang tuanya dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke 




Polsek Jatiasih. Korban pun telah menjalani visum et 
repertum di Rumah Sakit Kartika Husada Jatiasih. Akibat 
perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar di 
bagian kepala samping kiri, luka memar di dada sebelah 
kanan, luka memar dan robek di rahang sebelah kiri, luka 
memar di pinggang sebelah kiri, luka memar di paha sebelah 
kiri, luka memar di telapak tangan sebelah kiri dan di 
telapak kaki sebelah kanan.  
Akibat perbuatan terdakwa ia didakwa oleh Penuntut 
Umum secara alternative yaitu Pasal 44 ayat (1) UU Tentang 
PKDRT atau Pasal 351 ayat (1) KUHP. Keterangan saksi-
saksi sendiri saling bersesuaian antara satu dengan lainnya 
dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta diperkuat 
dengan barang bukti. Berdasarkan pertimbangan majelis 
hakim, majelis hakim berpandangan bahwa seluruh unsur 
tindak pidana pada Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT dalam 
dakwaan pertama penuntut umum telah terbukti menurut 
hukum. Majelis juga mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan. Majelis pun mengadili 
terdakwa dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik 
dalam lingkup rumah tangga, sehingga terdakwa dijatuhi 
pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa 
penangkapan dan penahanan. (Putusan Nomor 
1683/Pid.B/2017/PN Bks) 
Dalam putusan ini, majelis hakim memilih untuk 
menerapkan Undang-undang PKDRT ketimbang KUHP yang 
mana dua-duanya disodorkan oleh jaksa penuntut sebagai 





PDRT lebih tegas dalam menjerat pelaku dibandingkan 
KUHP. 
2. Kasus Kekerasan terhadap Anak 
Kasus Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Bjm tentang 
kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh SBA terhadap 
anaknya SNH. Gambaran kasus sebagai berikut, kejadian 
berawal pada satu hari korban sedang menonton TV 
bersama adiknya dalam keadaan sudah berpakaian seragam 
mau berangkat ke sekolah. Terdakwa menegur korban, cepat 
sekolah, berhubung istri terdakwa sudah berangkat duluan 
ke tempat kerja, namun tidak dijawab oleh korban. 
Terdakwa pun membujuk korban akan membelikan es krim 
asal mau pergi sekolah, namun tidak dijawab juga oleh 
korban. Selanjutnya terdakwa ke dapur membuat teh sambil 
membujuk lagi korban untuk membelika es krim asal mau 
pergi sekolah, namun tidak digubris oleh korban dengan 
tetap diam dan tidak beranjak sedikitpun. Korban pun 
membawa termos yang berisi air panas mendidih yang telah 
dipakainya membuat teh kemudian disiramkan ke badan 
korban bagian Pundak sebelah kiri yang mengakibatkan luka 
bakar dan melepuh. Terdakwa pun merasa bersalah dan 
langsung membuka seragam korban yang sedang menangis 
karena kesakitan kemudian mengoleskan salep ke bagian 
luka korban. Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan 
korban mengalami luka bakar/melepuh pada bagian 
punggung dan lengan berdasarkan visum et repertum 
Nomor: 35/I/IGD/x/2017 yang dibuat pada Tgl 6 OKtober 
2017.  
Atas perbuatan tersebut, majelis hakim menyatakan 
terdakwa SBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan 




bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak 
yang dilakukan oleh orang tuanya. Majelis hakim pun 
memutuskan menghukum terdakwa SBA dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun. 
Dalam putusan tersebut, Majelis hakim merujuk pada 
Pasal 80 ayat (4) Undang-undang RI No. 35 TAhun 2014 
tentang Perlindungan Anak. Hal ini tampaknya cukup maju 
karena tidka lagi hanya merujuk pada KUHP. Hanya saja, 
yang perlu dikritisi dalam putusan ini, tampaknya posisi 
terdakwa sebagai orang tua yang seharusnya memberikan 
perlindungan tetapi malah melakukan tindak kekerasan 
kepada anaknya sendiri sehingga sudah seharusnya menjadi 
pertimbangan yang memberatkan terdakwa sehingga 
hukumannya seharusnya diperberat, tidak dipertimbangkan 
oleh hakim. Majelis hakim hanya memasukan pertimbangan 
pemberatan yaitu perbuatan terdakwa membuat korban 
menderita luka dan kulit melepuh pada punggung dan 
pinggang. Padahal, menurut Undang-undang Perlindungan 
Anak, bilamana tindak ekkerasan dilakukan oleh orang 
dekat korban yang seharusnya memberikan perlindungan, 
seperti orang tua atau guru, maka hukumannya harus 
diperberat dari hukuman yang telah diatur dalam undang-
undang. Hal ini perlu menjadi perhatian agar menjadi 
peringatan bagi semua pihak untuk berhati-hati dan 
menjaga diri dari tindak kekerasan, apalagi terhadap anak 
sendiri yang seharusnya malah diberikan perlindungan, 
cinta dan kasih sayang karena rumah merupakan tempat 
yang paling aman untuk mendapatkan semua itu. 





Perkara Nomor 0721 /Pdt.G/2018/PA.Kdi 
merupakan kasus cerai gugat antara SB dengan SC. 
Keduanya sebelumnya merupakan suami istri yang menikah 
pada Tanggal 21 Pebruari 2014 dan sempat hidup bersama 
secara rukun sebagaimana layaknya suami istri. Awalnya 
mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat 
selama kurang lebih lima tahun. Mereka pun telah dikaruniai 
seorang buah hati yang saat ini tinggal bersama Penggugat. 
Beberapa waktu kemudian, rumah tangga keduanya mulai 
kurang harmonis sehingga mengakibatkan seringnya terjadi 
perselisihan dan pertengkaran. Ketidakharmonisan tersebut 
dipicu oleh sikap Tergugat yang mulai tidak memberikan 
nafkah lahir dan batin kepada Tergugat, seringnya terjadi 
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat 
sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara 
memukul wajah, kepala dan badan Penggugat hingga 
memar, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar 
kepada Penggugat seperti Setan, Anjing, Binatang, Anabule 
dan lain-lain. Tergugat juga sering bermain judi dan 
mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk. Kondisi ini 
diperparah dengan sikap orang tua Tergugat yang juga 
pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan 
cara menarik rambut Penggugat dan sering ikut campur 
dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat 
serta sering menjelek-jelekkan keluarga Penggugat. 
Ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan 
Tergugat terus memuncak sehingga keduanya memilih 
berpisah tempat tinggal, dimana yang meninggalkan rumah 
adalah Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat memutuskan 
untuk berpisah dari Tergugat melalui gugatan ke Pengadilan 
Agama. 




Atas gugatan tersebut, Pengadilan Agama akhirnya 
menggelar sidang perceraian namun tidak pernah dihadiri 
oleh Tergugat sehingga dengan sendirinya juga mediasi 
tidak bisa dilakukan. Namun majelis hakim tetap menasehati 
Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya 
dengan Tergugat dan menyampaikan segala resiko atau 
akibat dari sebuah perceraian, meskipun hal itu tidak 
berhasil merubah tekad Penggugat untuk bercerai dari 
Tergugat. Dalam proses pembuktian, hakim mendengarkan 
keterangan dari saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat 
yang memberikan keterangan yang bersesuaian mengenai 
kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas dasar 
pembuktian yang terungkap di persidangan dan karena 
menganggap rumah tangga antara penggugat dan tergugat 
telah pecah dan tidka bisa dipertahankan lagi, majelis hakim 
memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian yang 
diajukan Penggugat dengan putusan verstek. 
Dari kasus ini tampak bahwa tindak kekerasan dalam 
rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang 
terungkap di persidangan menjadi dasar bagi hakim untuk 
mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat terhadap 
Tergugat. Dalam proses pemeriksaan juga, tampak hakim 
tetap menasehati Penggugat untuk membatalkan niat 
cerainya, meskipun dasar perceraian tersebut adalah KDRT. 
Hal ini berarti bahwa hakim memandang menyelamatkan 
perkawinan tetap dapat diupayakan meskipun telah terjadi 
kekerasan terhadap Peggugat. Hal ini sejalan dengan tujuan 
UU PKDRT yang mengedepankan keutuhan rumah tangga. 
Hakim pun tampaknya tetap berusaha menerapkan hukum 





menghadirkan saksi, meskipun dalam perkara ini sifatnya 
verstek karena Tergugat tidak pernah hadir dalam 
persidangan. Namun karena mengingat ini adalah perkara 
perceraian yang juga didasari cekcok sehingga tetap harus 
mendengarkan keterangan pihak-pihak dari keluarga 
terdekat agar hakim tidak serampangan dalam menjatuhkan 
putusan.  Dari sini hakim tampak berusaha mempertemukan 
amanat aturan-aturan hukum yang ada di satu sisi dan 
kehendak dari Penggugat yang sudah bulat ingin bercerai 
dari suaminya dan telah mengajukan bukti-bukti pendukung 
sehingga hakim memberikan keputusan dengan tetap 
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PEREMPUAN DAN ANAK DALAM 




ab-bab sebelumnya telah menguraikan secara 
sistematis landasan filosofis dan teoritis sekaligus 
yuridis hingga empiris perlindungan perempuan dan 
anak di Indonesia. Intisari yang dapat dipetik dari kajian-
kajian tersebut adalah bahwasanya perlindungan anak dan 
perempuan meskipun telah ditopang dengan berbagai 
instrumen hukum substantif namun dalam penegakannya 






dijumpai berbagai kendala terutama dari sisi struktur 
hukum. Ulasan pada bab ini akan spesifik menawarkan 
sebuah konstruksi pemikiran yang bersifat integratif dalam 
perlindungan perempuan dan anak di ranah hukum. Bidang-
bidang integrasi akan dilihat dari berbagai sisi demi 
menciptakan sebuah konstruksi perlindungan yang 
bertopang pada tiang-tiang integrasi yang kokoh. 
A. Integrasi Pendekatan Sistem Hukum 
Struktur hukum meliputi lembaga dan aparatur 
hukum. Struktur hukum merupakan penyanggah penting 
tegaknya hukum. Hukum tak lebih dari sistem kaidah yang 
hanya bisa hidup melalui bekerjanya struktur hukum. 
Namun di lain sisi struktur hukum tak bisa lepas dari kultur 
hukum yang melingkupinya. Demikian halnya substansi 
hukum, pembentukannya juga dipengaruhi oleh konteks 
budaya yang mengitarinya. Dari sini tampak jelas bagaimana 
keterkaitan antara unsur-unsur penopang hukum tersebut 
yang saling berkolaborasi dalam membentuk tegaknya 
hukum.  
Oleh karena itu, pembahasan tentang perlindungan 
perempuan dan anak dalam hukum tidak bisa tidak 
melibatkan ketiganya. Dalam hal ini, tidak bisa bila hanya 
terpaku pada sisi substansi hukum karena tak kalah 
pentingnya adalah penggerak hukum itu sendiri yaitu 
struktur hukum. Struktur hukum sendiri dipengaruhi oleh 
ruh budaya hukum. Intinya, dibutuhkan kolaborasi antara 
substansi, struktur dan kultur hukum. 
 




1. Integrasi Substansi Hukum  
Selama ini sistem hukum yang berlaku di Indonesia 
yang dikenal dengan sistem hukum nasional secara 
substansial bersumber dari hukum adat, hukum Islam dan 
hukum Barat. Hukum adat merupakan hukum tertua yang 
menjadi acuan dalam peradilan-peradilan adat di bumi 
nusantara pada masa sebelum kemerdekaan dan sebelum 
datangnya pengaruh hukum Islam. Hukum Islam yang 
datang kemudian seiring dengan masuknya agama Islam di 
bumi nusantara kemudian memengaruhi sistem hukum yang 
berlaku di masyarakat. Apalagi setelah beberapa kerajaan 
Islam di bumi nusantara bertransformasi menjadi 
kesultanan Islam, eksistensi hukum Islam semakin kokoh 
melembaga bersama terbentuknya qadha (peradilan) Islam 
yang diselenggarakan oleh para qadhi namun tetap dalam 
koordinasi para sultan. Misalnya Kesultanan Buton yang 
berupaya menerapkan hukum Islam setelah Kesultanan 
Buton dinyatakan terbentuk seiring dengan masuk Islamnya 
Raja Buton ke-7 ketika itu.(Asni, 2018)  
Sementara hukum Barat masuk dan diterapkan di 
Indonesia tak lepas dari pengaruh penjajahan yang sekian 
lama mencenkeram bumi Indonesia. Hukum menjadi salah 
satu sektor strategis dalam memperkuat kekuasaan di bumi 
jajahan sehingga penerapan hukum penjajah kepada 
masyarakat Indonesia tak bisa dielakkan. Pengaruh hukum 
kaum penjajah begitu kokoh sehingga bahkan setelah 
Indonesia mengenyam kemerdekaan pun, hukum ala 





sistem hukum Indonesia, bahkan hingga saat ini, setelah 75 
tahun Indonesia meredeka.  
Sistem hukum nasional yang mengakomodir ketiga 
substansi hukum tersebut menjadikannya sebagai sebuah 
sistem hukum yang kaya dan dinamis. Hanya saja memang 
belum terbentuk menjadi sebuah sistem hukum yang 
sistematis dan efisien. Dalam hukum pidana misalnya, di 
pengadilan seakan-akan masih menjadi pilihan bagi hakim 
untuk menerapkan produk hukum apa dalam penyelesaian 
sebuah kasus. Realitasnya, masih dominan yang diterapkan 
adalah KUHP, padahal telah terdapat UU PKDRT dan UU 
Perlindungan Anak. Demikian halnya di Pengadilan Agama, 
secara formal telah diakui UU PKDRT dan UU Perlindungan 
Anak sebagai salah satu sumber hukum materil, tapi kedua 
produk hukum ini sepertinya tak tersentuh dalam 
pembuatan putusan oleh hakim. Olehnya itu, penting 
kiranya dibuat sebuah materi hukum yang menghimpun 
aturan-aturan yang masih belum terintegrasi sehingga 
memudahkan bagi hakim dan penegak hukum lainnya untuk 
menjadikannya sebagai acuan dalam penegakan hukum. 
Untuk proses ini, nilai-nilai hukum Islam sedapat mungkin 
diakomodir karena hukum Islam merupakan sistem hukum 
yang cukup lengkap dan relevan untuk diterapkan dalam 
segala zaman.   
Rekaman sejarah menunjukkan bahwa proses 
akomodasi hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional 
telah berjalan sejak zaman kesultanan, zaman penjajahan, 
zaman kemerdekaan, zaman orde lama maupun zaman 
reformasi sekarang ini (Rambe, 2015). Namun tampaknya 
masih terdapat hambatan-hambatan untuk mengakomodasi 




hukum pidana Islam ke dalam hukum nasional. Sebagaimana 
hasil penelitian Junaidi Abdillah yang menidentifikasi 
adanya faktor budaya, sosial dan problem keilmuan yang 
belum selesai di kalangan ahli hukum pidana Islam. Secara 
keilmuan para ahli dalam memandang materi hukum pidana 
Islam terpola dalam dua kutub, ada yang melihatnya sebagai 
hukum yang bersifat pasti dan konstan, sementara yang 
melihatnya sebagai entitas yang terbuka untuk diperbarui. 
Oleh karena itu metode yang tepat dalam memformalkan 
pidana Islam adalah membangun ulang rumusan 
keilmuannya yang berkarakter keindonesiaan dan pada saat 
yang sama harus memanfaatkan nalar kritis yang 
meniscayakan pelibatan akal publik dan pendekatan 
multidisipliner sehingga menjadi relevan untuk diakomodir 
dalam hukum nasional. (Abdillah, 2020) 
Hukum Islam merupakan hukum yang terbuka untuk 
dikembangkan karena hukum Islam disamping memiliki 
sumber yang jelas dan pasti (Al-Qur’an dan Sunnah) di satu 
sisi, ia juga memiliki basis epistemologis yang cukup kuat 
yang dikenal dengan usul fikih. Metode-metode istinbat, 
kaidah-kaidah usul, kaidah-kaidah fikih, filsafat hukum Islam 
merupakan piranti-piranti hukum Islam yang 
memungkinkan hukum Islam dapat berdialektika dengan 
zaman. Apalagi dalam hukum Islam juga tetap terdapat porsi 
akal untuk menggali lebih jauh ketentuan-ketentuan yang 
belum teridentifikasi secara pasti dalam konsep hukum yang 
ada melalui ijtihad. Paket lengkap ini hanya dimiliki oleh 





Akomodasi hukum Islam juga tidak perlu dikaitkan 
dengan misi pembentukan negara Islam sebagaimana 
kekhawatiran kalangan tertentu. Menurut Abdul Halim, 
transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional sama 
seakali tidak berkaitan dengan perjuangan mewujudkan 
negara Islam. Legislasi hukum Islam menjadi perundang-
undangan memiliki kontribusi positif dalam menguatkan 
komitmen umat Islam terhadap negara bangsa. Oleh karena 
itu, proses akomodasi hukum Islam ke dalam hukum 
nasional tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi proses ini 
didorong oleh Islam kultural. Selain itu, hukum Islam berada 
pada tataran sumber hukum sehingga dalam proses 
akomodasinya ke dalam hukum nasional tentunya terlebih 
dahulu akan mengalami pengujian yang ketat dan 
penyesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945. (Halim, 2013)  
Akomodasi hukum Islam dalam hukum pidana 
nasional minimal bisa dilakukan dari sisi filosofisnya. Dalam 
tataran ini, prinsip-prinsip hukum Islam sejalan dengan 
dasar-dasar Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 
sila Pancasila sejalan dengan prinsip-prinsip atau tujuan 
hukum Islam yang dikenal dengan maqasid al-syariah. Sila 
pertama sejalan dengan Prinsip Tauhid dalam Islam. 
Demikian halnya prinsip kemanusiaan, persatuan, 
musyawara dan keadilan semuanya relevan dengan ajaran 
Islam. Apalagi terkait dengan perlindungan perempuan dan 
anak, prinsip pemeliharaan keluarga atau keturunan dan 
kehormatan, apalagi jiwa, terintegrasi dalam dharuriyat al-
khamsah sebagai tujuan hukum Islam. 
Selain hukum Islam, nilai-nilai kearifan lokal juga 
dapat digali dalam pembentukan sistem hukum pidana 




nasional. Menurut Fatoni, fungsionalisasi nilai Islam dan 
kearifan local dalam sistem hukum pidana nasional 
merupaak manifestasi dari ajaran Islam yang dianut oleh 
peemluknya beserta local wisdom yang juga bersumberkan 
pada norma, adat-istiadat, hukum dan penegtahuan yang 
dibentuk oleh ajaran agama, keeprcayaan, tata nilai 
tradisional yang diwariskan oleh leluhur. Akomodasi nilai-
nilai Islam dan local wisdom dalam upaya pembaruan 
hukum pidana nasional bermanfaat bagi pembentukan 
sistem hukum yang lebih aspiratif dan sesuai dengan kondisi 
sosial kultural masyarakat Indonesia dengan tidak 
mengesampingkan ajaran agamanya Islam dan local wisdom 
dalam upaya Pembaruan Hukum Pidana bermanfaat bagi 
pembentukan hukum pidana nasional yang lebih aspiratif 
yang sesuai dengan kondisi sosio-kultural masyarakat 
Indonesia dengan tidak mengabaikan nilai-nilai ajaran 
agamanya, (Fatoni, 2019) Hal ini tentunya akan berdampak 
pada kepuasan batin masyarakat Indonesia yang didominasi 
oleh umat muslim karena selama ini hukum pidana 
merupakan sistem hukum yang belum mengakomodir 
hukum Islam. 
Sebagai contoh, substansi hukum pidana yang 
berlaku di Indonesia selama ini dalam banyak penilaian 
pakar hukum lebih banyak terfokus pada pelaku sementara 
di lain sisi hak-hak korban terabaikan. Demikian pula hukum 
acaranya. Sebagaimana diuraikan oleh Busthanul Arifin 
bahwa dalam hukum pidana Islam, seorang saksi korban 
adalah pihak dalam kasus perkara pidana, sementara dalam 
hukum acara pidana Indonesia, saksi korban hanya seorang 





dan tidak punya hak apapun dalam proses selanjutnya. 
Seandainya saksi korban tersebut menjadi pihak, haknya 
akan sama dengan terdakwa. Ini tentunya lebih adil. 
Demikian halnya soal diyat, akan lebih aidl sekiranya 
dijadikan pengganti denda yang berlaku dalam hukum acara 
pidana Indoensia. Sebab diyat adalah untuk si korban 
sementara denda masuk kas negara. Logikanya, negara 
diuntungkan dengan adanya tindak pidana, sementara si 
korban harus menuntut lagi secara perdata untuk 
mendapatkan ganti ruginya.(Arifin, 2007) 
 Dibandingkan dengan hukum pidana Islam, pihak 
korban menjadi bagian penting dalam memutuskan nasib 
pelaku sehingga suara atau keputusan yang diambil korban 
akan menentukan nasib pelaku dalam menghadapi 
hukumannya. Hasil penggalian semacam ini dapat menjadi 
dasar bagi pengembangan sistem hukum pidana Indonesia 
ke depannya. Akomodasi nilai-nilai hukum Islam dan juga 
kearifan local dalam rangka pengembangan hukum pidana 
Indonesia menjadi penting untuk mengisi ketimpangan-
ketimpangan hukum yang ada dan juga belum optimal dalam 
memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat 
Indonesia khsusunya perempuan dan anak. 
Terkait dengan pengembangan substansi hukum 
perlindungan perempuan dan anak ini, salah satu 
perdebatan menarik akhir-akhir ini adalah Rancangan 
Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU 
PKS). RUU ini tak kunjung disahkan karena adanya tarik-
menarik bahkan menjadi polemik tersendiri di kalangan 
kelompok-kelompok tertentu di masyarakat. Bahkan, 
kabarnya RUU PKS justru telah dikeluarkan dari daftar 




Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Kaukus 
Perempuan Parlemen Republik Indonesia menegaskan 
sudah tidak ada alasan bagi DPR untuk menunda 
pengesahan RUU PKS tersebut mengingat Indonesia saat ini 
sudah dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Data 
kasusnya terus bertambah setiap harinya dan pelakunya 
bisa siapa saja, bahkan dari kalangan orang-orang terdekat 
yang seharusnya memberikan perlindungan. KUHP dinilai 
tidak cukup untuk memberikan perlindungan kepada 
korban kekerasan seksual sehingga perlu dipertegas dengan 
aturan hukum yang bersifat khusus atau lex specialis. 
Namun di lain sisi, terjadi perbedaan ideologi atau paham 
berpikir di kalangan anggota parlemen, terutama dari fraksi-
fraksi tertentu yang menilai sebagian dari materi RUU PKS 
tersebut tidak sesuai dengan keyakinan keagamaan yang 
dipahaminya.(Mashabi, n.d.) 
Menurut hemat penulis, yang perlu dikedepankan 
dalam masalah ini adalah urgensi kehadiran UU PKS 
tersebut di tengah fenomena semakin maraknya kasus 
kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. 
Kalaupun terjadi perdebatan pada persoalan teknis seperti 
redaksi pasal-pasalnya, seharusnya didiskusikan secara arif, 
apakah harus diformulasi ulang atau ditambahkan 
penjelasan atau mungkin saja hanya perlu dijelaskan latar 
belakang dan pemaknaan atau interpretasinya sehingga 
tidak mengundang kesalahpahaman. Dalam hal ini harus ada 
koordinasi dan sinergitas yang kuat antara parlemen dan 
pemerintah, lembaga-lembaga strategis serta masyarakat 
secara umum demi mewujudkan komitmen bersama untuk 





Dalam lapangan hukum perdata misalnya dalam 
hukum keluarga, sebagian kalangan menganggap perlunya 
hukum perkawinan Indonesia diperbarui karena beberapa 
aturan hukum di dalamnya dinilai masih bias gender. Untuk 
langkah ini, perlu dijadikan dasar berpijak pada prinsip-
prinsip penting sebagai berikut: 
1. Prinsip equality  
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan 
dalam hal ini suami istri. Suami dan istri adalah 
manusia yang masing-masing memiliki hak asasi 
dan tentunya juga kewajiban asasi sebagai 
makhluk di hadapan Rabbnya dan sebagai 
anggota masyarakat ataupun warga negara. Atas 
dasar ini, relasi keluarga dan perkawinan harus 
lebih banyak mengarah pada kerja sama dan 
saling mengisi di antara suami istri dan anggota 
keluarga yang lain.(Yusdani, 2012) Tidak 
semestinya pernikahan menjadi ajang kontestasi 
kekuasaan suami dan ketertindasan istri karena 
berangkat dari pemahaman bahwa suami adalah 
pemilik kuasa dan istri hanya semata-mata 
sebagai penaat kuasa. Kesetaraan manusia di 
hadapan Sang Pencipta harus terimplementasi 
dalam pelaksanaan pernikahan 
Prinsip kesetaraan tersebut perlu menjadi 
dasar berpijak dalam membangun relasi suami 
istri dalam perkawinan yang semestinya 
diakomodir dalam pembaruan hukum 
perkawinan di Indonesia ke depan. Olehnya itu, 




prinsip ini harus ditegaskan dalam Undang-
undang Perkawinan dan tentunya materi-materi 
di dalam undang-undang tersebut harus 
menjiwai prinsip tersebut. Tidak boleh ada pasal 
yang menyimpang dari prinsip kesetaraan.    
2. Prinsip Musyawarah  
Ibarat sebuah lembaga, dalam pernikahan 
dibutuhkan komunikasi yang sehat dan seimbang 
serta saling memberi masukan demi pencapaian 
tujuan dari pernikahan yakni terbentukya 
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah 
dalam Lindungan Allah Swt. Keputusan apapun 
yang menyangkut keluarga harus diputuskan 
bersama-sama. Salah satu contoh dalam hal ini 
adalah keputusan untuk hamil dan melahirkan, 
terkadang seorang istri harus menerima 
kehendak suami untuk hamil terus selagi belum 
didapatkan anak dengan jenis kelamin tertentu 
yang diinginkan suami meskipun hati kecilnya 
sudah tidak ingin hamil lagi karena mungkin 
persoalan kesehatan, usia atau ada gangguan 
reproduksi. 
3. Prinsip Saling mencintai, menghargai, 
menghormati, memahami dan saling menjaga 
(5M) 
Kekuatan pernikahan yang sesungguhnya 
ada pada kata “saling”. Jika suami istri 





saling ini, pernikahan tentunya akan berjalan 
aman dan tenteram. Sebaliknya jika kata saling 
diabaikan dan justru yang dikedepankan adalah 
kata “Di”, hanya mau dicintai, dihormati, 
dipahami, dilayani dan seterusnya, sementara di 
lain sisi ia tidak melakukan hal yang sama kepada 
pasangannya, tentunya pernikahan tidak akan 
berjalan secara normal karena peran kedua belah 
pihak yang tidak seimbang atau terjadi 
ketimpangan.   
Hal penting lainnya dalam pembaruan hukum 
pernikahan adalah perlunya mengakomodir ancaman 
sanksi-sanksi bagi pelaku pelanggaran Undang-undang 
Perkawinan sebagaimana telah ditempuh beberapa negara 
seperti Turki, Mesir dan Malaysia. Misalnya bagi pelaku 
nikah sirri, poligami yang tidak sesuai prosedur, pelanggar 
batas usia nikah, diberikan sanksi yang memadai agar 
menjadi shock terapy bagi masyarakat yang lainnya untuk 
melakukan hal yang sama. Harus diakui, dalam hal ini 
Indonesia cenderung etrtinggal dari beberapa negara di 
dunia yang telah menerapkannya. 
Dalam hukum perkawinan juga perlu ditambahkan 
salah satu asas penting yaitu asas perlindungan perempuan 
dan anak karena keduanya cenderung rentan mengalami 
ketidak adilan dan tak jarang hak-haknya terabaikan. Anak 
misalnya, pendapatnya cenderung dianggap tidak penting, 
bahkan kadang-kadang anak dikorbankan dalam sebuah 
perkawinan karena keegoisan kedua orang tuanya, misalnya 
keputusan untuk mengakhiri perkawinan, kadang-kadang 
suami istri jangankan minta pendapat si anak, nasib anak 




pasca perceraian tidak dipertimbangkan sama sekali. Contoh 
lainnya, suami yang mau poligami, kadang yang dipikirkan 
hanyalah bagaimana menafkahi dua atau tiga keluarga, tapi 
tidak berpikir sama sekali bagaimana dampak psikologis dan 
sosial yang akan dialami anak-anaknya. Tak kalah juga 
pentingnya bagaimana mendidik anak-anak pada keluarga 
yang berbeda-beda serta bagaimana mewariskan 
keteladanan kepada generasi penerusnya dalam menjalani 
pernikahan yang normal dan berkeadilan. Makanya asas 
perlindungan anak ini juga penting dibunyikan dalam 
hukum perkawinan agar setidaknya menjadi pemicu 
kesadaran bagi siapapun untuk selalu menyadari dan 
memikirkan kepentingan anak dalam membangun keluarga.   
2. Integrasi Struktur Hukum 
Seperti telah diuraikan sebelumnya, struktur hukum 
memiliki posisi yang strategis dalam sebuah penegakan 
hukum. Struktur hukum yang terdiri dari lembaga dan 
aparatnya merupakan motor penggerak hukum yang pada 
dasarnya hanya sebuah kumpulan kaidah tak bergerak. 
Olehnya itu, mati hidupnya hukum terletak pada dinamika 
peran yang dijalankan atau bekerjanya struktur hukum. 
Struktur hukum dalam hukum pidana yang terdiri dari 
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan merupakan faktor 
penentu dalam tegaknya hukum.  
Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap 
perempuan dan anak tentunya tidak cukup hanya dengan 
mengandalkan substansi hukum, tetapi juga harus ditunjang 
dengan berfungsinya struktur hukum demi menjamin 





penting menjadi perhatian. Siklusnya harus berjalan secara 
normal dan saling mendukung. Inilah yang dimaknai dengan 
integrasi struktur hukum. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan 
hingga Pengadilan kesemuanya harus sama-sama 
berkomitmen untuk menegakkan hukum yang adil dan 
mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan yang 
telah diamanatkan Undang-undang sebagaimana telah 
dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. 
3. Integrasi Kultur Hukum 
Kultur hukum terkait dengan sikap dan pandangan 
masyarakat mengenai hukum. Kultur hukum tak kalah 
pentingnya dari substansi dan struktur hukum karena 
substansi dan struktur hukum yang tidak didukung oleh 
kultur hukum tentunya akan omong kosong. Penghargaan 
masyarakat terhadap hukum berupa kesadaran dan 
ketaatan menjadi ruh penopang tegaknya hukum. Hukum 
hanya akan tampak bernilai jika ia ditempatkan secara 
terhormat oleh masyarakat melalui penghayatan nilai-nilai 
hukum yang pada gilirannya akan melahirkan kesadaran 
dan ketaatan atas hukum-hukum tersebut.   
Untuk membangun kultur hukum yang baik tentunya 
harus ditunjang oleh bidang-bidang strategis yang 
melingkupi hidup masyarakat, khususnya lembaga 
pendidikan, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan 
tentunya keluarga. Jika kesemua lembaga ini bekomitmen, 
bersinergi dan saling berkoordinasi untuk pembinaan kultur 
hukum, tentunya akan terjadi penguatan dengan sendirinya 
dalam pembangunan kultur hukum yang dicita-citakan. 
Olehnya itu, ke depannya, pemerintah harus 




memberdayakan lembaga-lembaga semacam ini. Logikanya, 
jika kesemua lembaga tersebut memiliki bahasa yang sama, 
dengan sendirinya akan terjadi internalisasi dalam diri 
setiap pribdai-pribadi. Di manapun berada selalu diingatkan 
mengenai kultur hukum tersebut. Sejak kecil dalam asuhan 
keluarga sudah diawali dengan wejangan-wejangan untuk 
selalu taat hukum. Pada lembaga pendidikan yang 
dimasukinya juga memberikan warning yang sama. 
Demikian halnya di masyarakat di mana mereka 
bersosialisasi, kesemuanya akhirnya berkolaborasi 
membangun kesadaran bahwa memang penaatan terhadap 
hukum itu penting. Dimana-mana hal itu selalu disuarakan.  
Intinya, pembinaan budaya hukum harus dilakukan 
secara meluas, massif dan koordinatif. Penguatan budaya 
hukum sangat urgen karena eksistensi budaya hukum juga 
hadir dan memengaruhi substansi hukum serta struktur 
hukum. Logikanya, perumusan substansi hukum dan mental 
aparatur hukum tentunya dipengaruhi oleh kultur hukum 
yang melingkupinya. Misalnya, bagaimana seorang anggota 
parlemen akan mengusulkan pembentukan hukum yang 
baik jika masuknya sendiri ke lembaga tersebut sudah 
diawali dengan praktek-praktek yang tidak benar seperti 
money politic. Bagaimana seorang aparat akan berlaku adil 
jika dalam tugasnya sehari-hari sendiri selalui diwarnai 
dengan praktek ketidakadilan. Di sinilah pentingnya budaya 
hukum dibangun dengan baik, karena jika sudah 
terinternalisasi secara apik dalam diri seseorang, maka 
dalam posisi apapun akan selalu menjadi dasar bertindak 
pada apapun peran yang dilakoninya. Selanjutnya jika semua 





hukum maka dengan sendirinya hukum akan berjalan sesuai 
dengan koridornya dan tujuan hukum untuk mewujudkan 
ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud.    
B. Integrasi Pendekatan Struktural dan Kultural    
Hukum tidak hanya melulu berbicara melalui 
lembaga struktural, tetapi hukum juga perlu didekati secara 
kultural. Merujuk pada sistem hukum pidana Islam yang 
membuka peluang pemaafan dari keluarga korban, dapat 
menjadi salah satu model untuk mekanisme penyelesaian 
perkara secara musyawarah dan kekeluargaan. Apalagi pada 
kasus-kasus yang bersifat kekeluargaan seperti KDRT. 
Penyelesaian perkara yang mengedepankan sistem 
musyawarah atau perdamaian di samping mengandung nilai 
efisiensi dan efektivitas, juga dapat mengakomodir aspirasi 
korban sebagai pihak yang dirugikan sehingga sudah 
seharusnya paling mendapat perhatian dalam proses 
penyelesaian sebuah kasus.  
Harus diakui, praktik peradilan pidana selama ini 
cenderung mengabaikan hak-hak korban. Korban kejahatan 
tampak sebagai pihak yang dilupakan dalam sistem 
peradilan pidana yang berlangsung selama ini. Hak-hak 
korban, khususnya penderitaan yang dialaminya menjadi 
terabaikan. Korban seolah dipaksa menerima apa saja yang 
dilakukan oleh negara melalui perlakuan dan putusan aparat 
hukum yang kadang-kadang sama sekali tidak berefek 
sedikitpun pada korban. Makanya praktik penegakan hukum 
terutama dalam perkara KDRT seringkali menimbulkan 
reaksi kekecewaan dari pihak korban, meskipun hakim telah 




menjatuhkan ancaman pidana maksimal sebagaimana telah 
diatur dalam UU PKDRT. Hukuman maksimal yang 
dijatuhkan hakim tidak serta merta membuat korba merasa 
puas dan dapat menerima putusan yang dijatuhkan tersebut. 
Misalnya dalam Putusan Nomor 
2031/Pid.Sus/2011/PN.Mdn, putusan pidana 3 tahun 
penjara yang dijatuhkan majelis hakim akibat terdakwa 
dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana 
penelantaran rumah tangga, tidak direspon secara puas oleh 
keluarga korban. Keluarga korban sampai berteriak-teriak di 
persidangan karena akibat diterlantarkannya korban oleh 
terdakwa korban sampai mengalami depresi berat. Bahkan 
sampai harus dirawat di rumah sakit. Terdakwa tak 
sekalipun datang dan memberikan biaya perawatan kepada 
korban. Padahal, dalam putusan tersebut majelis telah 
menjatuhkan hukuman maksimal bagi pelaku penelantaran 
dan hal-hal yang meringankan tidak dipertimbangkan dalam 
perkara tersebut. Namun tetap saja menyisakan rasa tidak 
puas bagi korban dan keluarganya.(Ketut Sudira, 2016)        
  Berdasarkan contoh kasus di atas, tampak bahwa 
penerapan asas kepastian hukum tidak serta merta 
memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan hukum yang 
dikehendaki oleh masyarakat, terutama yang bersangkutan 
dengan kasus tersebut. Padahal, dari sisi tujuan hukum, asas 
kepastian hukum dapat dikesampingkan demi pencapaian 
asas keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks inilah 
wacana penyelesaian kasus-kasus pidana tertentu melalui 





Dalam penyelesaian kasus KDRT misalnya, terbuka 
peluang untuk mengadopsi sistem diversi dan pendekatan 
restorative justice yang telah diakomodir dalam UU Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Apalagi mengingat kasus KDRT 
khususnya kasus penelantaran dalam rumah tangga dan 
kasus anak yang berhadapan dengan hukum memiliki 
kesamaan filosofis yakni dalam rangka perlindungan 
perempuan dan anak.  
Dari sisi legalitas, metode diversi dan diskresi telah 
memiliki payung hukum yaitu Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, 
khsuusnya pada Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 
sendiri. Selanjutnya dalam ayat (2) dinayatakan bahwa 
pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 
hanay dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode 
etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.(Ketut 
Sudira, 2016)   
Sedangkan secara teknis, tahap penyidikan sebagai 
proses awal penyelesaian kasus pidana merupakan tahap 
paling strategis untuk menerapkan sistem mediasi dalam 
kasus-kasus tertentu. Pada tahap ini, dimungkinkan bagi 
penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan 
pemeriksaan sebuah kasus pidana ke dalam proses 
peradilan pidana, guna menghindari proses peradilan 
pidana dengan pencarian solusi yang menguntungkan semua 
pihak baik korban maupun pelaku.(Gultom, 2014) Tentunya 




dalam hal ini harus menggali aspirasi dari kedua belah 
pihak, terutama korban sebagai pihak yang dirugikan dari 
kasus tersebut dan penyelesaian melalui proses mediasi 
menjadi hal yang disepakati dengan berbagai 
konsekwensinya. Misalnya keharusan pemberian ganti rugi 
terhadap korban atau dalam wujud lain yang bisa 
mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi masing-
masing pihak dan juga nilai maslahat bagi masyarakat di 
sekelilingnya.  
Mengadopsi sistem peradilan pidana anak, kekanisme 
mediasi tersebut dapat diterapkan secara berjenjang, bukan 
hanya di tingkat penyidikan tetapi dapat juga diterapkan 
pada tahap-tahap berikutnya, misalnya dalam tahap 
penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan, 
bilamana dalam proses penyidikan dan penuntutan belum 
berhasil mencapai titik kata sepakat. Pemeriksaan kasus di 
pengadilan nanti dilanjutkan bilamana mekanisme mediasi 
yang ditawarkan hakim tidak mencapai titik kesepakatan. 
Mekanisme mediasi itu sendiri sebaiknya menawarkan 
kepada kedua belah pihak apakah akan diselesaikan di 
lingkup pengadilan melalui mediator yang telah disiapkan 
pengadilan atau disepakati untuk diselesaikan di luar 
pengadilan melalui lembaga -lembaga mediasi yang sifatnya 
formal atau tidak menutup kemungkinan pemberdayaan 
lembaga-lembaga keagamaan atau adat setempat.   
Penerapan sistem mediasi dalam penyelesaian kasus 
KDRT khususnya penelantaran rumah tangga tampak akan 
lebih menjanjikan keadilan dan kemaslahatan. Melalui 





keutuhan keluarga juga dapat diselamatkan dan tentunya 
perlindungan anak-anak menjadi lebih terjamin. Berangkat 
dengan nilai filosifis tersebut, ke depan idealnya 
penyelesaian perkara KDRT khususnya jenis penelantaran 
rumah tangga lebih pas kiranya jika menjadi kewenangan 
Peradilan Agama sebagai pengadilan keluarga, bukan 
menjadi wilayah kompetensi Peradilan Umum sebagaimana 
sekarang.            
Demikian halnya kasus pada anak di bawah umur 
yang melakukan tindak pidana cukup memungkinkan 
penyelesaiannya melalui pendekatan restorative justice 
melalui mekanisme diversi atau diskresi karena telah 
diakomodir dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Hanya saja memang masih perlu dikembangkan 
mekanisme yang dapat menjamin keadilan dan 
kemanfaatannya karena selama ini diterapkan dalam 
berbagai model perdamaian sesuai dengan kearifan lokal 
masing-masing wilayah. Pola penyelesaian semacam ini 
penting untuk menjaga agar anak tidak mengalami trauma 
atas cap/label sebagai pelaku kejahatan yang dapat 
memengaruhi perkembangan keidupan anak ke depan yang 
sebenarnya masih panjang dan masih terbuka banyak 
kesempatan untuk menjadi lebih baik.(Gultom, 2014)  
Demikian ulasan mengenai perlunya integrasi antara 
jalur struktural dan kultural dalam penegakan hukum 
terkait perlindungan perempuan dan anak. Hal ini sejalan 
dengan amanat Undang-undang Kekuasaan Kehakiman 
bahwa hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup 
di masyarakat. Penyelesaian perkara melalui musyawarah 




dan mediasi merupakan salah satu cara yang dapat 
mengakomodir hal tersebut.   
C. Integrasi Pendekatan Hukum dan Non Hukum 
Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak 
dapat dilakukan dalam dua aras yaitu aras hukum maupun 
non hukum. Perlindungan melalui jalur hukum telah 
diuraikan Panjang lebar dalam pembahasan-pembahasan 
sebelumnya. Dalam sub pembahasan ini akan diuraikan 
bahwa tak kalah penting untuk menjadi perhatian adalah 
perlunya pendekatan hukum diintegrasikan dengan 
pendekatan non hukum.  
Menurut Meuwissen, sebagaimana dikutip 
Khudzaifah Dimyati, hukum bukanlah gejala yang netral 
yang semata-mata merupakan hasil rekaan manusai, tetapi 
hukum juga berada dalam jalinan yang snagat erat dengan 
masalah-masalah dan perkembangan kemasyarakatan. Pada 
satu sisi, hukum dapat dijelaskan dengan bantuan faktor-
faktor kemasyarakatan. Namun pada sisi yang lain, gejala-
gejala kemasyarakatan dapat dijelaskan dengan bantuan 
hukum. (Dimyati, 2014) 
Menarik analisis yang dikemukakan oleh Satjipto 
Rahardjo bahwa prilaku hukum mempunyai substansi atau 
bahan baku dari prilaku manusia. Tatanan hukum memiliki 
keterbatasan untuk membendung prilaku di luar hukum. 
Dalam hal ini, hukum tidak mampu menggantikan sifat-sifat 
prilaku baku manusia. Sementara prilaku manusia itulah 
yang menjadi landasan yang kuat bagi keberlangsungan 





hukum, tetapi juga dalam bidang lain seperti ekonomi dan 
politik. Prilaku substansial ini tidak dapat digantikan secara 
sempurna oleh sistem hukum. Sebagai contoh, 
bagaimanapun kontrak dibuat sedemikian rupa, ia tidak 
dapat menggantikan prilaku kepercayaan. Pada akhirnya 
semuanya akan bersandar pada prilaku tersebut. Prilaku 
yang tersimpulkan dalam cara hidup sehari-hari. 
Bahwasanya menjalani kehidupan dengan baik adalah 
landasan fundamental dari hukum. Pada akhirnya kita harus 
meyakini bahwa berprilaku baik, menjalani kehidupan 
dengan saleh, berbudi pekerti luhur, adalah landasan 
penting dalam menjalani kehidupan berbangsa dan 
bermasyarakat. Ia menjadi modal untuk melakukan aktivitas 
apa saja, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun 
hukum. (Rahardjo, 2009) 
Intinya kembali kepada prilaku masing-masing. 
Prilaku baik tentunya akan menjadi baik pula ketika 
berhadapan dengan hukum. Olehnya itu tak kalah pentingya 
adalah pembinaan moralitas, karakter, pembiasaan hal-hal 
yang baik dan ini memerlukan keterlibatan berbagai unsur. 
Pembinaan yang baik yang diawali sejak dini, baik di 
lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dalam keluarga 
maupun dalam masyarakat dengan sendirinya akan 
bersinergi menumbuhkan karakter positif yang akan 
mendorong lahirnya prilaku positif, termasuk terhadap 
hukum itu sendiri. 
Oleh karena itu, upaya perlindungan perempuan dan 
anak tidak semata-mata mengandalkan sistem hukum secara 
struktural melalui penegakan hukum oleh lembaga formal 
penegak hukum, tapi tak kalah pentingnya adalah 




penegakan prilaku yang baik melalui penanaman nilai-nilai 
positif, pembinaan akhlakul karimah, nilai-nilai keagamaan 
serta prinsip-prinsip moralitas yang mulia. Hal ini menjadi 
tugas bersama semua elemen masyarakat.  
Peran tersebut harus dimulai dari rumah. Anak sejak 
dini sudah harus diperkenalkan agama, rasa takut kepada 
Sang Maha Pencipta Yang Maha segalanya, Maha Melihat, 
Maha Mengetahui dan akan menghukum setiap perbuatan-
perbuatan yang melanggar ketentuan agama serta 
perbuatan baik akan mendapat balasan yang setimpal. 
Kedua orang tua juga harus menjadi teladan bagi anak-
anaknya bagaimana dalam berprilaku sehingga anak dari 
sejak lahirnya sudah dapat menyerap pelajaran berharga 
dari prilaku yang baik dari ibu bapaknya. Pola pengasuhan, 
perawatan dan pembinaan yang dilaksanakan keluarga juga 
menjadi ladang belajar yang strategis bagi anak untuk 
diterapkan dalam kehidupan keluarganya kelak setelah 
mereka dewasa. Oleh karena itu, sudah seharusnyalah pola 
relasi yang ditampilkan adalah pola relasi yang egaliter, 
demokratis, saling menghargai, menghormati, menyayangi 
dan saling meringankan beban tanpa ada yang merasa 
dominan ataupun ditindas. Jika pola ini yang diwariskan dari 
generasi ke generasi, akan membentuk siklus yang positif 
dan berkesinambungan.     
Demikian halnya lembaga pendidikan baik umum 
maupun yang bersifat keagamaan seperti madrasah, 
pesantren, dalam pembelajaran harus mengintegrasikan 
nilai-nilai luhur penghargaan terhadap kemanusiaan, 





orang lain. Nilai-nilai ini harus terintegrasi dalam kurikulum 
bukan hanya dalam pembelajaran Pendidikan Agama tapi 
semua mata pelajaran. Pendidikan karakter harus lebih 
diintensifkan lagi karena jika karakter tersebut bagus maka 
akan mendorong semuanya menjadi baik.  
Lembaga sosial kemasyarakatan, majelis taklim, da’i, 
juga memiliki posisi yang strategis dalam mensosialisasikan 
nilai-nilai kebaikan, kesetaraan dan pemuliaan sesama 
manusia. Intinya dibutuhkan sinergitas yang kokoh, saling 
mendukung dan saling menguatkan dari semua kalangan. 
Melalui cara ini, akan berdampak positif terhadap 
terbentuknya prilaku-prilaku yang baik yang akan menjadi 
dasar dalam terciptanya ketertiban dalam masyarakat.           
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ISU-ISU PENTING DALAM 




DRT merupakan isu yang banyak diperbincangkan 
dalam pembahasan tentang perlindungan 
perempuan selama ini karena kasus KDRT yang 
terus meningkat. Bahkan sebagaimana telah 
dipaparkan lebih awal dalam buku ini, KDRT mendominasi 
kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama ini 
sebagaimana terekam dalam data kasus kekerasan setiap 
tahunnya. KDRT tentunya menjadi ironi karena terjadi 






tempat aman dan teduh bagi perempuan sebagai ratu dalam 
rumah tangganya yang dikelilingi oleh orang-orang yang 
mencintainya seeprnuh hati. 
KDRT menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(PKDRT):  
“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, 
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 
atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam lingkup rumah tangga.” (Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, n.d.) 
Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa 
KDRT tidak hanya berwujud kekerasan fisik sebagaimana 
yang dipahami banyak kalangan selama ini. Namun KDRT 
memiliki berbagai macam bentuk sebagaimana akan 
dijelaskan sebagai berikut:  
1. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang 
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. 
(Pasal 6 UU PKDRT)  
Kekerasan fisik yang merupakan tindak kekerasan 
yang diarahkan pada fisik korban seperti tamparan, 
pemukulan, penjambakan, penginjak-injakan, 
penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, 
penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, 




gunting, setrika serta pembakaran. Ada juga dalam 
bentuk-bentuk tertentu seperti disemprot racun 
serangga ke arah wajah.  
2. Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemapuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan 
atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 
7 UU PKDRT) 
Kekerasan fisik merupakan kekerasan secara 
psikologis yang dialami korban terutama perempuan 
antara lain dalam bentuk makian, penghinaan yang 
berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, 
bentakan dan ancaman yang dimaksudkan untuk 
memunculkan rasa takut, termasuk seruan dengan 
menggunakan inisial nama-nama binatang seperti 
anjing dan lain-lain. 
3. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 5 
huruf c meliputi:  
a.  pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 
terhadap orang yang menetap dalam rumah 
tangga tersebut;  
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah 
seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan 
orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan 






4. Penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 
sebagai berikut: 
(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam 
lingkup rumah tangganya, padahal menurut 
hukum yang berlkau baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memebrikan 
kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada 
orang tersebut 
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) 
juga berlaku bagi setiap orang yang 
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 
cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja 
yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga 
korban berada di bawah kendali orang tersebut. 
(Pasal 9 UU PKDRT)  
Dengan demikian, penelantaran adalah pengabaian 
tugas dan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam 
lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan 
kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan 
terhadap orang tersebut. Termasuk dalam kategori 
penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan 
atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam 
atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali 
orang tersebut. Hal seeprti  ini tak jarang kita jumpai, 
perempuan yang telah menikah atau melahirkan anaknya 
akan dibatasi oleh suaminya untuk bekerja dengan alasan 
agar bisa fokus mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. 
Berbeda halnya bilamana pilihan tersebut merupakan 
keputusan sendiri si Ibu tersebut, bukan karena dipaksa 
apalagi diancam oleh suaminya.  




KDRT merupakan masalah serius namun selama ini 
kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, antara lain 
disebabkan karena: 
- KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup 
atau bersifat pribadi karena terjadi dalam lingkup 
keluarga di antara orang-orang yang memiliki 
hubungan dekat sebagai anggota keluarga yang 
terjaga ketat privacynya. KDRT terjadi di dalam 
rumah yang menyulitkan publik untuk mengakses 
secara langsung sehingga jika tidak dilaporkan akan 
sulit diketahui oleh orang luar terutama pihak 
penegak hukum 
- KDRT sering dianggap wajar, tidak dinilai sebagai 
sebuah pelanggaran apalagi kejahatan karena 
didasari pemahaman yang salah, bahkan keyakinan 
yang menyimpang, bahwa eksistensi suami sebagai 
pemimpin dan kepala rumah tangga menjadi 
legitimasi untuk memperlakukan istri 
sekehendaknya. Hal ini diperparah dengan 
pemahaman agama bahwa pernikahan sebagai akad 
kepemilikan. Pernikahan dianggap sebagai wilayah 
legal bagi suami untuk melakukan kekerasan 
terhadap istri dalam berbagai variannya, apalagi jika 
tindakan tersebut mengatasnamakan upaya 
pendidikan atau pembinaan bagi istri yang dalam 
ajaran agama dan juga Undang-undang Perkawinan 
memang menjadi salah satu kewajiban suami. 
Sehingga tindakan apapun yang jika dilakukan dalam 
rangka upaya pembinaan tersebut dianggap sah-sah 





kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas 
pendidikan bagi istri dan anak-anaknya. 
- KDRT terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu 
perkawinan. Hal ini masih terkait dengan posisi 
pernikahan yang diklaim sebagai akad kepemilikan 
sebagaimana telah dijabarkan di atas. Pernikahan 
dianggap sebagai lembaga yang legal dan urusan yang 
bersifat pribadi-pribadi, hanya menyangkut orang-
orang yang telah mengikatkan diri dalam akad 
sehingga pihak-pihak luar dinilai tidak berhak untuk 
campur tangan dalam apapun yang terjadi dalam 
lingkup rumah tangga seseorang.  
- Masih sangat kuatnya kultur yang menomorsatukan 
keutuhan dan keharmonisan keluarga. Hal ini 
berakibat pada banyaknya perempuan korban KDRT 
yang menyerah pada keadaan, memendam sendiri 
penderitaannya, menyimpannya hanya dalam sudut-
sudut rumahnya yang sepi dan mencekam. Ia tidak 
mau membawa masalah KDRT yang dialaminya 
keluar dari rumahnya, bahkan terhadap keluarganya 
sendiri seperti ibunya, ia sama sekali tidak mau 
menceritakannya. Ia begitu kuat meyakini bahwa 
bersabar atas perilaku suami merupakan jalan yang 
terbaik dan akan mendapat ganjaran pahala di Sisi 
Allah Swt. Dalam beberapa kasus, terdapat juga istri 
yang berusaha terbuka kepada keluarga dekatnya, 
misalnya Ibunya, namun justru pandangan si Ibu 
yang menyimpang semakin mengokohkan tekadnya 
untuk menerima begitu saja penderitaan yang 
dialaminya. Misalnya si Ibu yang akan berkata begini, 
“Ya sudahlah nak, memang suami dimana-mana 




seperti itu dan kita perempuan memang sudah dari 
sananya kita ditakdirkan untuk menerima apapun 
perlakuan suami. Bagi kita perempuan, yang 
terpenting kita punya suami, dengan begitu orang-
orang di sekitar kita akan menghargai kita.” 
Ancaman Pidana KDRT 
- Pelaku kekerasan fisik: pidana penjara paling lama 5 
tahun atau denda paling banyak 15 juta (Pasal 44) 
- Mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat: 
pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 
paling banyak 30 juta 
- Mengakibatkan korban meninggal: pidana penjara 
paling banyak 15 tahun atau denda paling banyak 45 
juta 
- Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
melakukan pekerjaan/kegiatan sehari-hari: pidana 
penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 
5 juta 
- Ancaman sanksi bagi pelaku penelantaran rumah 
tangga adalah pidana penjara paling lama 3 tahun 
atau denda paling banyak 15.000.000,- rupiah. (Pasal 
49). 
Penelantaran biasanya juga diistilahkan dengan 
kekerasan ekonomi. Sebelum disahkannya Undang-undang 
PKDRT, tindakan KDRT berupa penelantaran rumah tangga 






Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau 
membiarkan seorang dalam keadaan sengsara padahal 
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan 
atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama dua tahu delapan bulan 
atau denda paling banyak tiga ratus rupiah (Pasal 304 
KUHP). 
KDRT perlu menjadi perhatian bersama karena selain 
mendominasi jenis kekerasan dalam data kekerasan selama 
ini, dampaknya juga tidak hanya terhadap korban tetapi juga 
terhadap anggota keluarga yang lain, misalnya anak. KDRT 
bagi istri akan berdampak pada sakit fisik, tekanan mental, 
rasa percaya diri  dan harga diri yang menurun, rasa tidak 
berdaya, ketregantungan pada suami, stress, depresi dan 
bahkan keinginan untuk bunuh diri. Hal tersebut juga akan 
berdampak pada pekerjaannya yaitu kinerja akan menjadi 
buruk dan waktunya akan terbuang untuk menghubungi 
psikolog ataupun psikiater serta adanya rasa takut akan 
kehilangan pekerjaaan. (Sutrisminah, 2012) 
Hal yang paling mengkhawatirkan lagi, istri yang 
mengalami KDRT dari suaminya kadang-kadang 
melampiaskannya pada anak. Sang istri juga akan cenderung 
melakukan kekerasan terhadap anaknya. Anak akan dididik 
dengan cara kekerasan pula sehingga akan memengaruhi 
perkembangan karakter si anak kelak, Yang lebih bahayanya 
lagi, anak yang dibesarkan dalam keluarga KDRT cenderung 
akan menjadi pelaku KDRT juga dalam keluarganya kelak. 
Dengan demikian, KDRT seolah menjadi warisan dari 




generasi ke generasi dan mata rantainya tak akan pernah 
putus.   
Olehnya itu, KDRT harus menjadi perhatian bersama. 
Isu KDRT tidak boleh hanya menjadi isu lokal dalam lingkup 
pemilik rumah tangga semata tetapi harus diangkat ke 
permukaan, dipikirkan bersama untuk mencari solusi yang 
efektif.  Untuk memecah masalah KDRT ini tentunya harus 
digali akar masalahnya terlebih dahulu. Menurut hasil 
penelitian, di antara penyebab KDRT adalah adanya 
dominasi laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri, 
adanya himpitan ekonomi dalam keluarga, himpitan 
masalah di kota besar yang memicu terjadinya stress, 
kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat serta kondisi 
kejiwaan yang tidak stabil. (HB, 2010) Persoalan ekonomi 
juga muncul dalam hasil penelitian Muzayanah mengenai 
penyebab KDRT di Banyumas.(Muzayanah, 2016) 
Jika persoalan ekonomi menjadi salah satu pemicu 
terjadinya KDRT maka tentunya aspek ekonomi tersebut 
harus menjadi salah satu perhatian penting dalam 
penanggulangan KDRT. Namun di samping itu, sebenarnya 
ada hal yang lebih mendasar lagi, yaitu persoalan internal 
atau pribadi-pribadi yang bersangkutan yang perlu dibenahi. 
Dalam hal ini, Penanganan KDRT tidak bisa sepenuhnya 
diserahkan pada jalur hukum.  
Aspek yang perlu menjadi perhatian adalah 
bagaimana seseorang bisa mengelola emosi, mengendalikan 
diri ketika menghadapi permasalahan-permasalahan hidup 
seperti keterbatasan ekonomi atau setiap berhadapan 





pandemi covid sekarang ini, tentunya berbagai masalah 
terutama maslaah ekonomi sangat dominan melanda 
sebagain besar amsyarakat. Untuk hal ini tentunya 
dibutuhkan sentuhan-sentuhan spiritual atau yang bersifat 
kerohanian yang dapat menjadi penyejuk dalam 
kegersangan hidup yang melanda. 
 Di sinilah pentingnya agama dihadirkan. Keyakinan 
yang dalam kepada Tuhan, rasa takut kepada Tuhan, rasa 
dekat kepada Tuhan sebagai tempat bersandar dan berdoa 
ketika menghadapi problema kehidupan, kesemua itu 
memiliki makna penting sebagai pengendali efektif bagi 
seseorang ketika beban hidup terasa begitu berat 
menghimpit.  Kembali kepada prinsip Tauhid, menyerahkan 
kepada Allah sebagai pemilik segala kehidupan ini, Yang 
Maha Segala-galanya dan tidak akan memberikan cobaan di 
luar batas kesanggupan manusia untuk menanggungnya. 
Dalam hal ini, pendekatan spiritual harus menjadi salah satu 
solusi dalam mengurai permasalahan-permasalahan yang 
terjadi di masyarakat, termasuk KDRT. 
Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan struktural dan 
kultural dalam rangka meminimalisir tindak KDRT tersebut 
di masyarakat. Dari sisi struktural, perlu penguatan sistem 
hukum, baik dari sisi substansi, struktur dan kultur hukum 
terkait KDRT. Penanganan kasus KDRT ditempuh melalui 
pendekatan struktural, sedangkan untuk mencegah KDRT 
melalui pendekatan kultural. Di Banyumas misalnya., kasus-
kasus KDRT lebih banyak ditangani oleh lembaga-lembaga 
kemasyarakatan seeprti LSM atau lembaga yang dibentuk 
oleh pemerintah daerah. Untuk pencegahan, dilakukan 
pembinaan rohani dan kegiatan dialog keagamaan oleh 




lembaga agama.(Muzayanah, 2016)  Langkah ini bisa 
menjadi model untuk diterapkan di wilayah-wilayah lain.  
Penguatan basis pendidikan khususnya dalam 
keluarga merupakan salah satu langkah strategis dalam 
rangka membangun kematangan spiritual untuk menjadi 
pondasi kokoh dalam menjalani kehidupan. Anak-anak sejak 
dini sudah harus diajarkan tentang kasih sayang, bagaimana 
menghormati dan menghargai orang lain, bagaimana 
mencegah tindakan yang merugikan orang lain serta belajar 
memecahkan masalah tanpa harus menempuh jalan 
kekerasan yang justru akan memperparah keadaan. 
Sebaliknya, anak-anak dididik menjadi pribadi-pribadi 
pencinta damai dan penebar kasih sayang yang akan 
memakmurkan bumi ini. 
B.Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak 
Indonesia saat ini tengah mengalami darurat 
kekerasan seksual. Hal ini tentunya bukan main-main. 
Berbagai fakta mencengangkan disodorkan oleh media di 
hadapan kita hamper setiap hari. Kisah-kisah kekerasan 
yang sangat memilukan sekaligus mengerikan silih berganti 
menyentak kesadaran kita, betapa hal tersebut hadir begitu 
nyata dalam lembaran kisah republik ini, mencoreng nama 
baik negara kita sebagai sebuah negara dengan 
penduduknya yang ramah dan lemah lembut. 
 Salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang 
cukup menyita perhatian publik dan menghentak kesadaran 
kita betapa kekerasan terhadap anak bisa terjadi begitu 





bernama Siswanto Robot Gedek. Lelaki berumur 44 tahun. Ia 
melakukan kekerasan dengan cara menyodomi lalu 
membunuh 8 anak jalanan berumur 11-15 tahun pada tahun 
1994-1996 di Jakarta dan di Jawa Tengah. Ia membunuh 
anak-anak tersebut dengan cara menjerat leher korban 
dengan talia rafia lalu menyayat-nyayat tubuh korban 
kemudian menghisap darahnya. Modus perbuatannya 
dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan 
secara persuasive kepada calon korban dengan memberikan 
uang jajan sebesar 1000 rupiah dan mengajak mereka 
bermain game elektronik yang disebut ding dong. Setelah itu 
barulah ia akan mengajak korbannya ke tempat sepi untuk 
disodomi. Di titik puncak kenikmatan mensodomi 
korbannya, Robot menjeratkan tali rafia ke leher korban, 
kemudian mencekik tali itu sekuat mungkin hingga si anak 
meninggal dunia. Setelah itu ia menyayat-nyayat tubuh 
korban dengan silet dan menghisap darah yang keluar dari 
tubuh korban. Akibat perbuatannya tersebut, dalam 
persidangan yang dijalaninya, ia dituntut hukuman mati dan 
divonis mati oleh majelis hakim pada tgl 21 Mei 1997 di 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun ia meninggal 
karena sakit sebelum hari eksekusi. Hasil penelusuran 
menunjukkan bahwa Robot sejak masa kecil sering 
mengalami kekerasan fisik dan seksual dari orang-orang di 
sekelilingnya. Apalagi ia hidup di jalanan sebagai 
gelandangan dan bekerja sebagai pemulung.(Ismantoro Dwi 
Y, 2015)   
Kasus lainnya adalah kasus yang dilakukan oleh 
Baekuni alias Babe yang menyodomi 7 orang anak kemudian 
membunuhnya. Anak-anak tersebut disodomi setelah 




menjadi mayat. Kebengisannya tidak hanya sampai di situ, 
tetapi setelah itu ia melanjutkan kekejamannya dengan 
memutilasi korbannya. Setelah ditelusuri, pemicu prilaku 
kekerasan tersebut dipicu oleh dampak kekerasan yang 
diterimanya sejak kecil dari orang tuanya, baik berupa 
kekerasan fisik maupun verbal. Selanjutnya ia pernah 
menjadi korban sodomi waktu merantau dan hidup 
menggelandang di Jakarta. Babe divonis seumur hidup oleh 
Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 6 Oktober 2010. Ia 
kemudian dijatuhi hukuman mati ketika Banding ke 
Pengadilan Tinggi Jakarta. Babe sempat mengajukan kasasi 
tetapi ditolak Mahkamah Agung. Ia dikenai pasal 340 KUHP, 
pasal 338KUHP, pasal 65 ayat (1) KUHP. Sayangnya dalam 
kasus ini, Pasal kekerasan seksual terhadap anak tidak 
dijadikan pertimbangan, padahal telah diatur secara jelas 
dan tegas dalam Undang-undang Perlindungan 
Anak.(Ismantoro Dwi Y, 2015) 
Gambaran kedua kasus di atas menunjukkan sebuah 
benang merah bahwa salah satu penyebab prilaku 
kekerasan terkait dengan pengalaman waktu kecil pelaku. 
Korban kekerasan berpotensi kelak akan menjadi pelaku 
kekerasan juga. Di sinilah pentingnya pembinaan anak-anak 
melalui pola pendidikan yang memadai dan juga perlunya 
pengawasan terhadap anak dalam keluarga maupun di luar 
rumah. Tak kalah pentingnya adalah penanaman nilai-nilai 
moral keagamaan sejak dini serta penciptaan suasana 
lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.  
Selain kasus yang cukup menghebohkan masyarakat 





terjadinya tindak pemerkosaan terhadap seorang korban 
pemerkosaan yang masih pelajar dan baru berumur 13 
tahun. Ironisnya, kekejian itu dilakukan oleh pekerja Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) Lampung Timur berinisial DA yang telah berumur 
50 tahun, saat korban sedang menjalani trauma healing di 
lembaga tersebut akibat mengalami kekerasan seksual oleh 
pamannya sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana trauma 
yang dialami di korban yang masih di bawah umur, ia dua 
kali menjadi korban pemerkosaan, dimana keduanya 
merupakan orang-orang orang yang seharusnya 
memberikan perlindungan kepadanya. Ibarat kata pepatah, 
pagar makan tanaman.  
Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual 
akan berdampak secara psikologis kepada korban berupa 
adanya gangguan stress pasca trauma, meskipun di lain sisi 
juga terdapat dinamika psikologis yang disebabkan oleh 
faktor-faktor tertentu seperti karakteristik kepribadian, cara 
penyeelsain masalah, cara memanipulasi kognisi dn 
dukungan sosial.(Fu’ady, 2011) 
Pada kasus di atas, polisi menjerat pelaku dengan 
pasal berlapis dan disertai pemberatan, termasuk 
pemberlakuan hukum kebiri. Pelaku disangkakan Pasal 76D 
juncto Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Menurut pasal 
tersebut, hukumannya maksimal 15 tahun kurungan pidana 
ditambah 1/3 apabila dia seorang wali dan juga denda 
sebanyak 5 milyar. Bahkan pelaku bisa juga diancam 
hukuman mati, diberikan suntikan kimia, dipasangkan alat 




deteksi serta pembukaan identitas pelaku berdasarkan PP 
Nomor 1 Tahun 2016. (Jabbar Ramdhani, 2020) 
Langkah yang ditempuh oleh Kepolisian tersebut 
dengan memberikan ancaman pasal berlapis dan 
pemberlakuan hukuman maksimal berupa suntikan kimia 
memang patut diapresiasi. Namun di lain sisi, masih perlu 
diperkuat dengan penguatan substansi hukum dengan tidak 
hanya menekankan pada penanganannya tetapi juga tak 
kalah pentingnya adalah pada pola pencegahannya. 
Keberadaan RUU PKS mungkin cukup relevan untuk menjadi 
salah satu penangkal dalam mencegah semakin meluasnya 
tindak kejahatan seksual tersebut sehingga semestinya 
dikaji secara bijak dengan hati yang bersih demi 
menyelamatkan generasi bangsa yang akan menjadi pewaris 
kepemimpinan bangsa ini ke depan.  Tentunya juga harus 
diperkuat melalui pendekatan kultural lewat jalur 
Pendidikan, penguatan peran lembaga keagamaan dan 
institusi keluarga sebagai tempat paling aman anak-anak 
belajar dan diasuh dalam bingkai kasih sayang sehingga 
kelak anak-anak akan menjadi manusia-manusia yang penuh 
kasih sayang dan jauh dari tindak kekerasan. 
C.Trafficking 
Menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 
angka 1: 
Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, 





ancaman kekerasan, penggunaaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 
dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 
untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi. (Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007) 
Dari definisi di atas, unsur-unsur perdagangan orang 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, 
menyembunyikan atau menerima 
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: 
ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk 
kekerasan, penculikan, penipuan, penculikan, 
penyalahgunaan kewenangan atau pemberian 
pembayaran 
3. Tujuan: eksploitasi, baik seksual seperti prostitusi 
maupun yang lainnya seperti kerja paksa, 
perbudakan, penghambatan, pengambilan organ 
tubuh. (Gultom, 2012) 
Sedangkan 5 unsur perdagangan perempuan dan 
anak meliputi: 
 1. rekrutmen 
 2. transportasi 
 3. tidak ada persetujuan 
 4. paksaan atau eksploitasi 
 5. lintas batas(Gultom, 2012) 





Trafficking bisa berwujud dalam berbagai bentuk, 
antara lain: 
1. Perdagangan anak perempuan dengan bentuk 
sebagai pembantu rumah tangga 
2. Sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau 
usaha lain 
3. Sebagai pekerja seks 
4. Untuk industri pornografi dengan dalih model 
iklan, artis atau penyanyi 
5. Sebagai pengedar obat terlarang yang didahului 
ketergantungan 
6. Buruh migran 
7. Kontrak perkawinan 
8. Perdagangan bayi(Gultom, 2012) 
Bentuk-bentuk di atas biasa kita jumpai dalam 
praktek di masyarakat. 
 
Faktor-faktor Penyebab Trafficking 
 
Faktor Penyebab dari Sisi Penawaran 
 1. Trafficking merupakan bisnis yang 
menguntungkan 
 2. Adanya kemiskinan akibat multi krisis 
 3. Keinginan hidup lebih layak tetapi dengan 
kemampuan yang minim 
 4. Materialisme yang konsumtif 
 5. Pengaruh budaya patriarkhi yang amsih kuat 







Faktor Penyebab dari Sisi Permintaan: 
1. Keyakinan bahwa berhubungan seks dengan anak-
anak dapat meningkatkan kekuatan magis dan 
membuat awet muda 
2. Kegiatan pembangunan yang banyak melibatkan 
pekerja pendatang khsususnya laki-laki yang 
berdampak pada menyuburnya pelacuran 
3. meningkatnya kemudahan dan frekuensi 
transportasi internasional 
4. berkembangnya kejahatan inetrnasional 
khsusunya narkoba yang diperluas pada trafficking 
5. Globalisasi perdagangan dan keuangan 
 
Faktor Internal: 
 1. Faktor Ekonomi 
 2. Faktor Pendidikan  
 3. Faktor Keluarga 
 
Faktor Eksternal: 
 1. Faktor Lingkungan 
 2. Faktor lemahnya penegakan hukum. (Gultom, 2012) 
  
Dalam konteks masyarakat Indonesia sendiri, 
meskipun telah dibentuk berbagai instrumen hukum yang 
mengancam pelaku perdagangan orang, baik melalui KUHP, 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, 
Undang-undang Perlindungan Anak hingga Undang-undang 
khusus yaitu Undang-undang Perdagangan Orang, namun 
semua itu belum efektif dalam meredam semakin maraknya 
praktek perdagangan orang di Indonesia dan penegakan 
hukum perdagangan orang seolah-olah tidak berfungsi 




dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor sebagai 
berikut: 
 
1. Kurangnya sanksi 
2. Kurangnya kesadaran masyarakat 
3. Kurangnya sosialisasi tentang trafficking 
4. Kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan 
kasusnya ke polisi 
5. Kondisi korban yang memprihatinkan 
6. Lemahnya penegakan hukum (“TINJAUAN YURIDIS 
MENGENAI PERDAGANGAN ORANG DARI 
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” 2008) 
Data trafficking di Indonesia menunjukkan kasus 
terbanyak terjadi di Jawa Barat sebagai wilayah yang 
menduduki peringkat teratas dalam hal trafficking, 
khususnya di Indramayu. Korban trafficking di Jawa Barat 
sekitar 794 kasus. Selanjutnya menyusul Kalimantan Barat 
dengan 711 kasus dan kemudian Jawa Timur sebanyak 441 
kasus, Jawa Tengah sebanyak 404 kasus dan Nusa 
Tengggara Barat dengan 233 kasus.(Bintari & Djustiana, 
2017) 
Dalam rangka penanganan terhadap kejahatan 
kemanusiaan trafficking ini, Indonesia sendiri telah 
membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan 
trafficking. Namun peran lembaga ini tampak belum optimal 
karena kewenangannya yang hanya bersifat koordinatif, 
bukan operasional. Di samping itu, adanya praktek sistem 
penempatan TKI yang tidak memberikan perlindungan sejak 





perdagangan orang tersebut. Trafficking sebagai kejahatan 
luar biasa harus ditangani melalui upaya yang luar biasa 
pula.(Nugroho, 2018) Dalam hal ini tidak cukup melalui 
lembaga yang bersifat koordinatif belaka tetapi harus 
bersifat operasional.  
Kelompok yang rentan menjadi korban trafficking 
adalah orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun 
perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang 
berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, yang 
perpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlilit 
masalah ekonomi yang serius, korban kekerasan fisik, psikis, 
seksual, para pencari kerja, perempuan dan anak jalanan, 
janda cerai akibat pernikahan dini, dan lain-lain. Mereka 
biasanya terjerat menjadi korban perdagangan orang karena 
diiming-iming akan dipekerjakan di sebuah kota seperti 
menjadi pelayan restoran, salon dan lain sebagainya dengan 
dijanjikan pendapatan yang besar sehingga si korban akan 
tertarik tanpa pernah mereka sadari bahwa mereka telah 
menjatuhkan diri dalam jeratan perdagangan manusia. 
Trafficking akan membawa dampak-dampak tertentu 
bagi korbannya antara lain: 
- Dampak Non fisik: merasa bersalah, rasa takut 
terhadap keluarga, kesepian dan kebingungan, 
kehilangan harapan hidup atau frustrasi. 
- Dampak Fisik: mengalami luka pada bagian-bagian 
tubuh tertentu 
- Dampak Seksual: Pendarahan, rasa nyeri, infeksi, 
PMS, HIV/Aids, kehamilan yang tak diinginkan, aborsi 




Perdagangan manusia merupakan perbuatan keji, 
kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia karena mengabaikan 
hak-hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa dan 
diperbudak. Bukti empiris menunjukkan bahwa permepuan 
dan anak adalah kelompok rentan yang paling banyak 
menjadi korban trafficking tersebut. Mereka 
diperdagangkan biasanya untuk tujuan pelacuran atau 
bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya dan juga 
ekspoitasi lainnya seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, 
perbudakan dan yang serupa dengannya.(Prakoso, 2016)  
Atas kekejian tindak kejahatan trafficking tersebut, 
pantaslah jika pelakunya diancam dengan hukuman pidana 
paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana 
denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta. 
(Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007).  
Selain instrumen hukum tersebut, keberadaan 
Undang-undang Perlindungan Anak sebenarnya juga sudah 
berupaya memberikan perlindungan kepada korban 
trafficking, namun masih terdapat kendala-kendala pada 
proses penerapannya secara efektif di masyarakat. Dari sisi 
substansi undang-undang tersebu juga meskipun telah 
mengatur pemberian perlindungan khusus melalui 
mekanisme pengawasan, perlindungan, pencegahan, 
perawatan dan rehabilitasi, namun tampaknya belum 
menyentuh aspek reintegrasi atau proses penyatuan 
kembali korban dengan keluarga dan masyarakat dalam 
rangka upaya pemulihan dengan baik, belum diatur. 
(“EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK 





TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI 
INDONESIA,” 2015). Jadi, selain pembenahan struktur 
hukum, juga masih perlu ditinjau ulang substansi hukumnya. 
Undang-undangnya harus dibuat lebih komplit lagi agar 
perlindungan yang diberikan dapat benar-benar efektif 
dalam menangani sekaligus memulihkan korban sehingga 
bisa Kembali menjalani kehidupannya secara normal 
sebagaimana sedia kala, 
Namun selain pendekatan penyelesaian melalui jalur 
hukum, perlu ditempuh langkah-langkah strategis sebagai 
berikut: 
1. Menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi 
atau sektor terkait serta dengan stake holder atau 
pemangku kepentingan dalam rangka membangun 
komitmen bersama dalam menanggulangi hal 
tersebut 
2. Mengharmonisasikan instrument hukum 
internasional ke dalam hukum nasional untuk 
memperkuat usaha usaha penghapusan trafficking 
khususnya pada anak dan perempuan 
3. Membangun kesepakatan dengan pihak legislatif agar 
setiap penyusunan undang-undang dan produk 
hukum lainnya memperhatikan kepentingan 
perlindungan perempuan dan anak, termasuk dari 
kegiatan trafficking 
4. Memperkuat koordinasi dnegan peemrintah daerah 
dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan 
penghapusan trafficking di daerah-daerah 




5. Melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber 
pendanaan untuk melaksanakan rencana aksi 
tersebut 
6. Membangun jaringan kerja sama yang erat dengan 
anggota masyarakat, rohaniwan, peneliti, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, Lembaga-
lembaga internasional dalam mewujudkan rencana 
aksi menjadi program Bersama.(Prakoso, 2016) 
Selain Langkah-langkah strategis tersebut, tentunya 
juga dibutuhkan pendekatan kultural melalui penguatan 
peran Lembaga Pendidikan, keluarga dan Lembaga sosial 
keagamaan untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai luhur, 
pemberian keterampilan yang memadai, pendidikan yang 
cukup sehingga anak dapat terhindar dari trafficking karena 
persoalan rendahnya pendidikan atau desakan ekonomi. 
Dalam hal ini dibutuhkan kerja extra dan sinergitas yang 
solid dan kuat dari semua kalangan untuk saling 
berkolaborasi melawan trafficking sebagai kejahatan 
kemanusiaan berat. Hanya dengan komitmen dan semangat 
yang kuat dari setiap elemen masyarakat untuk menyatakan 
perang terhadap trafficking, trafficking bisa diminimalisir.  
D.Bullying 
Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman 
atau paksaan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk 
mengintimidasi atau mengontrol orang lain dan membuat 
korbannya merasa tidak nyaman atau terganggu. Bullying 
merupakan salah satu prilaku agresi yang disengaja yang 
menggunakan ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan 






Bulling merupakan fenomena yang terjadi secara 
lintas budaya, jenis kelamin, usia, dan ras. Meskipun 
Sebagian besar terjadi di lingkungan sekolah, namun bullyng 
sebenarnya dapat juga terjadi di tempat kerja dan juga di 
rumah serta di lingkungan yang lainnya.  Bullying ditandai 
dengan ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk menyakiti 
dan pengulangan dari waktu ke waktu. Hal ini akan 
berdampak negative pada korban baik jangka pendek 
maupun jangka Panjang, termasuk gangguan dalam proses 
internalisasi dan eksternalisasi, penyalahgunaan obat 
terlarang serta keterlibatan dalam hubungan agresif. 
(Swearer et al., 2012) 
Selain bully di dunia nyata, Tindakan bully juga 
banyak terjadi di dunia maya. Hasil penelitian menunjukkan 
lebih dari 30% siswa teridentifikasi terlibat sebagai korban 
atau pelaku bully dan satu dari empat siswa atau sekitar 
25,7% melaporkan telah terlibat dalam penidasan di dunia 
maya sebagai pelaku maupun sebagai korban.(Mishna et al., 
2012). Data seperti ini cukup mengkhawatirkan karena 
dunia maya ternyata dapat menjadi media untuk 
melancarkan aksi bully, terlebih dalam kondisi masyarakat 
saat ini yang tengah menghadapi pandemic covid-19 yan 
berefek pada beralihnya berbagai aktivitas di dunia maya 
sehingga dikhawatirkan kondisi ini akan berpotensi semakin 
meningkatkan jumlah kasus bully di dunia maya.  
Data BPS tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa 
sekitar 21% siswa usia 12-18 tahun mengalami intimidasi. 




Penyebab bullying sendiri bisa disebabkan berbagai 
faktor. Hasil penelitian menunjukkan faktor utama yang 
menjadi penyebab timbulnya prilaku bullying di kalangan 
peserta didik karena kondisi keluarga yang kurang 
harmonis. Faktor lainnya adalah adanya pengaruh dari 
teman sebaya sebagai akibat tingginya intensitas 
komunikasi atau interaksi dengan teman sebaya yang 
kebetulan berorientasi negatif. Faktor lainnya adalah 
keberadaan media massa yang cenderung disalahgunakan 
sebagai media untuk melancarkan aksi bully dalam bentuk 
nonverbal atau berupa teks.  (Sartika Lestari Lembaga 
Bimbingan Belajar Teknos Genius Cirendeu & Selatan, 2016) 
Faktor keluarga sebagai pencetus lahirnya prilaku 
bullying juga mengemuka dalam hasil penelitian Herawati, 
yakni sekitar 82.3% disebabkan karena menyaksikan 
adanya keributan dalam keluarga. Sementara faktor sekolah 
karena sekolah mengacuhkan masalah antar sekolah sekitar 
46.8% dan faktor teman sebaya karena teman suka 
mengejek kepada sesame teman sekitar 77.2%.(Herawati & 
Deharnita, 2019)  
Tampaknya faktor kondisi keluarga sangat besar 
pengaruhnya dalam melahirkan prilaku bullying bagi 
seorang anak. Kondisi keluarga yang kurang harmonis, atau 
bisa jadi karena kurangnya perhatian orang tua atau orang 
tua sering berkelahi sehingga memengaruhi kondisi 
kejiwaan seorang anak dan kemudian mendorongnya 
melakukan penindasan kepada teman-temannya. Setelah 
faktor keluarga juga karena faktor teman sebaya, yakni 





pergaulannya. Selain faktor-faktor ini, penting juga dilihat 
faktor-faktor yang lain seperti pengaruh media terutama 
tontonan TV dan game yang sangat berkembang pesat saat 
ini yang mempertontonkan adegan kekerasan sehingga 
cenderung ditiru oleh anak-anak. Faktor lainnya dalah 
kurangnya pemahaman terkait moral serta nilai-nilai agama 
dan bisa jadi juga karena adanya kelainan psikologis yang 
dialami seorang anak.  
Aksi bullying yang biasa ditemukan terdapat macam-
macam model. Berdasarkan hasil penelitian, sebagain besar 
responden yakni sekitar 70.9% melakukan aksi bullying 
secara fisik dalam bentuk memukul. Sekitar 58.2% 
merupaakn pelaku bully dalam bentuk verbal dengan cara 
menjuluki. Selanjutnya sekitar 78.5% secara mental dalam 
bentuk mendiamkan atau tidak memeprdulikan.(Herawati & 
Deharnita, 2019). Dalam hal ini, bentuk-bentuk bullying bisa 
dalam bentuk serangan secara fisik atau verbal, seperti 
memukul, menedang mendorong, mengucilkan, mengancam, 
menyebarkan gossip atau desas-desus, memeprmalukan, 
menjauhi, menyuruh, menggoda dan lain-lain, sehingga 
membuat korban merasa tidak nyaman dan bahkan 
tertekan. Sementara bullying dalam dunia maya bisa melalui 
sms, medsos maupun game. 
Bullying dapak mengakibatkan dampak-dampak 
tersendiri bagi korban, baik dampak yang bersifat fisik 
maupun psikis, dampak psikologis seperti trauma psikologis, 
rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menuurunnya 
semangat belajar, berkurangnya daya konsentrasi, dan 
kreativitas, hilangnya inisiatif serta daya tahan mental, 
menurunnya rasa percaya diri dan adanya tekakkan beban 




pikiran.(Saniya, 2019). Parahnya lagi, bullying tidak hanya 
akan berdampak pada korban yang menajdi objek bullying 
tetapi juga pada pelaku dan pihak-pihak lainnya yang 
menyaksikan aksi bully tersebut.  
Akibat dampak serius yang dapat diakibatkan dari 
aksi bullying tersebut, masalah ini telah menjadi kajian 
serius di dunia akademik. Dari sisi regulasi sendiri, 
pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah 
strategis dengan memperkuat instrumen hukum yang ada.  
Beberapa produk hukum yang terkait dengan tindak 
bullying adalah sebagai berikut: 
1. UU Perlindungan Anak 
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 
82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan 
Pendidikan 
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 
18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan 
Sekolah bagi Siswa Baru 
4. KUHP 
5. KUHAP 
6. UU No. 11Tahun 2008 tentang ITE  
Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014: 
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta 







Bagi pelanggarnya akan dipidana dengan penjara 
paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 
72 juta. Jika anak luka berat, penjara 5 tahun dan 
denda 100 juta. Jika anak mati, pidana 15 tahun dan 
denda 3 milyar.   
  
Pasal 54 UU No.  35 Tahun 2014: 
(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan 
pendidikan wajib mendapatkan perlindungan 
dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan 
seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan 
oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama 
peserta didik, dan atau pihak lain 
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh pendidik, tenaga 
kependidikan, aparat pemerintah dan atau 
masyarakat.  ( 54 UU No.  35 Tahun 2014 )  
 
Sedangkan dari sisi KUHP, bullying terkait dengan 
tindakan pemerasan dan pengancaman sebagaimana diatur 
dalam Pasal 368: 
 Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 
memeraksa seseorang dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, untuk memberikan barang 
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 
kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain,atau 
supaya memberiutang atau menghapuskan piutang, 




diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara 
paling lama 9 tahun. (Pasal 368 KUHP) 
Dari sisi hukum acara, diatur Pasal 108 KUHAP: 
(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, 
menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa 
yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan 
laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan 
atau penyidik baik lisan maupun tulisan (Pasal 108 
KUHAP) 
 
Soal bullying juga diatur dalam UU ITE. Pasal 27 ayat 
3 UU ITE menegaskan: 
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan 
atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 
dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan atau pencemaran nama baik. 
Ancaman bagi pelaku pencemaran nama baik di 
medsos adalah pidana penjara paling lama 6 tahun 
dan atau denda paling banyak 1 milyar. Jika dilakukan 
secara bersama-sama, terkena pasal “turut 
melakukan”. (Pasal 27 ayat 3 UU ITE) 
Dari pemaparan di atas, tampak bahwa pelaku 
bullying dapat dikenakan sanksi pidana, apalagi jika dilihat 
dari dampak atau akibat yang ditimbulkannya cukup fatal. 
Namun perlu diketahui bahwa sanksi pidana dapat 
ditempuh sebagai langkah terakhir, setelah upaya 
perdamaian atau mediasi antara pelaku dan korban. Dalam 





Olehnya itu pendekatan kultural tampaknya lebih strategis 
untuk dilakukan baik dalam rangka penanganannya maupun 
pencegahannya. Apalagi dengan menganalisis pelaku 
bullying lebih banyak di kalangan anak-anak dan penyebab 
prilaku bullying antara lain karena kurangnya kasih sayang 
dan perhatian dari keluarga kepada pelaku, maka hal 
tersebut perlu didekati pula secara kekeluargaan. Dalam hal 
ini, pendekatan non hukum penting menjadi penekanan. 
Yang terpenting dari semuanya adalah bagaimana mencegah 
semakin meluasnya prilaku bullying dengan Kembali ke akar 
masalahnya yaitu memperkuat lembaga keluarga dan 
mengefektifkan pola Pendidikan dalam keluarga. Dari sini 
semua bisa menjadi agen-agen pencegah bullying. Setiap 
keluarga harus menjadi wadah strategis untuk membangun 
karakter-karakter mulia dengan melakukan pola 
pengasuhan yang sehat dan menanamkan nilai-nilai 
ketakwaan serta akhlakul karimah kepada anak sejak dini 
karena keluarga lembaga pendidikan pertama dan utama 
yang tempat anak-anak menyerap nilai-nilai sebelum 
mereka bersosialisasi di luar. 
Meski demikian, dalam hal prilaku bullying harus 
diselesaikan secara persuasif melalui lembaga yang ada, 
siswa, orangtua atau wali dan masyarakat dapat melaporkan 
dugaan bullying kepada Dinas Pendidikan setempat atau 
kementerian melalui laman : sekolahaman.kemdikbud.go.id 
atau telp: 021 57903020, email: 
laporkekerasan@kemdikbud.go.id, sms : 0811976929  
 
 




E. Pernikahan di bawah Umur 
Salah satu isu menarik juga terkait perlindungan 
perempuan dan anak adalah fenomena pernikahan di bawah 
umur. Indonesia termasuk negara dengan persentase 
pernikahan di bawa umur yang cukup tinggi di dunia yakni 
menduduki rangking 37 dan tertinggi kedua di ASEAN 
setelah Kamboja. Data Riskedas menunjukkan prevalensi 
umur pernikahan antara 15-16 tahun sebanyak 41.9%. Usia 
kawin rata-rata secara nasional ada pada level 19.70/tahun. 
Menurut catatan BKKN Lampung, sepanjang tahun 2015, 
terdapat sebanyak 9675 kasus pernikahan di bawah usia 20 
tahun.(Isnaini & Sari, 2019) 
Terjadinya pernikahan di bawah umur 
dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Hasil penelitian 
Rosdalina di Kota Manado menemukan bahwa salah satu 
penyebab pernikahan di bawah umur adalah hamil di luar 
nikah akibat pergaulan bebas yang tidak mengenal batas-
batas sebagaimana diatur dalam agama. (Bukido, 2018). 
Sementara hasil penelitian Khaparistia menemukan faktor 
yang lebih beragam sebagai penyebab pernikahan dini 
antara lain faktor ekonomi dan berbagai faktor pendukung 
seperti pengaruh teman sebaya, keinginan informan sendiri, 
faktor keluarga serta hamil di luar nikah. (Khaparistia & 
Edward, 2015). Temuan hampir serupa terdapat dalam 
penelitian Mahfudin yang menyimpulkan bahwa pernikahan 
di bawah umur disebabkan oleh faktor ekonomi, orang tua, 
Pendidikan, adat dan kemauan sendiri. (Agus Mahfudin; 
Khoirotul Waqi’ah, 2016). Demikian halnya hasil penelitian 





Pendidikan, status ekonomi dan sosial budaya sebagai 
penyebab terjadinya pernikahan di abwah umur di Kota 
Banjarmasin. (Permana  Warjiman; Pramana, I Nyoman Adi, 
2018). Temuan yang cukup unik muncul dari penelitian 
Sarwoprasodjo bahwa pernikahan di bawah umur di 
kalangan remaja dilakukan dalam rangka memenuhi aspek-
aspek keamanan, sosial dan harga diri. (Sarwoprasodjo, 
2015). 
Demikian beragam faktor penyebab pernikahan di 
bawah umur yang mengemuka dari berbagai hasil 
penelitian. Secara garis ebsarnya dapat dianalisis bahwa 
faktor-faktor tersebut ada yang bersifat internal, yakni 
bersumber dari dalam diri pelaku sendiri, namun ada juga 
yang bersifat eksternal seperti dorongan keluarga maupun 
pengaruh lingkungan sosial.  Faktor-faktor ini tentunya 
harus menjadi fokus perhatian jika hendak memecahkan 
masalah pernikahan di bawah umur. 
Pernikahan di bawah umur menjadi sebuah masalah 
serius karena pernikahan seyogyanya dilakukan oleh orang-
orang yang telah memiliki kematangan fisik, psikis, ekonomi 
dan psikologis. Sementara kematangan-kematangan dalam 
hal tersebut baru bisa dicapai dalam usia 20 tahun. Di lain 
sis, pernikahan di bawah umur dapat berakibat pada 
dampak-dampak tertentu antara lain konflik di antara suami 
istri pelaku perniakahan di bawah umur, ketidaksiapan 
ekonomi, konflik keluarga, bahkan ada yang berujung 
dengan perceraian. (Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi’ah, 
2016). Penelitian Warjiman mengungkap pihak perempuan 
akan lebih terkena dampak dari pernikahan di bawah umur, 
dalam hal ini remaja putri dibandingkan pada pihak laki-




lakinya. Dampak tersebut adalah terjadinya BLBR. Abortus 
atau keguguran akibat secara fisiologis organ reproduksinya 
belum sempurna atau belum matang. (Permana  Warjiman; 
Pramana, I Nyoman Adi, 2018) 
Melihat dampak serius yang bisa saja muncul dari 
pernikahan di bawah umur, wajar kiranya jika selama ini 
batasan usia yang diakomodir dalam Undang-undang 
Perkawinan sebelum revisi yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 
16 tahun bagi perempuan sebagai batas usia minimal untuk 
menikah dikritisi oleh berbagai kalangan. Usia 16 tahun 
masih termasuk kategori usia anak-anak sehingga seolah-
olah Undang-undang melegitimasi pernikahan anak-anak. 
Dapat dibayangkan bagaimana usia 16 tahun yang masih 
labil bisa menjadi ibu yang baik yang akan menjadi bukan 
hanya pengasuh tetapi juga pendidik bagi anak-anak yang 
dilahirkannya. Di samping dari sisi reproduksi juga sangat 
beresiko karena organ reproduksi yang belum matang dan 
siap melahirkan pada usia tersebut. 
Langkah pemerintah untuk melakukan revisi batas 
usia minimal pernikahan melalui Undang-undang Nomor 16 
Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan patut diapresiasi.  
Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, 
ketentuan Pasal 7 diubah menjadi:  
(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan 
wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) 






Meskipun Undang-undang Perkawinan telah 
diperbarui, masalahnya kemudian hal tersebut tidak 
berhasil menekan jumlah kasus pernikahan di bawah umur. 
Sebaliknya, informasi dari pihak Pengadilan Agama, 
permohonan dispensasi nikah justru semakin melonjak 
setelah hadirnya undang-undang baru tersebut akibat 
dinaikkannya batas umur calon pengantin perempuan dari 
16 menjadi 19 tahun.  
Hal ini tentunya harus dipikirkan bersama. Apakah 
masih meluasnya praktek pernikahan di bawah umur karena 
masih dibukanya peluang dispensasi nikah dalam Undang-
undang Perkawinan hasil revisi? Sebagaimana termuat 
dalam Pasal 2: 
Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan 
umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua 
pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat 
meminta dispensasi kepada pengadilan dengan 
alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti 
pendukung yang cukup.(Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019, 2019) 
Jika demikian halnya, berarti masalah substansi 
hukum perkawinan kita masih perlu ditinjau ulang karena 
keberadaan institusi dispensasi nikah ini seolah-olah 
melemahkan materi pasal-pasal yang lain yang hendak 
menghilangkan praktek pernikahan di bawah umur tersebut. 
Di sini tampak Undang-undang sendiri masih ambigu dan 
tidak konsisten karena masih memberikan peluang untuk 
pelaksanaan dispensasi nikah. 




Selain dari aspek substansi hukum, kata kunci yang 
lainnya ada pada struktur hukum yaitu aparat hukum di 
pengadilan khususnya hakim agar lebih selektif atau ketat 
dalam meloloskan permohonan dispensasi nikah demi 
mencegah terjadinya praktek pernikahan di bawah umur 
semakin meluas di masyarakat. Hanya yang memiliki alasan 
betul-betul urgen yang bisa diizinkan untuk melaksanakan 
pernikahan. Sebagaimana dalam kaidah hukum Islam, 
mencegah mudharat harus lebih diutamakan daripada 
meraih maslahat.   
Selain dari sisi hukum, khususnya sebagai langkah 
pencegahan, perlu dilakukan Langkah-langkah kultual, yakni 
bagaimana menyadarkan masyarakat agar sebisa mungkin 
menghindari pernikahan di bawah umur mengingat 
dampak-dampak negatif yang bisa saja ditimbulkannya.  
Apalagi dengan bersandar pada hasil-hasil penelitian bahwa 
kebanyakan peneliti menemukan faktor keluarga sebagai 
salah satu faktor penting yang memengaruhi terjadinya 
pernikahan di bawah umur. Sebagaimana hasil penelitian 
Handayani menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 
pengetahuan, lingkungan, pendidikan remaja dan pekerjaan 
orang tua dengan pernikahan di bawah umur. Olehnya itu 
perlu bagi semua kalangan terutama dari pihak petugas 
Kesehatan untuk mensosialisasikan pengetahuan remaja 
dan keluarga tentang Kesehatan reproduksi melalui 
penyulusan-penyulusan dan PIK KRR di lingkungan 
Pendidikan. (HANDAYANI, 2014). Demikian halnya hasil 
penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan remaja 
khususnya remaja putri terhadap dampak pernikaahn di 





dalam kategori baik, namun sekitar 46.2% masuk dalam 
kategori kurang baik. (Isnaini & Sari, 2019) 
Dari sini tampak perlunya upaya-upaya penyuluhan 
kepada masyarakat, baik kepada pihak orang tua maupun 
remaja putri akan dampak pernikahan di bawah umur, 
terutama dalam hal kesehatan reproduksi dengan 
melibatkan Dinas Kesehatan. Tak kalah pentingnya upaya 
kontrol dari pihak keluarga harus lebih diintensifkan, juga 
keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dalam 
mensosialisasi hukum perkawinan.  
Intinya diperlukan langkah sinergitas dari berbagai 
kalangan untuk bersama-sama mencegah semakin 
meluasnya praktek pernikahan di bawah umur. Nilai-nilai 
agama perlu ditanamkan dalam keluarga. Keimanan dan 
ketakwaan harus diinternalisasikan dalam perbuatan sehari-
hari. Larangan-larangan yang telah diatur dalam agama 
harus selalu diingatkan, batas-batas pergaulan harus 
dipahami dengan baik oleh para remaja, juga dampak-
dampak negatif dari pergaulan bebas harus dipahamkan 
kepada mereka. Bukan hanya dalam keluarga tetapi juga di 
sekolah, pengawasan dan pemberian pemahaman yang baik 
harus terus digalakkan. Dalam kurikulum misalnya dalam 
pelajaran mata pelajaran Biologi bisa dintegrasikan 
pemberian pemahaman tentang dampak penggunaan alat 
reproduksi yang tidak bertanggung jawab. Langkah-langkah 
integratif semacam ini diharapkan dapat meminimalisir 
praktek pernikahan di bawah umur di masa-masa yang akan 
datang.  
 





Perceraian menjadi salah satu isu yang cukup 
menyita perhatian akhir-akhir ini karena semakin 
meningkatnya kasus perceraian dari tahun ke tahun. Tidak 
hanya di wilayah kota-kota besar, tetapi juga kota-kota kecil 
marak terjadi perceraian, baik pasangan muda maupun tua, 
kalangan masyarakat biasa maupun professional, artis 
bahkan pejabat.  Menghadapi masalah ini, perlu digali 
faktor-faktor terjadinya perceraian.  
Beberapa hasil penelitian mengungkap bahwa 
perceraian antara lain disebabkan karena masalah ekonomi, 
perbedaaan status sosial, tidak mendapat restu dari orang 
tua, perselingkuhan, dan pernikahan di bawah umur. (Reski 
Yulina Widiastuti, 2015). Sementara Hasil penelitian Prianto 
dan kawan-kawan di Malang menemukan bahwa penyebab 
perceraian yang mengemuka selama ini seperti persoalan 
ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perseligkuhan dan 
sebagainya hanya merupakan pemicu, tetapi yang paling 
fundamental sebenarnya adalah tidak adanya komitmen 
antara masing-masing pasangan untuk mewujudkan tujuan 
perkawinan.(Prianto et al., 2014). Temuan ini cukup logis 
karena jika masing-masing pasangan memiliki komitmen 
yang kuat untuk mewujudkan pernikahan bahagia, masalah 
apapun pasti akan bisa diatasi, termasuk masalah ekonomi. 
Komitmen yang kuat juga akan menyelamatkan siapapun 
dari perselingkuhan dan prilaku KDRT terhadap 
pasangannya yang terbukti menjadi salah satu penyumbang 





pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan yang baik 
sehingga bisa menjadi kontrol dalam bertindak sehari-hari.  
Apapun motifnya, perceraian sebisa mungkin 
dihindari, mengingat kedudukan perceraian yang meskipun 
boleh namun dibenci dalam agama. Terkecuali bilamana 
perceraian merupakan satu-satunya pilihan atas kebuntuan 
rumah tangga yang dihadapi dan di situ terdapat 
kemudharatan sehingga jika dipaksakan akan menimbulkan 
kemudharatan yang lebih besar. Dalam Islam sendiri berlaku 
kaidah bahwa jika terdapat dua kemudharatan maka piihlah 
yang lebih ringan. Namun semua harus dipertimbangkan 
dari segala sisi. Termasuk dampak yang akan 
ditimbulkannya terhadap anak-anak. Terutama sekali dari 
sisi perkembangan kejiwaan anak-anak. Penelitian Ida 
Untari menemukan bahwa dampak-dampak psikologis yang 
akan terjadi pada anak yang orang tuanya bercerai bisa 
berdampak secara negatif maupun positif namun lebih 
banyak pada dampak negatifnya. Dampak-dampak tersebut 
adalah anak ingin menang sendiri, sering tidak peka 
terhadap lingkungan, mudah marah, malu dengan 
perceraian orng tuanya, sulit fokus dalam beraktivitas, 
kehilangan rasa hormat dan mudah menyalahkan orang tua, 
merasa tidak aman dengan lingkungan sekitar, melalukan 
sesuatu yang salah, tidak memiliki tujuan hidup, tidak 
beretika, lebih mandiri, terlatih dalam kegiatan keseharian, 
cepat bangkit jika mengalami keterpurukan. (Untari et al., 
2018) Sementara Hasil penelitain Aminah menunjukkan 
bahwa proses penerimaan remaja terhadap perceraraian  
orang tuanya berbeda-beda dari sisi tahapan-tahapan yang 
dilaluinya, antara lain tahapan penolakan, tahapan marah, 




tahap penawaran, tahap depresi, tahap penerimaan dan 
tahap depresi ulang(Aminah et al., 2004).  
Dampak perceraian terhadap anak seperti ini dalam 
prakteknya kadang-kadang tidak dipertimbangkan secara 
matang oleh suami istri yang hendak bercerai. Persoalan 
anak adalah persoalan belakangan, terkalahkan oleh emosi 
yang memuncak. Padahal, dampak yang terjadi pada si anak 
bisa sangat serius dan perlu penanganan khusus. Oleh 
karena itu, berbicara tentang perceraian, salah satu masalah 
yang sering terabaikan selama ini adalah bagaimana 
merehabilitasi goncangan kejiwaan yang dialami oleh anak-
anak korban perceraian. Dalam kondisi seperti itu, negara 
harusnya hadir membentuk lembaga pendampingan khusus 
untuk memulihkan trauma anak-anak pasca perceraian 
orang tuanya. Demikian juga organisasi sosial dan 
keagamaan harus mengambil peran dalam wilayah ini. 
Mereka adalah anak-anak bangsa yang harus diselamatkan, 
diarahkan dan dibimbing agar tidak larut dalam kesedihan 
dan kekecewaan berkepanjangan akibat  perceraian orang 
tuanya. Upaya ini merupakan bagian dari upaya melindungi 
masa depan anak-anak dan tentunya masa depan bangsa ini.   
Sementara dari sisi perlindungan perempuan 
kaitannya dengan perceraian, perceraian kadang tidak 
dibarengi dengan pemenuhan hak-hak perempuan. Menurut 
penelitain Wijayati, keadilan bagi perempuan dalam 
perceraian selama ini baru dapat dirasakan pada tataran 
legal formal. Sementara kekadilan substantif yang 
dikehendaki masih banyak yang belum bisa diwujudkan 





perceraian seperti hadhanah, hak mut’ah dan hak nafkah 
yang kadang-kadang tidak terakomodir dalam putusan. 
(Mufliha Wijayati, 2012)Padahal, hakim dapat  secara ex 
officio menetapkan hak-hak tersebut dalam putusan 
meskipun tidak dituntut oleh si istri karena hak-hak tersebut 
telah ditetapkan dalam hukum sehingga wajib ditunaikan. 
Hal selanjutnya yang cukup menarik untuk didalami 
adalah maraknya fenomena perceraian akhir-akhir ini yang 
didominasi oleh kasus cerai gugat, yakni inisiatif bercerai 
dari pihak istri. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 
keinginan mengakhiri kehidupan rumah tangga lebih banyak 
dari pihak istri dibanding dari suami. Kesimpulan awal dari 
fenomena ini dapat dikatakan bahwa bilamana perceraian 
merupakan wujud dari ketidakbahagiaan, berarti pihak yang 
paling banyak merasakan ketidakbahagiaan dalam 
perkawinan selama ini adalah pihak istri atau perempuan. 
Terbukti dengan banyaknya istri yang ingin mengakhiri 
perkawinannya. Ketidaknyamanan istri untuk bertahan 
dalam sebuah perkawinan, bisa jadi karena faktor relasi 
kuasa, di mana suami selalu merasa lebih dalam segala-
galanya dibanding istri. Lebih berkuasa, lebih dominan dan 
berkedudukan lebih tinggi dari istri sehingga seolah 
mengabsahkan tindakan apapun yang dilakukannya 
sehingga menimbulkan ketertindasan terhadap istri. 
Hasil penelitian Isnawati menemukan bahwa 
tingginya angka cerai gugat disebabkan oleh banyak faktor. 
Faktor-faktor tersebut antara lain adalah karena adanya 
pemahaman perempuan atas hak-hak mereka sebagai istri, 
kondisi perempuan yang sudah semakin terdidik, informasi 
yang sudah semakin mudah diakses, kemandirian ekonomi 




perempuan dan kepedulian berbagai lembaga terhadap 
perempuan. Sementara pemicunya antara lain 
ketidakharmonisan yang disebabkan karena tidak 
terpenuhinya kebutuhan hidup, KDRT baik fisik maupun 
psikis, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga dan poligami 
tidak sehat.(Rais, 2014) Hampir senada, penelitian Saadah 
juga mengungkap bahwa faktor kesetaraan gender 
merupakan salah satu pendorong maraknya perceraian saat 
ini. Yakni munculnya kesadaran akan kesejajaran hak suami 
istri  menjadi penyebab banyaknya cerai gugat daripada 
cerai talak, disamping faktor-faktor lainnya seperti adanya 
pernikahan di bawah umur, dan kurangnya pengetahuan 
suami istri akan doktrin agama tentang hak dan kewajiban 
suami istri berdasarkan ajaran Islam. (Saadah, 2020) 
Jika demikian halnya, bahwa faktor kesadaran akan 
hak-hak istri sebagai penyebab lebih banyaknya kasus 
perceraian cerai gugat, dengan sendirinya menunjukkan 
bahwa telah terjadi ketimpangan dalam transformasi 
pemahaman hak dan kewajiban suami istri dalam rumah 
tangga selama ini. Pemahaman dan harapan perempuan 
sepertinya tidak berbanding lurus dengan pemahaman dan 
harapan laki-laki tentang rumah tangga yang Sakinah 
mawaddah warahmah. Ini artinya selama ini arah kampanye 
kesetaraan gender berjalan secara timpang, hanya mengarah 
kepada kaum perempuan dan tidak menyentuh pihak laki-
laki. Padahal, dibutuhkan pemahaman yang sinergi dan 
berimbang dari kedua belah pihak. Makanya tak heran jika 
kemudian harapan-harapan tersebut tidak bisa 
dipertemukan. Perempuan di satu sisi berharap suaminya 





lain sisi suami tetap bertahan pada pola lama, tradisi yang 
menempatkan laki-laki serba dilayani oleh istri yang wajib 
mematuhinya secara total. Tanpa pernah sadar bahwa 
perkembangan jaman telah demikian maju, istrinya 
bukanlah sosok istri sebagaimana neneknya dulu yang 
memang full beraktivitas di rumah. Tetapi istri yang 
mendampinginya adalah seorang perempuan masa kini, 
memiliki banyak aktivitas, baik urusan pekerjaan, aktivitas 
sosial dan berbagai kesibukan lainnya. Istrinya juga adalah 
seorang perempuan yang memiliki pendidikan memadai 
sehingga tidaklah pantas dalam pengambilan keputusan 
keluarga suami tetap selalu merasa dominan dan otoriter 
sedangkan si istri berada dalam posisi yang tidak dianggap 
atau tidak dihargai sama sekali. 
Sarana terpenting untuk menjaga hubungan dalam 
sebuah rumah tangga adalah komunikasi. Kehidupan rumah 
tangga yang melibatkan dua belah pihak tidak bisa tidak 
harus berlangsung dalam pola komunikasi terbuka dan 
sehat dari dua arah. Sebuah keluarga akan macet jika 
masing-masing mempertahankan keegoannya dan tanpa 
mau memahami pihak lainnya. Oleh karena itu, terkait 
dengan masalah perceraian, hal penting yang harus dibenahi 
adalah bagaimana membangun komitmen bersama suami 
istri untuk membangun keluarga bahagia dan tentunya 
harus ditunjang dengan pola hubungan yang egaliter dan 
komunikatif. Di atas semua itu adalah perlunya memperkuat 
benteng rumah tangga dengan nilai-nilai keimanan dan 
ketakwaan yang kokoh sehingga tidak mudah digoyahkkan 
oleh berbagai terpaan godaan dari penjuru manapun.  




Hal-hal seperti ini harus lebih banyak disosialisasikan 
secara luas kepada masyarakat dan menuntut keterlibatan 
semua kalangan baik di dunia penegak hukum, pendidikan, 
lembaga-lembaga agama dan organisasi sosial 
kemasyarakatan. Iman yang kuat, komitemen yang kokoh 
dan komunikasi yang cair, dapat menjadi modal berharga 
dalam melanggengkan kehidupan rumah tangga dan 
meminimalisir kasus perceraian yang cenderung meningkat 
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